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uji syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah. Salawat dan salam 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Saya selaku Rektor IAIN 

Palangka Raya mendukung atas apa yang diraih dan dicapai Sau- 
dara Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag ini. Ia menuliskan karya dengan 
judul Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Figh Praktiks (1). Jika 
dilihat dari isi buku ini memang tidak lain isnya adalah ushul figh. Adanya 
penambahan beberapa kata yaitu Metodologi Penetapan Hukum Islam 
pada judul jika dilihat secara seksama tidak lain maksudnya adalah 
pengertian ushul figh itu sendiri. Ilmu ini berisi kaidah-kaidah atau yang 
ditulis dalam buku ini yaitu metode-metode yang digunakan untuk men- 
jawab permasalahan hukum Islam. Oleh karena itu, tepat saja jika penulis 
menggunakan istilah ushul figh sebagai metodologi penetapan hukum 
Islam. 

Sebenarnya referensi-referensi ushul figh baik berbahasa Arab, Ing- 
gris atau termasuk berbahasa Indonesia sudah banyak beredar ke ma- 
syarakat secara umum. Namun karya saudara Abdul Helim ini disamping 
sesuai judulnya yaitu adanya kata praktis juga isinya memang demikian. 
Di dalam buku ini juga disertai contoh-contoh aktual bahkan disertai 
adanya sub khusus yang menjelaskan tentang teknik menggunakan me- 
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tode-metode dalam ilmu ushul figh. Kelebihan lainnya, sepertinya di 
dalam buku ini juga berusaha untuk melakukan interkoneksi dan integrasi 
keilmuan walaupun terlihat masih di tataran permukaan. 


Terlepas dari kekurangan di dalam buku ini, saya harus menyatakan 
bahwa inilah kelebihan yang ada pada buku ini. Bahasa yang digunakan 
lebih sederhana dan terkadang juga menggunakan bahasa lisan. Namun 
dengan redaksi seperti itu justru dapat mempermudah semua orang bah- 
kan tingkat pemula sekalipun dalam mempelajari dan memahami ushul 
figh ini. Dengan demikian, saya menyarankan kepada masyarakat yang 
ingin mempelajari ushul figh dan masyarakat umum lainnya agar menja- 
dikan buku ini sebagai salah satu referensi utama. 

Karya yang dihasilkan penulis ini menurut saya memiliki nilai kon- 
tribusi yang cukup signifikan dalam dunia metodologi penetapan hukum 
Islam. Namun demikian harus pula disadari bahwa kekurangan dan ke- 
khilafan adalah suatu sifat yang menyertai manusia, bahkan karya yang 
monumental atau berkaliber sekalipun masih dipandang memiliki celah 
untuk dikritisi. Di Juar dari itu secara umum saya ingin mengatakan bahwa 
karya ini patut mendapatkan apresiasi dan penting untuk dibaca kalangan 
umum, mahasiswa, pelajar serta para penstudi ushul figh pada umumnya. 


Palangka Raya, Desember 2022 
Rektor 
IAIN Palangka Raya, 
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EN PENGANTAR PENULIS 


asa syukur tidak terhingga kepada Allah SWT karena selalu 
memberikan kekuatan, kesabaran, keseimbangan dan daya tahan 
tubuh serta pikiran sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat 
dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muham- 
mad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir 


zaman. 


Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah buku refe- 
rensi yang menjelaskan ushul figh dengan bahasa yang sesederhana mung- 
kin tetapi tujuannya agar ilmu ini lebih membumi dan mudah dipahami 
oleh kalangan umum bahkan kalangan khusus yang lagi memfokuskan 
pada dunia metodologi penetapan hukum Islam. 


Sebagaimana diketahui bahwa ushul figh di dalam buku ini sebagai 
metode-metode, kaidah-kaidah atau teori-teori yang digunakan untuk 
mengkaji, menganalisis dan menjawab persoalan hukum Islam. Oleh ka- 
rena itu berarti ushul figh adalah metodologi penetapan hukum Islam. Jika 
ilmu ini disebut sebagai metodologi maka ia pun berfungsi sebagai 
“pabrik” hukum Islam bahkan sebagai “jantungnya” hukum Islam yang 
kekhususan kerjanya mengkaji persoalan-persoalan hukum sehingga dari 
kajian ini muncul produk yang disebut hukum Islam (fikih). Proses peng- 
kajian itu dilakukan melalui ijtihad baik beranjak dari pemahaman terha- 
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dap teks-teks normatif atau beranjak dari pengkajian terhadap persoalan 
yang berkembang di masyarakat. 


Dengan kedudukan ushul figh seperti ini, tampaknya tidak berlebihan 
jika dikatakan maju mundurnya hukum Islam sebenarnya tergantung de- 
ngan ushul figh. Namun demikian sebagus apa pun ushul figh sebagai 
metode, teori atau kaidah, semua juga tidak terlepas dari orang yang me- 
mainkan atau yang menggunakan teori-teori atau metode-metode ushul 
figh tersebut. 


Untuk membangun pola pikir yang dapat mewujudkan ushul figh 
sebagai solusi yang benar-benar dibutuhkan, isi dari buku ini diawali dari 
pengenalan terhadap apa yang dimaksud dengan ushul figh dan bahasan- 
bahasan yang berkaitan. Selanjutnya diuraikan juga pembahasan tentang 
apa itu hukum termasuk hukum taklifi dan hukum wadh 7 serta bahasan- 
bahasan yang berkaitan. Agar dapat mengetahui hukum-hukum yang di- 
maksud maka selanjutnya diuraikan bahasan tentang sumber hukum. Di 
dalam buku ini, sumber hukum Islam hanya ada dua yaitu Alguran dan 
Hadis. Alasannya dapat dilihat dalam buku ini. Sumber hukum penting 
dipahami tetapi tentunya tidak semua orang dapat bersuara atas nama 
hukum. Di dalam Islam telah diatur ada orang-orang yang memang memi- 
liki otoritas untuk berijtihad atau berfatwa. Ushul figh adalah ilmu ilmiah, 
tentunya dalam melakukan penggalian hukum Islam dilakukan pula secara 
ilmiah. Keilmiahan tersebut dapat dilihat dari teori-teori atau metode- 
metode yang dimiliki ilmu ini dalam menetapkan status hukum Islam. 


Metode-metode tersebut seperti metode 2/-ma nawiyah yang terdiri 
dari ijma', giyas, istihsan, mashlahah, istishhab, “urf, dzari'ah, gaul sha- 
habi, syar'u man gablana dan magashid al-syari'ah (maksud sya- 
ri “menetapkan hukum atau maksud ditetapkannya hukum). Metode beri- 
kutnya adalah metode al-/afzhiyah yang terdiri dari kaidah-kaidah keba- 
hasaan (Jughawiyah) seperti lafal yang terang dan tidak terang maknanya, 
lafal dilihat dari dilalah, “amm, khash, muthlag, mugayyad, amar, nahi dan 
lainnya. 

Dalam penyajian metode-metode di atas khususnya pada bagian 
metode al/-ma 'nawiyah diupayakan untuk disertai contoh-contoh yang 
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berkaitan dengan kehidupan nyata. Di dalam penyajian contoh ini diiringi 
pula bahasan-bahasan agar setiap penstudi bisa mengikuti pola pikir mo- 
derat dan tidak cepat menyalahkan orang lain bahkan diajak untuk berpi- 
kir kontekstual empiris inklusif. Inilah tujuan akhir dari penetapan hukum 
Islam agar hukum yang ditetapkan benar-benar menjadi solusi kehidupan. 

Inilah yang sebenarnya yang ingin juga diungkapkan dalam buku ini 
dan semoga para pembaca dapat membaca pesan yang dimaksud sehingga 
dapat pula menggunakan dan bahkan mengembangkan teori di dalam buku 
ini agar lebih aplikatif. Akhirnya, penulis ingin menyatakan bahwa buku 
ini tidak dapat terwujud tanpa adanya spirit dan kasih sayang Allah serta 
bantuan, saran, masukan, bimbingan, arahan, motivasi bahkan pengor- 
banan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bersyukur kepada Allah 
SWT dan melalui pengantar ini penulis juga ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru-guru sejak di kelas Diniyah 
(Dasar), Tsanawiyah, Menengah Atas, guru-guru di pondok pesantren Al- 
Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan sampai guru-guru di Perguruan 
Tinggi. Termasuk juga yang tidak kurang pentingnya adalah guru-guru 
yang membimbing jati diri untuk menemukan asal kejadian diri. 


Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag 
selaku Rektor IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah yang memberikan 
dukungan agar terus menerus berkarya walau karya kecil seperti yang ada 
di tangan pembaca ini. Terima kasih pula disampaikan kepada beliau 
karena bersedia memberikan sambutan pada buku ini. 


Kedua orang tua penulis, ayahanda Husni dan ibunda Tasminah (al- 
marhumah). Semoga ayahanda sehat dan dipanjangkan umur beliau oleh 
Allah SWT dan setiap waktu penulis pun juga mendoakan semoga al- 
marhumah ibunda selalu dilapangkan dan diberikan rahmat oleh Allah 
SWT. Kini beliau menjadi kenangan. Penulis sangat bangga memiliki 
orang tua seperti mereka. Penulis berada di posisi seperti ini karena doa 
mereka yang tidak pernah putus agar penulis mendapatkan kemudahan, 
keberhasilan dan keberkahan bahkan mendoakan agar penulis menjadi 
orang “alim serta sukses dunia akhirat. Ayahnda mertua Ruslan Effendi 
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dan ibunda mertua Rusmilawarni yang turut pula mendoakan keberhasilan 
penulis sekeluarga. 


Isteriku tersayang Rina Erlianie, S.Pd.I, M.Pd pendamping hidupku, 
tempat berkeluh kesah dan berbagi suka atau pun duka. Setelah Ibuku, ia 
adalah perempuan terbaik dalam hidupku. Ia adalah istri yang shalihah dan 
tidak pernah terdengar keluhan dari bibirnya dalam menghadapi persoalan 
hidup ini, bahkan doa yang diberikan kepada penulis pun tidak pernah 
putus di setiap sujudnya sehingga hal ini memberikan kekuatan tersendiri 
pada penulis. 


Anak-anakku Wafid Syuja" Vennovary Benevolent yang kini (2022) 
semester V di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yog- 
yakarta dan Itmam Agmar Rasikh Ramahurmuzi yang kini (2022) berada 
di kelas X di Pondok Darul Hijrah Putera Cindai Alus Martapura Kali- 
mantan Selatan. Keduanya adalah buah hati kami dan jagoan kami yang 
menjadi pemberi semangat tersendiri bagi kami. 


Adik-adik penulis dan seluruh keluarga baik dari pihak penulis sen- 
diri ataupun pihak isteri yang turut pula memberikan perhatian kepada 
penulis. Kerabat, kolega dan orang-orang berjasa yang tidak dapat dise- 
butkan satu persatu disini, tidak ada yang dapat dikatakan selain ucapan 
terima kasih. Penulis hanya bisa bermohon kepada Allah, semoga Allah 
SWT memberikan balasan yang tidak terhingga kepada mereka yang telah 
berperan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam 
penulisan buku ini. 


Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh lapisan 
masyarakat dan menjadi amal saleh. Amin ya Rabb al- “Alamin. 


Palangka Raya, November 2022 
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NN TRANSLITERASI 


Pedoman transliterasi dalam buku ini adalah: 


Arab Indonesia Arab Indonesia 
a b th 
v b L zh 
2 : t (koma terbalik) 
s ts 3 g 
d j Si f 
Tt h 9 g 
rd kh 4 k 
» d J 1 
8 dz r m 
5 Tr v n 
5 PA 5 w 
S 2 h 
sy » 4 
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Keterangan 


1. 


Penulisan tanda panjang (ymadd) ditulis dengan garis horizontal di 
atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut: 


a. AA (0 setelah ditransliterasi menjadi a A 

b. 1I (4 setelah ditransliterasi menjadi 11 

c. UU ()setelah ditransliterasi menjadi u U 

Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti (S Ws v8) 
falatagullahuma 'uffin, (ix) muta'aggidin dan (3:56) “iddah. 

Huruf ta marbuthah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (1) 
syari'ah dan (&) tha'ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang 


“al”, maka huruf ta marbuthah diberikan harakat baik dhammah, 
fathah atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh ((w :$) zakatul 


Kithri (US ws) karamatul auliya'. 

Huruf alif lam gamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai 
bunyinya, seperti (3) a/-Oamar atau (4) as-Sama'. Namun jika 
sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam 
gamariyah adalah (-.4 s5) dzawi al-furudh. Begitu juga untuk 
penulisan alif lam syamsiyah adalah (1-1) magashid asy-syari “ah. 
Huruf waw () sukun yang sebelumnya ada huruf berharakat fathah 
ditulis au seperti (1s) gaul. Begitu juga untuk huruf ya (4) sukun, 
maka ditulis ai seperti (X4) bainakum. 
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bo J METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM 


BABI 


PENGENALAN USHUL FIOH DAN 
PERJALANANNYA 


A. Pengertian Ushul Figh 
shul figh terdiri dua kata yaitu ushul dan figh. Sebenarnya kedua 
kata ini memiliki makna tersendiri. Namun di dalam buku ini 
pengertian ushul figh diartikan secara langsung sebagaimana te- 
lah disarikan dari pengertian-pengertian ushul figh menurut para ahli men- 
jadi 3 pengertian yaitu: 
1. Metode-metode, kaidah-kaidah atau teori-teori yang digunakan un- 
tuk mengkaji, menganalisis dan menjawab persoalan hukum Islam. 
2. Metodologi penetapan hukum Islam 
3. Pabrik Hukum Islam 
Ushul figh disebut sebagai metode-metode, kaidah-kaidah atau teori- 
teori karena ia merupakan alat yang mesti digunakan atau dipakai untuk 
menetapkan status suatu hukum. Dengan demikian ushul figh memiliki 
peran yang sangat penting untuk mengkaji persoalan atau kasus-kasus 
dalam hukum Islam secara metodologis sehingga hasil kajiannya pun da- 
pat dipertanggungjawabkan. 
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Begitu juga ushul figh disebut metodologi penetapan hukum Islam. 
Ia merupakan ilmu ilmiah dengan teori-teori yang ada pada ilmu itu untuk 
digunakan dalam menggali, menemukan, menjawab dan menetapkan sta- 
tus hukum suatu persoalan. 


Ushul figh sebagai pabrik hukum Islam adalah menunjukkan kedu- 
dukannya sebagai pabrik yang berfungsi untuk memproduksi. Proses pro- 
duksi ini menggunakan teori-teori. 

Produk dari ushul figh adalah status hukum suatu persoalan atau di- 
sebut figh. Dalam menetapkan status hukum ini, di dalam ushul figh ter- 
dapat teori-teori, kaidah-kaidah, metode-metode yang digunakan untuk 
mengkaji suatu persoalan sehingga dari kajian yang dilakukan diperoleh 
status hukum suatu persoalan. 


B. Objek Kajian Ushul Figh 
Objek kajian atau materi-materi yang dikaji dalam ushul figh adalah: 


1. Hukum syaraf yang membahas tentang hukum taklifi dan hukum 
wadh serta al-hakim, mahkum fih/ bih dan mahkum 'alaih. 


2. Sarana penetapan hukum Islam yang terdiri dari ijtihad, 1112 , ittiba', 
taglid dan talfig. 


3. Sumber hukum Islam yaitu Alguran dan Hadis. 


4. Dalil atau metode penetapan hukum Islam yang diangkat dari pema- 
haman terhadap nas disebut metode al/-ma nawiyah. Metode ini ter- 
diri dari ijma', giyas, istihsan, mashlahah, istishhab, “urf, dzari'ah, 
gaul shahabi, syar"u man gablana dan magashid al-syari'ah (maksud 
syari menetapkan hukum atau maksud ditetapkannya hukum). 

5. Dalil atau metode penetapan hukum Islam yang berfungsi untuk me- 
mahami bahasa nas disebut metode al-/afzhiyah. Metode ini terdiri 
dari kaidah-kaidah kebahasaan (/ughawiyah) seperti lafal yang terang 
dan tidak terang maknanya, lafal dilihat dari dilalah, “amm, khash, 
muthlag, mugayyad, amar, nahi dan lainnya. 

6. Metode menyelesaikan pertentangan dalam dalil seperti, ta “arudh al- 
adillah dengan cara naskh (tidak memberlakukan salah satu dalil 
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dengan cara mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian di- 
wahyukan), al-Jam 'u wa at-Taufig (menmgkompromikan dalil yang 
bertentangan), tarjih (mencari yang terkuat) atau tasaguth ad-dalilain 
(menggugurkan keduanya). 


C. Kegunaan Mempelajari Ushul Figh 

Dengan mempelajari ushul figh, pengkaji akan dapat: 

Membedakan antara sumber hukum dengan dalil dan metode atau 
kaidah-kaidah hukum. 

Mengetahui metode-metode atau kaidah-kaidah yang dirumuskan 
para ulama ushul figh dalam menetapkan hukum Islam. 

Mengetahui perbedaan-perbedaan para ulama dalam merumuskan 
dan menggunakan ushul figh. 


Mengetahui cara para ulama menggunakan dalil-dalil atau metode- 
metode atau kaidah-kaidah ushul figh dalam menetapkan status hu- 
kum Islam. 


Menggunakan dalil-dalil atau metode-metode atau kaidah-kaidah 
ushul figh untuk mengkaji persoalan hukum yang lama, tetapi masih 
relevan untuk dikaji kembali atau persoalan-persoalan berkembang 
yang masih memerlukan kajian. 


Memilih dalil atau metode atau kaidah yang tepat dan terkuat (rajih) 
dalam menetapkan status hukum atau melakukan kombinasi-sinergi 
(al-jam "u) atau juga melakukan rekonsiliasi (al-taufig) antar metode 
dalam menetapkan status hukum Islam. 

Menjadikan hukum Islam terpelihara karena persoalan hukum ter- 
sebut ditetapkan secara metodis dan ilmiah dengan teori-teori (dalil- 


dalil atau metode-metode atau kaidah-kaidah) tersendiri dalam ushul 
figh. 
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D. Perbedaan Ushul Figh dengan Figh 

Ushul figh adalah metode atau kaidah yang digunakan untuk meng- 
gali figh (hukum Islam) dari sumber hukum (Alguran dan Hadis) dan 
menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sementara 
hasil dari proses penggalian hukum ini (istinbath) ini disebut Figh. 
Wajah figh akan ditentukan atau tergantung dengan teori ushul figh 
yang digunakan dan tergantung pula dengan mujtahid yang meng- 
gunakan teori ushul figh tersebut. 


Ushul figh adalah pisau analisis terhadap persoalan, sedangkan figh 
adalah produk atau hasil dari analisis. 


E. Perbedaan Ushul Figh (Oawa'id Ushuliyah) dengan Gawa'id 
al-Fighiyah 

Ushul figh adalah kumpulan teori atau kaidah yang digunakan untuk 
menggali dan menetapkan hukum. Sedangkan gawa'id al-fighiyah 
adalah kumpulan kaidah yang menghimpun beberapa persoalan figh 
yang sama ke dalam sebuah kaidah. Misalnya tentang niat. Ada niat 
wudhu, niat shalat, niat puasa, niat zakat, niat haji dan niat-niat lain- 
nya. Niat-niat ini dihimpun dalam sebuah kaidah seperti (but ,,) 


yaitu segala urusan tergantung dengan niatnya. 


Ushul Figh berpola deduktif yaitu berangkat dari hal yang umum 
menuju pada hal-hal khusus. Mislanya dari sebuah kaidah ushul figh 
seperti al-mashlahah digunakan untuk mengkaji beberapa persoalan 
yang ada di masyarakat. Sedangkan gawa'id al-fighiyah berpola in- 
duktif yaitu berangkat dari hal-hal khusus menuju pada hal yang 
umum. Misalnya tentang kemaslahatan suatu persoalan seperti ke- 
maslahatan menggunakan HP, kemaslahatan menggunakan laptop, 
kemaslahatan buku elektronik dan kemaslahatan-kemaslahatan lain- 
nya yang kemudian dihimpun oleh satu kaidah (is 2. J2 X1) yaitu 


hukum itu mengikuti pada kemaslahatan yang lebih kuat. 
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F. Sejarah Perkembangan Ushul Figh 


Tahun 610-632 M 

Masa ini dimulai sejak masa Nabi yang terbagi dalam dua pe- 
riode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Pada periode 
Mekkah embrio ushul figh belum tampak, karena ayat-ayat yang tu- 
run berkisar masalah akidah. Pada periode Madinah baru mulai tam- 
pak dan muncul embrio ushul figh, karena ayat-ayat yang turun ber- 
kaitan dan mengatur hukum dan pranata sosial. 


Pada fase ini Rasulullah sebenarnya memberi peluang kepada 
sahabat untuk berijtihad ketika menghadapi masalah, mengajarkan 
prinsip musyawarah (ijma') dan mengunakan ra 'yu (rasio). Rasu- 
lullah juga melakukan ijtihad ketika muncul persoalan ketika wahyu 
belum turun. 


Sumber hukum fase ini adalah Alguran dan Hadis. 


Tahun 11 H — Akhir AbadI H. 

Fase ini terjadi pada masa sahabat dan disebut juga dengan masa 
persiapan pembentukan ushul figh. Muncul kreativitas dalam berij- 
tihad, dimana penggunaan ra 'yu lebih terarah. Sahabat mulai meng- 
implementasikan metode istinbath hukum, seperti Umar menerapkan 
pola istihsan (walaupun penamaan istihsan pada waktu itu belum 
ada) dalam kasus pencurian dengan tidak memotong tangan pencuri, 
tetapi memenjarakannya. Sahabat lainnya seperti Ali menerapkan 
pola giyas (walaupun penamaan giyas pada waktu itu belum ada) ke- 
tika menjatuhkan hukuman bagi pelaku minuman keras, yaitu hu- 
kumannya sama dengan orang yang menuduh orang lain berzina se- 
banyak 80 kali cambuk. 

Pada fase ini muncul fatwa-fatwa terutama pada peristiwa-pe- 
ristiwa yang tidak ada nasnya. Para sahabat menjadi pemegang oto- 
ritas figh di daerah masing-masing (Mekkah, Madinah, Kufah, Bas- 
rah, Syam, dan Mesir). 
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Sumber Hukum Islam fase ini adalah Alguran dan Hadis. Di 
samping kedua sumber ini ada juga referensi yang lain yaitu hasil ijti- 
had sahabat. 


Abad I H — Abad II H 

Pada fase ini ada 2 generasi yaitu generasi tabi'in dan ta- 
bi" tabi'in. Pada generasi tabi'in diawali dari masa dinasti-dinasti 
Islam (Umayyah dan Abbasiyah). Di era ini muncul pusat-pusat inte- 
lektual, yaitu Hijaz (Makkah dan Madinah), Irag (Kufah dan Basrah), 
dan Syria atau Syam. 


Khususnya yang ada hubungan dengan ushul figh bahwa di fase 
ini muncul aliran Ah/ al-Hadits berada di Madinah dan Ah1 ar-Ra yi 
berada di Irak. Aliran Ah/ al-Hadits dikenal dominan menggunakan 
nas (teks) daripada rasio dalam menetapkan hukum. Tetapi bukan 
berarti mereka meninggalkan rasio, hanya saja lebih besar penggu- 
naan nas (teks). Aliran Ah/ ar-Ra'yi dikenal lebih dominan menggu- 
nakan rasio daripada nas. Aliran ini juga bukan berarti mereka me- 
ninggalkan sama sekali nas. Hal ini dimaklumi karena pusat per- 
adaban pada waktu itu berada di Irak. 


Gerakan ijtihad sangat pesat, hal ini karena wilayah Islam mulai 
meluas dimana ajaran Islam bertemu dengan adat lokal masyarakat 
di luar Arab. Pada masa ini Alguran sudah dikodifikasikan dan ba- 
nyak fatwa sahabat yang dijadikan sebagai sandaran. 


Setelah dua aliran Ah/ al-Hadits dan Ahl ar-Ra'yi di atas pada 
perkembangan selanjutnya disebut generasi atba" tabi'in atau ta- 
bi" tabi'in yaitu orang-orang pengikut tabi'in. Pada generasi ini 
muncul Imam-imam mazhab dalam figh dan karya-karya besarnya, 
Imam Abu Hanifah (ada yang mengatakan ia menemui masa tabi 'in 
dan sekaligus sebagai tabi' tabi in) menyusun kitab a/-Figh al-Akbar 
(kitab Figh), Imam Malik menulis kitab a/-Muwaththa (kitab Hadis 
dengan sistematika Figh), Imam Syafi'i menulis ar-Risalah (kitab ini 
sebagai kitab ushul figh pertama di dunia Islam) dan Kitab a/-Umm 
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(figh) serta Imam Ahmad Ibn Hanbal menyusun Musnad Ahmad 
(kitab Hadis). 

Pada masa ini di samping kedua sumber Hukum Islam yaitu Al- 
guran dan Hadis ada juga metode istinbath hukum yang digunakan 
yaitu ijjma' dan giyas. Intinya ushul figh sebagai ilmu, baru ada pada 
abad ke-2 Hijriyah. Abad sebelumnya ushul figh belum dibutuhkan 
karena Rasulullah saw memutuskan suatu hukum berdasarkan wahyu 
yang diterimanya dan sunnah yang diilhamkan kepadanya serta ij- 
tihad yang secara alami dimilikinya sejak lahir (2/-fithri). Ta pun tidak 
membutuhkan teori-teori atau kaidah-kaidah ushul untuk beristin- 
bath. 


Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'" tabi 'In atau 
tabi' tabi'in disebut juga generasi salaf ash-shalih atau orang-orang 
saleh di masa terdahulu. Mereka inilah yang disebut Nabi dalam 
sabdanya 


dag ade al JI & Isma JB JB dl as 21 (SP) Sapa alus 


(owl ol) mah cell # res cell 3 GP pl 


Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud RA: Rasulullah SAW bersabda: 
“Sebaik-baik manusia adalah orang-orang di masaku (sahabat), ke- 
mudian orang-orang yang sesudah mereka ( tabi in), kemudian orang- 
orang yang sesudah mereka (tabi' tabi in)...” (HR. Bukhari Muslim). 


Adapun di masa setelah mereka sampai sekarang dikenal dengan 
sebutan generasi khalaf, Maksud generasi khalafadalah orang-orang 
yang hidup setelah generasi salaf. Oleh karena itu jika ada orang di 
masa sekarang mengaku sebagai generasi sa/afmaka sangat mungkin 
ia hidup di zaman yang salah. Namun jika orang ini hanya menis- 
bahkan atau mencoba berperilaku seperti orang-orang di generasi 
salaf maka bukan menjadi hal yang terlarang. 
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G. 


Pandangan Lain tentang Kemunculan Ushul Figh 

Dalam pandangan yang lain, kehadiran dan peran ushul figh ini 
tidak hanya disadari setelah lahirnya ia menjadi ilmu yang mandiri, 
tetapi kehadirannya dirasakan sejak zaman Nabi. Sekalipun hukum 
Islam dibukukan sebelum ushul figh, tetapi keberadaannya dipasti- 
kan tidak terlepas dari kaidah-kaidah atau metode-metode istinbath. 
Hal ini terlihat ketika Nabi Muhammad menanggapi pertanyaan 
“Umar yang mencium isterinya di siang hari bulan Ramadhan dengan 
menyatakan puasanya tidak batal karena disamakan hukumnya de- 
ngan orang yang berkumur-kumur sewaktu berpuasa. Nabi tam- 
paknya menggunakan metode giyas walaupun waktu itu masih belum 
dinamakan metode giyas. Teks hadis tersebut adalah: 


sa Ala M Ea Eatatat Ob 7 1 JB Jb dil ae op le ye 
28 Sabar y SAN JB Flo Up EA kar ba pp Can Al Joan 
Aa JB ai) Ra Gal LB dea Bal ge JB Flo ca, 

(2315 3g ola) 


Hadis ini menunjukkan bahwa tokoh pertama dan utama dalam 
ilmu ushul figh adalah Rasulullah itu sendiri. 


Aliran-Aliran Ushul Figh 
Ada 3 aliran ushul figh yaitu aliran Syafi'iyyah dan Jumhur al-muta- 


kallimun, aliran Fugaha (Hanafiyah) dan aliran muta'akhkhirin yang 


menggabungkan kedua aliran di atas. 


1. 


Aliran Syafi'iyyah dan Jumhur al-Mutakallimun 

Aliran ini membangun ushul figh mereka secara teoretis yaitu 
kaidah-kaidah yang dibuat berdasarkan kajian mereka terhadap nas 
dan didukung oleh akal, tanpa terpengaruh dengan keadaan empiris 
di sekitar mereka. Setiap permasalahanan yang diterima akal dan di- 
dukung dalil nag/i dapat dijadikan kaidah, akibatnya di antara kai- 
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dah-kaidah yang mereka buat ada yang tidak mendukung figh maz- 
habnya. 


Dalam bahasa lainnya aliran ini membangun kaidah-kaidah 
ushul figh khususnya a/-gawa'id al-lughawiyah (kebahasaan) tanpa 
memperhatikan apakah kaidah yang disusun cocok atau tidak dengan 
furu" yang telah ada. Mazhab ini membangun kaidah-kaidah secara 
teoretis murni, berdasarkan logika dan argumentasi yang kuat tanpa 
dipengaruhi mazhab atau hukum Islam yang berkembang. Kaidah- 
kaidah itu dibuat terlebih dahulu sebelum digunakan untuk beristin- 
bath sehingga ada di antara kaidah-kaidah itu tidak memiliki contoh. 


Di antara karya-karya pada aliran ini adalah: 
Ar-Risalah karya Imam Syafi'i (150-204 H), 

b.  Al- Umdah karya “Abd al-Jabbar al-Mur'tazili, 

c.  Al- Uddah Fi Ushul Al-Figh karya Al-@Gadhi Abu Ya' la Muham- 
mad bin Al-Husain bin Muhammad Al-Hambali (380-458 H), 

d.  At-Taghrib karya Al-Gadhi Abu Bakr Al-Bagillani Al-Maliki 
(wafat th 403 H), 

e.  Al-Mu'tamad karya Abu al-Husayn al-Bashri al-Mu'tazili asy- 
Syafi'i (w. 412 H), 

Al-Burhan karya Imam al- Haramayn al-Juwayni (410-478 H), 
At-Tamhid Fi Ushul Al-Figh karya Mahfuzh bin Ahmad bin 
Husain Abul Khattab Al-Kalwadzani Al-Hambali — murid Abu 
Ya'la (432-510 H), 

h.  Al-Mustashfa min “Ilm al-Ushul karya Imam al-Ghazali (w. 505 
H). 

IL.  Raudhatun Nazhir Wa Junnatul-Munazhir karya Muwaffagud- 
din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Gudamah Al- 
Magdisi Al-Hambali (541-620 H). 

J- al-Mahshul fi Ilm al-Ushul karya Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 
H) yang meringkas beberapa kitab ushul figh sebelumnya, 
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k.  al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya Saifuddin al-Amidi (w. 631 
H) yang di dalamnya selain meringkas ia juga menambah materi- 
materi lain. 

IL al-Minhaj karya al-Baidhawi asy-Syafi'i (w. 685) dan disyarh 
oleh Jamaluddin al-Asnawi (w. 772 H) dengan judul Nihayat al- 
Sul dan ulama-ulama lainnya yang juga membuat syarh terhadap 
kitab-kitab sebelumnya. 


m. At-Tamhid Fi Takhrij Al-Furu'" “alal-Ushul karya Jamaluddin 
Abdur Rahim bin Al-Hasan bin “Ali Al-Isnawi Asy-Syafi'i (704- 
712 H). 


Aliran Fugaha (al-Hanafiyah) 

Aliran ini membangun teori ushul figh mereka berdasarkan figh 
yang merupakan hasil ijtihad ulama mereka. Mereka tidak mem- 
bangun teori, kecuali setelah melakukan analisis terhadap figh terse- 
but. Apabila terjadi pertentangan antara kaidah yang mereka buat 
dengan figh mereka, maka mereka merubah kaidah dan menyesuai- 
kannya dengan figh mereka. Oleh karena itu, setiap kaidah yang 
mereka buat selalu bersesuaian dengan figh mereka. 


Metode ini muncul karena para imam mazhab Hanafi tidak 
meninggalkan kaidah ushul yang terkumpul dan tertulis bagi murid- 
muridnya seperti yang ditinggalkan Imam Syafi'i untuk murid-mu- 
ridnya. Dalam buku para imam mazhab Hanafi, mereka hanya me- 
nemukan kumpulan figh dan beberapa kaidah yang tersebar di sela- 
sela pembahasan figh tersebut. Akhirnya mereka mengumpulkan to- 
pik figh yang sejenis dan mengkajinya untuk ditelurkan darinya kai- 
dah-kaidah ushul. 


Di antara karya-karya ushul figh pada aliran ini adalah: 


a.  Al-Ushul karya Ubaidullah bin Al-Husain bin Dallal Al-Karkhi 
Al-Hanafi (260-340 H), 

b. Ma'khadz asy-Syara'i karya Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 
H), 

c. Risalah al-Karkhi karya Abu al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H), 
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d.  Ushul al-Jashshash karya Imam Abu Bakr al-Jashshash (w. 370 
H) 

e.  Tagwim al-Adillah wa Ta'sis an-Nazhr karya Abu Zayd al-Da- 
busi (w. 430 H), 

£  Kanz Al-Wushul Ila ma'rifat al-Ushul karya Ali bin Muhammad 
bin Al-Husain Al-Bazdawi Al-Hanafi (wafat th. 482 H), 


g.  Ushul al-Sarakhsi karya Imam al-Sarakhsi (w. 483 H), 
h. Manar al-Anwar karya Imam al-Nasafi (w. 710 H), 


Aliran muta'akhkhirin 

Pada abad ke-7 H muncul mazhab muta 'akhkhirin sebagai maz- 
hab ketiga yang berupaya untuk mengkompromi dua mazhab (al- 
jam bain ath-tharigatain) di atas. Proses yang dilakukan adalah me- 
netapkan kaidah-kaidah ushul figh yang bersandar pada dalil untuk 
dijadikan sebagai metode istinbath dan pedoman dalam berijtihad 
tetapi tetap pula memperhatikan furu“ Artinya mazhab ini mela- 
kukan analisis terhadap kaidah-kaidah kedua mazhab sebelumnya 
yang kemudian meletakkan dalil-dalil dan argumentasi sebagai pen- 
dukung kaidah serta menerapkan kaidah-kaidah itu kepada furu' 
Kaidah-kaidah tersebut dibuat lebih aplikatif kepada persoalan- 
persoalan furu'. 


Di antara keistimewaan terpenting dari aliran ini adalah peng- 
gabungan antara kekuatan teori dan praktek yaitu dengan mengokoh- 
kan kaidah-kaidah ushul figh dengan argumentasi ilmiah disertai 
aplikasi kaidah ushul tersebut dalam kasus-kasus figh. Ulama-ulama 
yang tergabung dalam mazhab muta 'akhkhirin datang dari berbagai 
kalangan baik mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja fariyah 
ataupun Hanafiyah. 


Di antara karya-karya dalam aliran ini adalah: 


a. Badi" an-Nizham al-Jami' baina Ushul al-Bazdawi wa al-Ihkam 
karya Ibn al-Sa'ati (w. 694 H), 
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b.  at-Tangih karya Shadr asy-Syari'ah al-Hanafi (w. 747 H) yang 
disyarh oleh penulis dengan judul a/-Tawdhih yang disyarh lagi 
oleh Ibn “Umar al- Taftazani asy-Syafi 7(w. 192 H) dengan judul 
Syarh at-Tawdhih. 


c.  Jam' al-Jawami' karya Tajuddin as-Subki (w. 771 H), 
d,  at-Tahrir karya Ibn al-Hummam al-Hanafi (w. 861 H), 


e.  Musallam ats-Tsubut karya Muhibuddin ibn “Abd asy-Syukur 
(w. 1119 H) dan kemudian disharh oleh beberapa ulama salah 
satunya “Abd al- Aff al-Anshari. 

Pada abad ke -8 H muncul salah seorang ulama dari kalangan al- 
Malikiyah yaitu Abu Ishag Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati 
al-Maliki (w. 790 H). Ulama ini menulis kitab a/-Muwafagat fi Ushul 
asy-Syari ah dengan sistematika yang berbeda dengan para penda- 
hulunya. Dalam kitab tersebut kaidah-kaidah ushul figh tidak dile- 
takkan di bawah bab-bab tertentutetapi kaidah dikemukakan dan di- 
kaji dari segi magashid asy-syari'ah, sehingga dalam menetapkan 
suatu hukum selalu dikaitkan dengan magashid asy-syari'ah. Oleh 
karena itu Imam Syathibi memberi warna baru dalam kajian ushul 
figh. Namun para ulama pada masanya dan sesudahnya kurang mem- 
berikan perhatian terhadap kajian mmagashid asy-syari ah yang sebe- 
narnya memiliki peran penting dalam penetapan hukum. 


Kajian magashid asy-syari ah pun mengalami kevakuman dan 
stagnan selama beberapa lama hingga kurang lebih 5 abad sampai 
akhirnya muncul Syeikh Muhammad Thahir ibn “Asyur (1296-1392 
H/1879-1973 M). Ia menghidupkan kembali magashid asy-syari ah 
dalam kajian tersendiri melalui karyanya Magashid asy-Syari ah al- 
Islamiyah. Di dalamnya ia menggunakan magashid asy-syari ah se- 
cara lebih aplikatif sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan- 
persoalan dan tidak hanya berkisar pada kemaslahatan individu tetapi 
dapat mencakup serta melindungi kemaslahatan secara umum. Ibn 
“Asyur pun dianggap sebagai orang yang berjasa menjadikan ma- 
gashid asy-syari ah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. 


ai METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM 


Di sisi lain karya-karya terbaru para ulama yang mengikuti alir- 
an muta 'akhkhirin juga bermunculan. Bahasan-bahasannya pun lebih 
sistematis dan mudah dipahami, bahkan memasukkan materi ma- 
gashid asy-syari ah sebagai salah satu materi dalam ushul figh. Bebe- 
rapa karya yang dimaksud di antaranya: 


a.  Ushul Figh karya Syeikh Muhammad al-Khudhari Bik (1289- 
1345 H/1872-1927 M), 

b. Tashil al-Wushul ila “Ilm al-Ushul karya Syeikh “Abd al- 
Rahman al-Mahlawi: 

c.  Ilm al-Ushul Figh karya Syeikh “Abd al-Wahhab Khallaf (1888- 
1956), 

d.  Ushul Figh karya Syeikh Abu Zahrah (1898-1974), 

e.  Ushul Figh al-Islami karya Syeikh Zaki al-Din Sha'ban 

£  Ushul Figh al-Islami sebanyak 2 jilid dan al-Wajiz f Ushul Figh 
karya Prof. Wahbah al-Zuhayli (1932-2015), 

g. al-Wajiz fi Ushul Figh karya Prof. “Abd al-Karim Zaydan (1917- 
2014) dan kitab-kitab populer lainnya. Karya-karya di atas 
menyebar di dunia Islam dan termasuk pula karya-karya 
magashid asy-syari 'ah. 

Karya-karya ushul figh berbahasa Indonesia yang di dalamnya 
terdapat bahasan magashid asy-syari ahpun menyebar ditulis orang- 
orang yang ahli di bidang ini. Namun karena kajian-kajian gawa'id 
al-ushuliyah al-lughawiyah lebih dominan digunakan daripada kajian 
magashid asy-syari'ah, bahkan terkesan mengabaikannya karena 
diposisikan tidak lebih sebagai filsafat akhirnya muncul beberapa 
tokoh meneruskan perjuangan Muhammad Thahir ibn “Asyur. Salah 
seorang tokoh tersebut adalah Jasser Auda. Melalui karyanya Ma- 
gashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach ia 
menggunakan pendekatan multidisiplin dan menitiktekankan per- 
luasan ruang lingkup magashid al-shari ah sehingga benar-benar da- 
pat melindungi kemaslahatan umum. @ 
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BAB II 


HUKUM SYARA' DAN 
PEMBAGIANNYA 


A. Pengertian Hukum Syara' 
ukum bahasa Arabnya adalah a/l-hukm. Jamaknya al-Ahkam. 
Menurut bahasa hukum adalah . yaitu mencegah. Maksudnya 


mencegah dari perbuatan yang dilarang. Arti lainnya 4 yaitu 


putusan atau ketentuan. Adapun menurut istilah ulama ushul figh hukum 
adalah: 


dag IE AL al Jah gali pad! Alas 


“Ketentuan Syari” yang berhubungan dengan perbuatan para 
mukallaf terkait dengan tuntutan, pilihan, atau wadh 7. 

Jelasnya hukum itu adalah ketentuan Allah kepada manusia baik be- 
rupa tuntutan, pilihan atau wadh 9. Pengertian ini diuraikan kembali seba- 
gai berikut: 

1. Ketentuan Syari" (pembuat hukum) maksudnya adalah hukum-hu- 
kum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kendatipun 
ada pengertian menggunakan kata Ai LL tetapi maksudnya adalah 
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pw dls yaitu tidak hanya terkait dengan ketentuan Allah, tetapi juga 
Nabi Muhammad juga sebagai pembuat hukum. 

Perbuatan adalah perilaku yang terlihat oleh indra, bukan terkait 
dengan pemikiran atau yang terlintas di dalam hati. 

Mukallaf adalah orang yang berakal sehat dan sudah baligh sehingga 
dapat dibebani hukum atau disebut juga sebagai orang yang sudah 
cakap berbuat hukum. 

Tuntutan dapat bermakna tuntutan untuk dilaksanakan atau diting- 
galkan. Tuntutan untuk dilaksanakan dapat berupa wajib dan sunnah, 
sementara tuntutan untuk ditinggalkan dapat berupa haram dan mak- 
ruh. 

Pilihan bermakna adanya kebebasan untuk memilih baik untuk di- 
laksanakan atau tidak. Pilihan ini dapat disebut sebagai mubah. 
Wadh 7 adalah suatu hukum yang dapat menjadi sebab, syarat, peng- 
halang, sah, batal, rukhshah, atau “azimah suatu perbuatan hukum. 


Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami apa yang dimaksud de- 


ngan hukum. Adapun kata syara" dapat dikatakan sebagai hukum Islam, 


sehingga ada orang yang menyebut hukum syara" maka maksudnya adalah 


ketentuan atau aturan yang berdasarkan hukum Islam. 


B. Pembagian Hukum Syara 


Mayoritas ulama ushul figh membagi hukum syara" kepada dua yaitu 


hukum takfifi dan hukum wadh“i. 


1. 


Hukum taklifi adalah tuntutan Syari yang berkaitan dengan perintah 
untuk melaksanakan atau perintah untuk meninggalkan serta 
termasuk pula pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan 
suatu perbuatan. 


Hukum wadh adalah sesuatu yang bisa menimbulkan perbuatan 
hukum yang lain. Ia bisa menjadi sebab (sabab), syarat (syarath), 
penghalang (manr), Shihhah, bathil, rukhshah dan “azimah. Dengan 
beberapa hal yang disebutkan di atas ia berfungsi bisa menjadi sebab, 
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menjadi syarat, menjadi penghalang atau hal lainnya dalam menim- 
bulkan suatu perbuatan hukum. 


C. Macam-Macam Hukum Taklifi 
Menurut ulama ushul figh kalangan mutakallimin (asy-Syafi'iyah), 
hukum taklifi terbagi kepada 5 macam yaitu ijab (), nadb (2), 


tahrim («.-), karahah (is) dan ibahah (i-). Menurut ulama Hanafiyah 
hukum takfifi terbagi kepada 7 macam yaitu iftiradh (A2), ijab (Se), 
nadb («.5), tahrim (« 3), karahah tahrim (s$ «-), karahah tanzih (iss 
“l) dan ibahah (-W). 


Macam-macam hukum takfifi di atas adalah lafal-lafal yang digu- 
nakan untuk melakukan proses memahami tuntutan baik tuntutan untuk 
melaksanakan atau tuntutan untuk meninggalkan serta pilihan untuk me- 
laksanakan atau meninggalkan. Proses yang dilakukan sebagaimana yang 
dimaksud di atas adalah proses kajian melalui ushul figh. Adapun efek dari 
khithab tuntutan atau pilihan ini berbentuk perbuatan. Ia adalah hasil dari 
kajian ushul figh yang disebut sebagai figh. Istilah yang digunakan pun 
mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: 


Ushul Figh Figh 

iftiradh fardhu 

ijab wajib 

nadb mandub 
tahrim Haram 
Karahah Makruh 
karahah tahrim makruh tahrim 
karahah tanzih makruh tanzih 
ibahah mubah 


16000 | METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM 


Menurut Mutakallimin 
Macam-macam hukum taklifi menurut kalangan mutakallimin 
adalah: 


a. Ijab (241) 


1) Pengertian 
Ijab adalah 


Jeje Ul Jual Al Je JM Hall 


“Tuntutan yang dikemukakan secara tegas untuk dilaksa- 
nakan”. 


Contohnya perintah shalat seperti O.S. al-Bagarah (2: 110J: 
2 Asia 3VLal 


“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. 

Melalui kajian ijab para ulama ushul menyatakan adanya 
perintah (amr) yang tegas pada ayat tersebut untuk mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, sehingga shalat dan zakat meru- 
pakan perbuatan yang wajib (cs!) dilaksanakan. Dalam figh, 
hukum wajib itu adalah berpahala jika dikerjakan dan berdosa 
jika ditinggalkan. 


2) Pembagian Wajib 
Para ulama ushul membagi wajib (.— 3!) kepada beberapa 


bagian yaitu: 


a) Dilihat dari ditentukan atau tidaknya objek yang diwajibkan 
terbagi kepada: 

(1) Wajib mu'ayyan (3x —) yaitu kewajiban yang sudah diten- 
tukan dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan 
kewajiban itu, seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan, 
zakat, haji. Begitu juga utang berbagai hal dibayar dengan 
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hal yang sama seperti uang dibayar dengan uang, bahkan 
utang shalat atau puasa dibayar dengan shalat atau puasa 
juga yang disebut menggadha. Termasuk pula kewajiban 
berjenjang seperti bayar kafarat karena menggauli istri di 
siang hari bulan ramadhan. 

(2) Wajib mukhayyar (2 —,) yaitu kewajiban yang dalam pe- 
laksanaannya dapat memilih salah satunya, seperti orang 
yang melanggar sumpah maka kafaratnya sebagaimana 
pada O.S. al-Ma'idah (5: 89) dapat memilih di antara tiga 
pilihan yaitu memerdekakan budak atau memberikan ma- 
kan atau pakaian kepada fakir miskin atau berpuasa selama 
tiga hari. Dari wajib mu'ayyan ada pula yang masuk dalam 
wajib mukhayyar seperti haji yang wajib mu'ayyan tetapi 
ketika melaksanakannya dapat memilih apakah haji ifrad, 
giran atau tamattu' 


b) Dilihat dari kadarnya terbagi kepada: 

(l) Wajib mahdud atau muhaddad (4 —-,) yaitu kewajiban 
yang telah ditentukan kadar atau ukurannya sehingga mu- 
kallaf mesti melaksanakan sesuai kadar atau ukurannya, 
seperti jumlah rakaat shalat lima waktu, kadar dan nishab 
zakat, atau jumlah utang yang harus dibayar. 


(2) Wajib ghairu mahdud atau ghairu muhaddad (52 se». ) 
yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadar atau ukuran- 


nya seperti berinfakg fi sabililah, sedekah, menyantuni fakir 
miskin dan anak yatim. 


c) Dilihat dari orang yang dibebani kewajiban (mukallafj terbagi 
kepada: 

(Jd) Wajib “aini ( & “-,) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan 
oleh setiap masing-masing individu mukallaf karena per- 
tanggungjawaban kewajiban ini dikenakan pada masing- 
masing individu ini, seperti kewajiban shalat lima waktu, 
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kewajiban puasa ramadhan atau kewajiban meninggalkan 
hal-hal yang diharamkan. 


(2) Wajib kifa'7 (38 —--,) yaitu kewajiban yang jika ada telah 
melaksanakannya maka gugurlah kewajiban itu untuk 


orang lainnya, seperti shalat jenazah, amar makruf nahi 
munkar atau menjawab salam dan sebagainya. 


d) Dilihat dari waktu terbagi kepada: 

(l) Wajib muthlag (3 —-,) yaitu kewajiban yang tidak diten- 
tukan waktunya pelaksanaannya, seperti membayar kafa- 
rat, membayar nadzar atau menggadha puasa ramadhan. 

(2) Wajib mu'aggat atau mugayyad (xi A3 -)) yaitu 
kewajiban yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya 
seperti waktu-waktu pelaksanaan shalat lima waktu, waktu 
puasa ramadhan atau waktu berhaji. Wajib mu'aggat atau 
mugayyad ini terbagi kembali kepada tiga hal yaitu: 


(3) Wajib muwassa(»-» —,) yaitu kewajiban yang ditentukan 
waktunya, tetapi waktu pelaksanaannya cukup lapang, 


tidak sempit seperti waktu-waktu shalat lima waktu atau 
waktu membayar zakat fithrah. 

(b) Wajib mudhayyag (3 —,) yaitu kewajiban yang diten- 
tukan hanya untuk melaksanakan kewajiban itu sendiri dan 
tidak cukup untuk melaksanakan ibadah lain yang sejenis, 
seperti bulan ramadhan adalah hanya diperuntukkan puasa 
ramadhan dan tidak bisa diselingi dengan puasa sunnah 
atau menggadha puasa yang tertinggal. 

(c) Wajib dzu syibhain (ws —-) kewajiban yang waktu pe- 
laksanaannya lapang tetapi tidak bisa digunakan untuk ke- 
wajiban yang sejenis di waktu yang lain, seperti haji. Ibadah 
ini memiliki waktu yang lapang tetapi tidak bisa me- 
laksanakan ibadah haji kecuali pada bulan-bulan yang di- 
tentukan. 
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Ada tiga istilah lain sebagai tambahan yang berkaitan de- 
ngan wajib mu'aggat atau mugayyadyaitu al-ada', al-i adah dan 
al-gadha'. Apabila seorang mukallaf melaksanakan kewajiban- 
nya di dalam waktu yang ditentukan maka disebut a/-ada” (tu- 
nai). Apabila seorang muka/laf dalam melaksanakan kewajiban 
ada di antara syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka ia 
mengulang untuk melaksanakan kewajiban itu kembali atau 
seorang mukallaf melaksanakan sendirian kemudian ada bebe- 
rapa orang melaksanakan shalat secara berjamaah, maka ia 
mengulang kembali shalat yang telah dikerjakannya untuk ikut 
berjamaah. Ini disebut sebagai a/-i'“adah (mengulangi). Selan- 
jutnya apabila seorang melaksanakan kewajiban di luar waktu 
yang ditentukan maka itu disebut a/-gadha” ((menggadha). 


b. Nadb (s3) 


1) Pengertian 
Nadb adalah: 


“Tuntutan yang dikemukakan secara tidak tegas untuk 
dilaksanakan”. 


Contohnya seperti sabda Nabi: 
giga ola) JInasi Jual Jude! ag Lani 3 Kaget op Lgi Uya 
(Ga SALA ala 
“Siapa yang berwudhu di hari Jumat maka tidak apa-apa 
dan ia mendapat nikmat, tetapi siapa yang mandi di hari itu, ma- 
ka mandi itu lebih baik”. 


Pada hadis di atas ada tuntutan untuk mandi di hari Jumat, 
tetapi tuntutan itu tidak mengikat. Hal ini dapat diketahui dari 
pernyataan bahwa mandi lebih utama dilakukan daripada tidak 
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dilakukan. Perbuatan mandi yang dilakukan mukallaf di hari 
Jumat disebut mandub (Lx). 


Lafal yang semakna dengan mandub adalah al-mustahab 
(——4!), at-tathawwu' (51), as-sunnah (s—J). Walau demikian 
ada juga yang membedakannya. Jika suatu perbuatan telah lama 
dilakukan Nabi ia disebut sunnah, jika hanya sekali atau dua kali 
dilakukan disebut mustahab. Namun jika perbuatan itu meru- 
pakan inspirasi masyarakat sementara Nabi tidak melakukannya 
maka ia disebut tathawwu' 


Terlepas dari perbedaan di atas yang jelas dalam figh hu- 
kum mandub adalah suatu perbuatan yang jika dilaksanakan 
mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. 


2) Pembagian Mandub 
Mandub terbagi kepada tiga: 

a)  Mandub atau sunnah mu'akkadah (:8-) yaitu sunnah yang 
sangat dianjurkan yang apabila dilaksanakan mendapat 
pahala dan jika meninggalkannya tidak berdosa tetapi bagi 
yang meninggalkan mendapat celaan. Contohnya seperti 
shalat-shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah shalat 
fardhu, bersiwak, istinsyag, adzan atau igamah, shalat 
berjamaah, membaca surat setelah membaca al-fatihah da- 
lam shalat. 

b) Mandub atau sunnah ghairu mu'akkadah GS £) yaitu sun- 
nah yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan jika 
ditinggalkan tidak berdosa serta bagi yang meninggalkan 
tidak mendapat celaan. Contohnya seperti shalat-shalat 
sunnah ghairu mu'akkadah, sedekah, puasa senin kamis dan 
lainnya. 

c) Mandub atau sunnah za'idah (:s,) yaitu sunnah tambahan 


sebagai pelengkap bagi mukallaf namun tetap mendapat 
pahala tambahan bagi yang mengerjakan dan tidak berdosa 
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serta tidak tercela bagi yang meninggalkan. Contoh meng- 
ikuti gaya atau tindak tanduk Rasulullah dari gaya makan, 
berpakaian sampai gaya tidur Rasulullah. 


Terkait dengan mandub, terdapat suatu persoalan yaitu jika 
ada orang yang sedang melaksanakan amalan mandub kemudian 
ia membatalkan amalan tersebut dan tidak meneruskannya. 
Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan membatalkan amalan 
mandub karena tidak ada kewajiban baginya untuk menyelesai- 
kan amalan tersebut dan tidak ada pula kewajiban untuk meng- 
gadhanya. Misalnya seseorang yang melaksanakan shalat dhuha, 
tiba-tiba di pertengahan shalat ia membatalkannya maka tindak- 
an ini dibolehkan. 


Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang tidak membolehkan 
orang yang sedang melaksanakan amalan mandub untuk mem- 
batalkan amalan tersebut. Ia harus meneruskan sampai selesai- 
nya amalan itu. Akibat dari perbedaan ini menghasilkan hukum 
yang berbeda. Kalau di kalangan ulama Syafi'iyah orang yang 
membatalkan amalan mandub tidak berpengaruh pada dosa, 
sementara ulama Hanafiyah menyatakan berdosa bagi orang 
yang membatalkan amalan mandub yang sedang ia kerjakan. 


Cc. Tahrim (ce) 


1) Pengertian 
Tahrim adalah: 


Angle Ul Jail 0 HASIL Ab Je Jl ll 


“Tuntutan yang dikemukakan secara tegas untuk ditinggal- 


79 


kan . 


Contohnya seperti O.S. al-An'am (6: 151): 


ob leg Kao oo Oil las Y, 
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“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 
keji baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi”. 


Para ulama ushul mengkaji melalui kajian kebahasaan khu- 
susnya tentang tahrim melihat adanya larangan (nahi) yang te- 
gas pada ayat di atas, sehingga perbuatan-perbuatan sebagai- 
mana dimaksud merupakan perbuatan yang haram (:141) dilaku- 
kan. Dalam figh, hukum haram adalah kebalikan dari hukum 
wajib yaitu berpahala bagi orang yang meninggalkannya dan 
berdosa bagi orang yang melakukannya. 


2) Pembagian Haram 
Haram terbagi kepada dua yaitu: 


a) Haram /7 dzatihi («x4) yaitu haramnya sesuatu karena dzat- 


nya sendiri dan bukan karena hal lain serta ditetapkan ha- 
ramnya itu sejak awal munculnya syariat, seperti larangan 
berzina, mencuri, meminum khamar, membunuh, memakan 
bangkai, jual beli bangkai, memakan babi, memakan harta 
tanpa hak, shalat tanpa wudhu, menikahi muhrim dan la- 
rangan-larangan lainnya. Dilarangnya beberapa hal ini kare- 
na secara dzatnya ia mengandung kemudaratan. 


b) Haram /i ghairihi(.) haramnya sesuatu karena adanya dzat 


lain yang menyertainya, walaupun telah ditetapkan pula ha- 
ramnya itu sejak awal munculnya syariat, seperti shalat 
menggunakan baju dari hasil rampasan bahkan termasuk 
hasil korupsi, jual beli curang, jual beli ketika adanya pang- 
gilan shalat Jumat, puasa di hari raya, nikah muhallil dan 
lainnya. 


Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang terdapat pada ha- 
ram Ji ghairihi awalnya adalah mubah, sunnah bahkan wajib, 
tetapi karena adanya hal lain yang menyertainya, perbuatan-per- 
buatan itu pun akhirnya menjadi haram /i ghairihi. Namun jika 
dibandingkan kedua haram di atas tentu bobot haram /i dzatihi 
lebih berat daripada haram /i ghairihi. Misalnya untuk haram /i 
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ghairihi, sah shalat orang yang menggunakan baju hasil korupsi 
dan ia juga dipandang telah melaksanakan kewajibannya, tetapi 
ia tetap berdosa karena perbuatannya. Begitu juga jual beli di 
waktu adanya panggilan shalat Jumat dipandang halal dan sah 
selama syarat dan rukunnya terpenuhi, hanya saja ia berdosa 
karena dipandang mengabaikan panggilan tersebut. 


d.  Karahah (WS) 


1) Pengertian 
Karahah adalah: 


ie Ab Jail 8 Ab Je Jladl let 


“Tuntutan yang dikemukakan secara tidak tegas untuk 
ditinggalkan”. 

Larangan tidak tegas untuk ditinggalkan ini menimbulkan 
status hukum yang disebut dalam figh adalah makruh. Secara 
bahasa makruh adalah sesuatu yang dibenci. Oleh karena itu per- 
buatan makruh ini pun dilarang, tetapi larangan itu disertai pen- 
jelasan lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah 
haram. Karena itu pula dalam figh dikatakan lebih baik mening- 
galkan perbuatan makruh dari pada melakukannya karena orang 
yang meninggalkan perbuatan makruh mendapat pahala walau- 
pun tidak berdosa bagi yang melakukannya, tetapi terkadang 
mendapat celaan. 


Salah satu contoh tentang makruh adalah: 
(oglb sed ola)) GNUSI 1 JI IN Gani 


“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. 

Pada dasarnya jika memahami konsep talak, sebenarnya 
tidak semua talak adalah halal dan ada yang tidak halal seperti 
talak bid 7 Namun demikian, talak yang tidak melanggar ke- 
tentuan yang artinya talak yang halal tetapi tetaplah ia dibenci 
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Allah. Kata benci di sini mengesankan bahwa Allah mengha- 
ramkan talak tetapi jika dilakukan sesuai aturan dan tidak ada 
jalan lain kecuali talak, maka talak merupakan solusi. Jadilah 
talak itu hukumnya makruh. 


2) Cara Mengetahui Makruh 
Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengetahui mak- 
ruh yaitu: 
a) Perkataan yang menggunakan lafal “karaha” dengan segala 
bentuk dan perubahannya. Misalnya sabda Nabi Muham- 
mad SAW: 


(ade giro) JJ dolel, Jladl 3S, JB, J3 KK Al 3) 


“Sesungguhnya Allah itu memakruhkan kasak kusuk, 
memperbanyak masalah yang tidak diperlukan dan menyia- 
nyiakan harta”. 


b) Adanya larangan mengerjakan sesuatu tetapi dalam larang- 
an tersebut terdapat pula garinah (indikasi) bahwa larangan 
tersebut bukan haram. Misalnya firman Allah 9.S. al-Ma'i- 
dah (5: 101) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu me- 
nanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan 
kepadamu akan menyusahkan kamu...” 


Larangan di atas bukan melarang sama sekali untuk 
bertanya, tetapi jika dengan pertanyaan itu justru yang 
muncul adalah suatu kemudaratan atau bukan yang men- 
jawab pertanyaan itu bukan orang yang berkompeten, maka 
bukan solusi yang diperoleh melainkan masalah baru. Oleh 
karena itu makruh bertanya jika terdapat indikasi-indikasi 
sebagaimana digambarkan. Bertanya mestinya kepada ahli- 
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nya sebagaimana ditentukan dalam firman Allah 9.S. an- 
Nahl (16: 43). 

c) Adanya perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan 
tetapi terdapat pula garinah bahwa jika dikerjakan akan ma- 
suk dalam hukum makruh. Misalnya firman Allah pada O.S. 
al-Jumu'ah (62: 9| 


aa bay3g AS Jl Ion dadi 2 ya kali op bl. 


“apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, 
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan ting- 
galkanlah jual beli...” 


Berdasarkan ayat di atas orang yang melakukan tran- 
saksi jual beli di saat adzan Jumat walaupun akad jual be- 
linya sah, tetapi hukumnya adalah makruh. 


3) Pembagian Makruh 
Makruh terbagi kepada tiga macam: 


a) Makruh Tanzih yaitu meninggalkan suatu perbuatan lebih 
baik daripada melakukannya. Contohnya sebagaimana con- 
toh-contoh sebelumnya, salah satunya seperti merokok. 

b) Tarkul Aula yaitu meninggalkan suatu perbuatan yang 
sebenarnya lebih utama untuk dikerjakan. Dalam bahasa 
lain bahwa melaksanakan lebih utama daripada meninggal- 
kan, seperti melaksanakan shalat Dhuha. 


c)  Makruh Tahrim yaitu perbuatan yang dilarang, tetapi dalil 
tersebut termasuk dalil zhanni dan bukan dalil gath'7. 
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e.— Ibahah (2-5) 


1) Pengertian 
Ibahah adalah: 


dai Ga Yl gg gl sj Jail on HS x£ Je Jlall Sai 
“Tuntutan yang memberi kesempatan pada mukallafuntuk 
memilih baik untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum atau 


tidak, atau tidak berhubungan pujian bagi yang melakukan dan 
celaan bagi yang meninggalkan”. 


Pengertian ini menimbulkan pemahaman bahwa tidak ada 
akibat hukum bagi mukallaf baik dalam melakukan suatu per- 
buatan atau tidak, sehingga hal ini merupakan kebebasan dan 
diserahkan pada pertimbangan mukallaf'itu sendiri. Perbuatan 
yang memberikan hak kepada mukallafuntuk memilih di dalam 
figh disebut mubah. 


Oleh karena itu mubah adalah perbuatan yang diijinkan 
Allah baik untuk melakukannya atau meninggalkannya. Tidak 
ada pula pujian bagi yang melakukannya dan tidak pula dicela 
bagi yang meninggalkannya atau sebaliknya. Mubah juga di- 
artikan bahwa selama tidak ada yang melarang, maka ia terma- 
suk boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. 


2) Cara Mengetahui Mubah 
Mubah dapat diketahui dengan cara: 


a) Syara' secara tegas menyatakan kebolehannya. Misalnya 
ada lafal la junaha yang bermakna “tidak apa-apa” seperti 
firman Allah 9.S. al-Bagarah (2: 235) 


eslui Alas yaa Raja 3 Klo le, 


“Dan tidak apa-apa bagi kamu meminang wanita-wa- 
nita itu dengan sindiran...” 
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Lafal lainnya /a ...haraja yang bermakna “tidak ada 
halangan” dapat dilihat pada 9.S. an-Nur (24: 61) ataulafal 
Ia itsma yang bermakna “tidak berdosa” dapat dilihat pada 
O.S. al-Bagarah (2: 173|, termasuk pula lafal a/-hillu yang 
bermakna “halal” dapat dilihat pada 9.S. al-Maidah (5: 1). 
Semua lafal yang disebutkan di atas menunjukkan keboleh- 
an melakukan perbuatan. 


b) Syara” memerintahkan untuk melakukannya, tetapi ter- 
dapat indikasi bahwa perintah itu hanya bermakna mubah 
saja. Misalnya O.S. al-Jumu'ah (62: 10) 


md Jai ye Lala 02)II G Nabi Ill Cas Ia 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 


kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah...” 


Begitu juga perintah makan dan minum seperti pada 
O.S. al-A'raf (7: 31) adalah bermakna mubah karena per- 
buatan ini tidak lain adalah pilihan bagi setiap orang. Be- 
gitu juga perintah berburu setelah menyelesaikan ibadah 
haji sebagaimana O.S. al-Maidah (5: 2) juga bermakna mu- 
bah karena tanpa berhaji pun tidak ada kewajiban untuk 
berburu. 

c) Tidak ada dalil yang menyuruh atau melarang suatu per- 
buatan tersebut. Ia disebut bara'atul ashliyah (bebas me- 
nurut asalnya), tetapi biasanya para ulama hanya meng- 
khususkan hal ini pada urusan muamalah. Kebolehan ini 
tertuang dalam kaidah: 


GP Je Ida! Ja Ge Te LAN 3 J3 


“Asal hukum segala sesuatu adalah boleh sampai ada- 
nya dalil yang menyatakan keharamannya”. 


Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa asal 
mula dari hukum segala sesuatu adalah boleh. Boleh ini 
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dalam segala hal, khususnya dalam bidang muamalah. Ke- 
bolehan terus berlanjut sampai adanya dalil atau temuan 
hukum bahwa sesuatu yang dibolehkan itu menjadi haram. 


3) Pembagian Mubah 
Ulama ushul figh membagi mubah kepada beberapa versi. 

Ada ulama yang membagi mubah ke dalam tiga bagian, tetapi 

ada juga yang lebih. Abdul Salam Madkur membagi mubah ke- 

pada tiga bagian yaitu: 

a) Dilakukan atau tidak, ia tidak mengandung kemudaratan, 
seperti makan, minum, berpakaian atau jalan dan sebagai- 
nya. Namun walaupun tidak mengandung kemudaratan te- 
tapi perbuatan yang awalnya mubah bisa mendapatkan pa- 
hala jika diniatkan untuk kebaikan, seperti tidur di siang 
hari menjadi ibadah jika diiringi niat agar bisa bangun ma- 
lam untuk beribadah. Makan menjadi ibadah jika diniatkan 
untuk kuat beribadah. Sebaliknya perbuatan yang awalnya 
mubah bisa juga mendapatkan dosa jika diniatkan untuk 
keburukan, seperti makan untuk memberi kekuatan mela- 
kukan kejahatan. 


b) Adanya alasan darurat (terpaksa) baik berkaitan dengan 
yang haram atau yang wajib. Penjelasan tentang darurat ini 
bahwa pada awalnya ada suatu perbuatan yang diharamkan, 
tetapi ketika darurat (terpaksa) maka perbuatan haram itu 
pun boleh dilakukan. Alasannya, jika tidak melakukannya 
maka dapat mendatangkan kecacatan bahkan membahaya- 
kan jiwa. Contoh makan daging yang diharamkan (babi) se- 
kedar mempertahankan nyawa di saat kelaparan dan tidak 
ada makanan lain atau cara lain (darurat) untuk mengatasi 
kelaparan itu. 


Sebaliknya berkaitan dengan yang wajib. Ada suatu 
perbuatan yang wajib dijalankan, tetapi ketika darurat (ter- 
paksa) maka perbuatan wajib itu pun boleh ditinggalkan. 
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Contoh berbuka puasa bagi perempuan yang hamil, musafir, 
ibu yang menyusukan anaknya bahkan tidak shalat Jumat 
berturut-turut karena musim wabah mematikan. 


c) Adanya kemudaratan dalam suatu perbuatan dan tidak 
dibolehkan oleh syara”, tetapi Allah memaafkan pelakunya 
sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contoh orang- 
orang sebelum Islam datang, menikahi mantan istri ayah 
(ibu tiri) atau menikahi dua orang yang bersaudara seka- 
ligus. Setelah Islam datang, praktik tersebut diharamkan 
dan orang-orang yang pernah melakukan perbuatan ini di- 
maafkan Allah, seperti pada O.S. an-Nisa |4: 22| 


An Sd) ika ala Yel 50 GWK bp Y, 
ko, 


“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang te- 
lah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 
lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci 
Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. 


Hal lainnya sebelum Islam datang, tidak ada larangan 
meminum khamar. Begitu juga tidak ada batasan jumlah istri. 
Kedua perbuatan ini masih dibolehkan, tetapi ketika Islam da- 
tang keduanya pun dilarang dan bagi mereka yang sebelumnya 
melakukannya dimaafkan Allah SWT. 


Ulama lainnya yang membagi mubah salah seorangnya 
adalah Imam asy-Syathibi. Ia mengatakan bahwa mubah terbagi 
kepada empat yaitu: 

a) omi Je SL Ol sdh cl hukum mubah pada persoalan 
parsial (juz'i) bisa menjadi wajib jika dilihat dari kepen- 
tingan secara keseluruhan (kul/ly)”. Misalnya makan, mi- 
num atau berpakaian. Aktivitas ini pada dasarnya mubah 
dan setiap orang memiliki pilihan masing-masing terhadap 
aktivitas itu. Namun makan dan minum menjadi wajib bagi 
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orang yang tidak makan atau minum sama sekali. Begitu 
juga berpakaian menjadi wajib bagi orang yang tidak 
berpakaian sama sekali. 

bd) opel ir Je II Ol obb WI “hukum mubah pada persoalan 
parsial (juz'i) bisa menjadi mandub jika dilihat dari kepen- 
tingan secara keseluruhan (kully)”. Misalnya hukum makan 
dan minum adalah mubah, tetapi ketika kurang memper- 
hatikan dua hal ini maka walaupun tidak sampai membawa 
kepada kematian seperti diet berlebihan tetapi bisa meng- 
arah pada hukum makruh. Oleh karena itu makan dan mi- 
num bagi yang bersangkutan adalah mandub. 

C) SA otb dd “hukum mubah pada persoalan parsial (juz'i) 
bisa menjadi haram jika dilihat dari kepentingan secara ke- 
seluruhan (kully)”. Misalnya makan yang lezat-lezat dan 
berlebihan atau tidak memperhatikan kondisi kesehatan 
sehingga bisa berakibat timbulnya kemudaratan bagi pela- 
kunya. Hal ini bisa membuat makan yang asalnya mubah 
menjadi haram. Begitu juga orang tua yang suka mencela 
anak, tatapi jika terus menerus dilakukan maka dapat me- 
nimbulkan kerusakan mental pada anak, sehingga mencela 
yang demikian dihukumkan haram. 

d) SS “hukum mubah pada persoalan parsial (juz'i) 
bisa menjadi makruh jika dilihat dari kepentingan secara 
keseluruhan (kully)”. Contohnya bernyanyi pada waktu dan 
tempat yang sesuai adalah mmubah, tetapi jika dilakukan 
terus menerus yang bisa meninggalkan pekerjaan yang lebih 
banyak manfaatnya atau berakibat kurang etis dilakukan 
maka yang asalnya bernyanyi adalah mubah dapat berubah 
menjadi makruh bahkan haram. 


2. Menurut Hanafiyah 
Kalangan ulama Hanafiyah membagi hukum tak/ifi kepada 
tujuh bagian yaitu iftiradh (2), Ijab (De), nadb (3), tahrim 
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(e), karahah tahrim («- 8 s8), karahah tanzih (X8 iss) dan 
ibahah (—-). Beberapa bagian hukum taklifi di atas ada yang 


sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu yang 
dijelaskan pada bahasan berikut hanya yang berbeda saja. 


a. Iftiradh dan Ijab 
Iftiradh adalah: 


Al 0S ob balas dll Ida GE ke Lb Abs pola Ab y| 
K3 ye Lilis Uaao jl Al 


“Sesungguhnya apa-apa yang dituntut oleh syari" dengan 
tuntutan yang tegas untuk dilaksanakan berdasarkan dalil yang 
gath'i baik dari ayat Alguran atau pun dari Hadis yang Muta- 
watir, maka ia disebut fardhu”. 


Contoh: seperti O.S. al-Bagarah (2: 43) 
"al ga Lalai Lilgta 1 boa OS lab Alb Jaa 5 3, 


“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah be- 
serta orang-orang yang ruku””. 

Menurut Hanafiyah dalil-dalil umum berstatus sebagai dalil 
yang gath 7. Salah satunya adalah 9.S. al-Bagarah (2: 43) di 
atas. Berbeda halnya dengan kalangan jumhur yang menyatakan 
dalil umum adalah zhanni. Adapun dalil gath 7 menurut Jumhur 
adalah dalil-dalil juz'i. 

Selanjutnya Ijab adalah: 

“dan jika tuntutan yang tegas itu berdasarkan dalil zhanni 


yaitu dari hadis yang bukan mutawatir atau diperoleh melalui 
giyas maka ia disebut wajib”. 


Contoh: 
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ASI Ela Td UNY hay ade Al Io Al Ia, JB 


“Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sempurna shalat yang 
dikerjakan bagi yang tidak membaca surah al-fatihah”. 

Kalangan Hanafiyah memahami hadis di atas adalah 
sebagai hadis yang zhanni karena kedudukannya sebagai hadis 
Ahad yang tidak sampai derajat mutawatir. Dari segi pemakna- 
annya, kalangan Hanafiyah memaknai lafal “13” adalah “tidak 
sempurna”, bukan seperti kalangan Jumhur yang memahaminya 
sebagai “tidak sah”. Oleh karena itu makmum menurut kalangan 
Hanafiyah tidak perlu membaca surat al-fatihah. 


b. Tahrim 
Tahrim adalah: 


ha R5 adas dala OS | lee Lab das ye ASI pola Abu 
PA se balya 


“Apa-apa yang dilarang oleh syara" untuk mengerjakannya 
dengan tuntutan yang tegas berdasarkan dalil ayat Alguran yang 
gaht'i atau Hadis Mutawatir maka ia disebut 2/-muharram 
(diharamkan) atau haram”. 


Contoh larangan berdasarkan ayat yang gath'i salah satu- 
nya O.S. al-Isra (15: 32): 
Jaran sluag Ao 55 Ai) bj NY, 


“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina 
itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang 
buruk”. 
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c. Karahah Tahrim 
Karahah tahrim adalah: 


PES dd OS ola leo Lal Alah ye SSI gala ALL 
NB oU yg Bplas 


“Apa-apa yang dilarang oleh syara" untuk mengerjakannya 
dengan tuntutan yang tegas tetapi jika dalilnya berasal dari 
Hadis yang bukan Mutawatir maka ia disebut makruh tahrim. 


Contoh: 


“Rasulullah SAW bersabda “dua benda ini (sutera dan 
emas) haram umatku yang laki-laki memakainya, tetapi halal 
digunakan bagi perempuan”. 


Hadis larangan memakai emas dan sutra memang ditang- 
gapi berbeda oleh para ulama, ada yang memahami sebagai ha- 
ram ada pula hanya makruh. Dalam hal ini menurut Hanafiyah 
disebut makruh tahrim. 


d. Karahah Tanzih 
Karahah Tanzih adalah: 


ko on yg Fe bae AI AL Lui, 


“dan adapun larangan melakukan dengan tuntutan yang 
tidak tegas maka disebut makruh tanzih. 

Jelasnya, di kalangan Hanafiyah ada tiga tuntutan untuk 
dilaksanakan yaitu al-iftiradh, al-ijab dan al-mandub. Sebalik- 
nya ada tiga tuntutan pula yang dilarang yaitu tahrim, karahah 
tahrim dan karahah tanzih. 

Perbandingan hukum tak/ifi kalangan Mutakallimin (Syafi- 
'iyyah) dan fugaha (Hanafiyah). 
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Mutakallimin 
(Syafi'iyah) 


Fugaha (Hanafiyah) 


Ijab (Wajib dan Fardhu) 


Iftiradh (fardhu) 
berdasarkan dalil yang 
gath'i. 

Tjab (wajib) berdasarkan 
dalil yang zhanni. 


Nadb (mandub, sunnat) 


Sunnat. Nabi selalu 
melaksanakan praktik 
sunnat, kecuali ketika 
udzur. 

Mandub. Nabi lebih banyak 
meninggalkannya daripada 
melaksanakan 


Tahrim (haram) 


Tahrim. Larangan berdasarkan 
dalil gath'i 


halal) 


Karahah (makruh) 1. Karahah Tahrim. Larangan 
berdasarkan dalil zhanni. 

2.  Karahah Tanzih. Larangan 
dengan tuntutan yang tidak 
tegas. 

Ibahah (mubah, ja'iz, Ibahah (mubah) 


D. Macam-Macam Hukum Wadh i dan Pembagiannya 


Hukum wadh 7 adalah sesuatu yang bisa menimbulkan perbuatan 


hukum yang lain. Ia bisa menjadi sabab (sebab), syarath (syarat), ma- 


nf (penghalang), atau bisa menjadi shihhah, bathil, rukhshah dan “azimah. 


Dengan beberapa hal yang disebutkan di atas ia berfungsi bisa menjadi 


sebab, menjadi syarat, menjadi penghalang atau hal lainnya dalam me- 


nimbulkan suatu perbuatan hukum. 
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Sabab (sebab) 

Sabab adalah suatusifat zhahir yang terukur yang menjadi tanda 
adanya hukum atau setiap hal yang dijadikan Syari" sebagai tanda 
adanya hukum dan dengan adanya tanda ini menjadikan adanya hu- 
kum. Sebaliknya ketiadaan tanda merupakan tidak adanya hukum. 


Kendatipun sabab sebagai penanda adanya hukum, ia berbeda 
dengan “lah. Sabab tidak diharuskan adanya keserasian antara dia 
dengan hukum. Misalnya tergelincirnya matahari menjadi sabab wa- 
jibnya shalat zhuhur dan terbenamnya matahari menjadi sabab wa- 
jibnya shalat magrib. Tergelincir dan terbenamnya matahari pada 
dasarnya tidak serasi dengan kewajiban shalat. Sedangkan “lah 
mengharuskan adanya keserasian antara dia dengan hukum. Misalnya 
haramnya minum khamar karena adanya zat yang memabukkan pada 
khamar. Berarti adanya keserasian antara hukum haram khmar de- 
ngan zat yang memabukkan. Namun demikian ada juga di antara 
ulama tidak membedakan antara sabab dan “lah karena keduanya 
sama-sama sebagai penanda adanya hukum. Keduanya justru saling 
mendukung dalam menetapkan hukum. 


Dilihat dari objeknya, sabab terbagi kepada dua, yaitu dalam 
kemampuan mukallaf dan di luar kemampuan mukallaf. 


a. Sabab yang ada dalam kemampuan mukallaf adalah penanda 
hukum itu berasal dari manusia. Contohnya belajar menjadi sa- 
bab mendapatkan ilmu. Akad nikah menjadi sabab bolehnya ber- 
hubungan suami istri. Saling ridha dalam jual beli menjadi sabab 
kehalalan memiliki barang. Safar menjadi sabab bolehnya tidak 
berpuasa dan sekaligus menjadi sabab bolehnya menggashar 
shalat. 

b. Sababyang ada di luar kemampuan manusia adalah penanda dan 
hukum berada di luar kemampuan manusia. Contohnya ma- 
suknya waktu shalat menjadi sabab wajibnya melaksanakan 
shalat fardhu. Baligh menjadi sabab timbulnya kewajiban seba- 
gai mukallaf, Masuknya 1 Ramadhan menjadi sabab wajibnya 
berpuasa sebulan penuh. Sampainya nishab harta menjadi sabab 
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wajibnya zakat harta. Haid pada wanita menjadi sabab bolehnya 
meninggalkan kewajiban shalat. 


Syarath (syarat) 

Syarath (syarat) adalah sesuatu yang harus ada sebelum me- 
lakukan tindakan hukum. Jika tidak ada syarat maka tidak ada hu- 
kum. Namun adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum atau 
tidak adanya hukum. Contohnya shalat syaratnya harus berwudhu ka- 
rena shalat tidak sah tampa berwudhu. Saksi akad nikah syaratnya 
baligh, merdeka, laki-laki dan adil. Berhubungan badan syaratnya 
sebagai suami istri yang sah. 

Syarat dibagi dua yaitu: 

a. Syarat syar yaitu syarat-syarat yang ditetapkan Allah baik da- 
lam bidang ibadah atau muamalah, seperti thaharah adalah 
syarat melaksanakan shalat. 


b. Syarat ja/i yaitu syarat yang ditentukan oleh mukallaf seperti 
“Jika kamu memasuki rumah itu, maka kamu dithalak” atau 
syarat-syarat dalam melamar pekerjaan. Syarat ja/7 ini hanya 
berkaitan dengan muamalah, bukan dalam bidang ibadah. Oleh 
karena itu syarat-syarat yang dibuat mesti tidak bertentangan 
dengan syara dan tidak mendatangkan kemudaratan. 


Manf (Penghalang) 
Manr adalah penghalang timbulnya suatu perbuatan hukum. 
Manr terbagi kepada dua yaitu man' yang menghalangi sabab 
dan manrf yang menghalangi hukum taklifi. 


a.  Manf yang Menghalangi Sabab 
Contohnya sebagai berikut: 

1) Orang yang sampai nishab wajib mengeluarkan zakat dan 
ketika mendekati haul tiba-tiba ia menggunakan uangnya 
untuk membeli barang lain sehingga uang yang dimiliki ti- 
dak masuk nishab zakat. Pembelian barang ini menjadi 
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penghalang (mani) nishab (sebagai sabab) untuk menge- 
luarkan berzakat. 


2) Seorang ahli waris membunuh pewaris. Perbuatan ini men- 
jadi penghalang (mani' bagi ahli waris yang memiliki hu- 
bungan darah (sebagai sabab) itu mendapatkan harta waris 
dari pewaris. 


3) Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. 
Perbedaan agama ini menjadi penghalang (mani?) orang 
yang memiliki hubungan darah (sebagai sabab) untuk saling 
mewarisi. 


b. Manf yang menghalangi hukum taklifi 
Terbagi kepada 3 yaitu: 


1) Manf yang tidak akan pernah bertemu dengan hukum 
taklifi. Contohnya orang tidur, gila atau tidak sadarkan diri. 


2)  Manf yang kemungkinan bisa bertemu dengan hukum tak- 
Iifi, tetapi bisa menghapus hukum taklifi. Contohnya se- 
perti perempuan haid yang menjadi penghalang untuk 
melaksanakan shalat dan puasa. 


3) Manr yang bisa menghapus hukum takfiffwalaupun di sana 
terdapat pilihan. Contohnya sakit menjadi man? melaksa- 
nakan shalat Jumat walaupun jika si sakit tetap ingin shalat 
Jumat maka shalatnya tetap sah. 


4. Shihhah (Sah) 
Shihhah (sah) adalah suatu hukum yang sesuai dengan 
tuntutan syara” dan terpenuhinya sabab, syarath dan tidak ada- 
nya mani". Contohnya: 


a. Di dalam Ibadah: yaitu sesuatu yang sesuai dengan syari'at 
dengan menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat dan 
tidak adanya mani" 
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b. Di dalam mu'amalah: yaitu jika suatu transaksi itu tidak 
bertentangan dengan syari'at, dan tidak adanya satu rukun 
atau syarat tertinggal atau adanya mani 


5.  Bathil (Batal) 
Bathil (batal) adalah suatu hukum yang tidak terpenuhinya 
salah satu rukun atau salah satu syaratnya atau adanya peng- 
halang (mani9). Contohnya: 


a. Sesuatu yang disepakati oleh ummat kerusakannya adalah 
bathil, seperti menikahi ibu, 

b. Sesuatu yang diperselisihkan kerusakannya oleh ummat, 
seperti menikah dengan tanpa wali adalah fasid, 


6.  “Azimah 

“Azimah adalah hukum yang ditetapkan Syari (Allah dan 
Rasulullah) berlaku untuk semua umat manusia khususnya umat 
Islam. Oleh karena itu semua umat Islam khususnya mukallaf 
dituntut untuk mengerahkan kemampuannya melaksanakan hu- 
kum yang telah ditetapkan Syari. Bagi yang melaksanakan 
mendapatkan pahala dan bagi yang meninggalkan mendapatkan 
dosa. Menurut mayoritas ulama bagian dari “azimah adalah keli- 
ma hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mu- 
bah. 


7. Rukhshah 
Rukhshah adalah keringanan dalam pelaksanaan hukum 
disebabkan adanya uzur yang membuat hukum yang dilaksana- 
kan berbeda dari yang ditetapkan dalil. Artinya ketika hukum 
di “azimah tidak bisa dijalankan disebabkan ada uzur maka ber- 
lakulah rukhshah. 


Rukhshah terbagi kepada beberapa hal: 


a.  Rukhshah terhadap yang wajib seperti memakan bangkai 
karena darurat atau menggunakan suntikan yang terdapat 
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enzim babi pada orang yang kena serangan jantung. Wajib 
yang dimaksudkan adalah wajib menjaga jiwa, 


b.  Rukhshah yang bersifat sunnah seperti sunnah hukumnya 
menggashar shalat bagi musafir, 


c.  Rukhshah yang bersifat mubah seperti bolehnya seorang 
dokter melihat aurat orang lain dalam pengobatan. 


d.  Rukhshah yang bersifat makruh seperti orang yang dipaksa 
mengucapkan kalimat kufur sementara hatinya tidak ingin 
maka ia diberikan rukhshah untuk mengucapkan kalimat 
tersebut tetapi bersifat makruh. 


E. Perbedaan Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i 


Hukum taklifi mengandung tuntutan untuk melaksanakan, mening- 
galkan, atau memilih berbuat atau tidak, sementara hukum wadh 
mengandung keterkaitan antara dua persoalan sehingga salah satu di 
antara keduanya bisa dijadikan sabab, syarath atau mani'. 


Hukum taklifi tuntutan langsung pada mukallaf, sedangkan hukum 
wadh Ttidak dimaksudkan agar langsung dilakukan. Hukum wadh 7 
ditentukan agar hukum takfifi dapat dijalankan. Misalnya, zakat ada- 
lah wajib (hukum tak/ifi), tetapi zakat tidak dapat dilakukan apabila 
belum sampai nishab dan haulnya (hukum wadh). 


Hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf, sementara 
dalam hukum wadh'i tidak dipersoalkan, karena dalam hukum ini 
adakalanya masyaggah atau haraj dapat dipikul mukallaf, seperti 
menghadirkan saksi sebagai syarat dalam akad nikah, dan adakalanya 
di luar kemampuan seperti tergelincirnya matahari sebagai sabab 
wajibnya shalat zhuhur. 


Hukum taklifi ditujukan kepada para mukallaf (berakal dan baligh), 
sementara hukum wadh'i ditujukan kepada manusia mana saja, baik 
mukallaf maupun belum. 
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F. Unsur-Unsur Hukum Syara' 


1. 


Hakim (Pembuat Hukum) 


a. 


Pengertian dan Hakikat Hakim 

Hakim “pembuat, yang menetapkan, yang memunculkan 
dan sumber hukum”. Arti lainnya “yang menemukan, menjelas- 
kan, memperkenalkan dan menyingkapkan hukum.” Oleh karena 
itu hakim merupakan persoalan yang mendasar dalam ilmu ushul 
figh, khususnya siapa pembuat hukum sebenarnya dan penentu 
baik buruknya suatu persoalan. 


Pembagian Hakim 

Kedudukan hakim sangat mendasar dalam ilmu ushul figh. 
Oleh karen itu hakim terbagi pada 2 yaitu hakim hakiki dan 
hakim nisbi. 


Hakim hakiki adalah hakim mutlak yaitu Allah SWT se- 
bagai pembuat hukum sebenarnya, karena itu tidak ada hukum 
dalam Islam kecuali bersumber dari Allah baik berkaitan dengan 
hukum taklifi ataupun wadh 7. Hakim yang paling benar dan 
tidak ada yang lebih benar darinya adalah Allah SWT. Apa yang 
telah ditentukannya tidak menyimpang, tidak menyalahi dan 
tidak menzhalimi. Jika ada orang memahami bahwa ketentuan 
Allah tidak adil dan tidak pas, maka pemahaman orang ini yang 
keliru bahkan salah. 


Hakim nisbi adalah hakim yang relatif, bisa benar dan bisa 
juga salah. Hakim nisbi adalah mukallaf atau manusia. Manusia 
hanya mampu al-kasyf wa al-izhar yaitu menyingkapkan dan 
memperlihatkan hukum yang telah ditentukan oleh hakim mut- 
lak yaitu Allah SWT. Oleh karena itu jika ada orang yang meng- 
klaim bahwa tafsirannya paling benar dan paling shahih seman- 
tara tafsiran orang lain salah, maka orang ini rentan tidak me- 
nyadari menduduki hak proeregatif hakim mutlak. Maksudnya 
secara tidak langsung dan mungkin rentan jatuh dalam kesyi- 
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rikan karena ia menganggap tafsirannya yang paling benar. Da- 
lam ranah seperti ini tentunya adanya kearifan dan kebijaksana- 
an dari hakim relatif agar tidak secara sadar merasa berkedu- 
dukan sebagai hakim mutlak. 


c. Kemampuan Nalar Mengetahui Hukum Allah 
Telah disepakati bahwa yang membuat hukum yang se- 
benarnya adalah adalah Allah, sementara manusia hanya mene- 
mukan, membuka atau menyingkapi hukum Allah. Pertanyaan- 
nya apakah akal manusia mampu menemukan hukum Allah. Ada 
3 aliran dalam menjawab pertanyaan ini ada yaitu: 


1)  Asy'ariyah berpendapat akal tidak mampu menemukan hu- 
kum Allah, menetapkan baik dan buruk tanpa melalui rasul 
dan kitab suci. Allah pun tidak berkewajjiban untuk mene- 
tapkan baik ataupun buruk apa yang dipandang baik atau 
buruk oleh akal manusia. Artinya akal membutuhkan wah- 
yu. 

2) Mu'tazilah berpendapat akal mampu menemukan dan me- 
nentukan hukum Allah dan menentukan baik atau buruk, 
walaupun tanpa melalui rasul atau kitab suci. Kata rasul di- 
artikan golongan ini sebagai “akal”. O.S. al-Isra (17: 15) 
diartikan mereka “kami tidak mengazab seseorang sampai 
kami berikan akal padanya.” Artinya tanpa wahyu akal 
mampu. 


3)  Maturidayah berpendapat: akal memang mampu menemu- 
kan hukum Allah dan menetapkan baik dan buruk, tetapi 
hasil dari akal ini tidak wajib dikerjakan dan bagi yang me- 
ngerjakannya tidak mendapat imbalan. Oleh karena itu, 
harus untuk menetapkan hukum termasuk tentang baik dan 
buruk harus berdasarkan nas (Alguran dan hadis). Wa- 
laupun figh merupakan hasil dari pemikiran manusia, tetapi 
harus senantiasa bersandar pada nas, bukan terlepas sama 
sekali dari nas. Oleh karena itu akal bukan sebagai sumber 
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hukum yang ketiga setelah Alguran dan hadis seperti yang 
menjadi pendapat mu'tazilah, melainkan akal selalu harus 
bersandar pada nas. Artinya akal sebenarnya mampu, tetapi 
untuk mendapatkan legalitas maka diperlukan nas. 


Ahl Sunnah wal Jama'ah memilih dan cenderung 
menggabungkan aliran pemikiran Asy"ariyah dan Maturi- 
diyah. Di sini terjadi keseimbangan antara teks dan rasio- 
nal. Bukan mendominasi salah satu tetapi menjadikan ke- 
duanya sebagai penguat dan menguatkan salah satu yang 
lain. Dari sinilah dibutuhkan pemikiran yang kontekstual 
dan bisa menyeimbangkan antara nas dan akal. 


2.  Mahkiam Fih (Objek Hukum) 


a. 


Pengertian Mahkum Fih 


Mahkum fih adalah perbuatan mukallaf berkaitan dengan 


hukum taklifi. Bahasa lainnya adalah apa saja yang dilakukan 
oleh mukallaf maka itulah yang disebut mahkum fih. Oleh kare- 
na itu mahkum fih disebut juga sebagai objek hukum. Jadi inti- 
nya di sini adalah perbuatan mukallaf. 


Babi baru haram jika ada kaitannya dengan mukallaf. Mi- 


salnya babi tersebut dimakan, maka haram hukumnya. Tetapi 
selama mukallaf tidak memakan babi, maka babi tidak haram. 


Syarat-Syarat Mahkum Fih 


Syarat-syarat mahkum fih adalah: 

Mukallaf mengetahui secara sempurna perbuatan yang akan 
dilakukannya, 

Mukallaf dapat mencerna dengan akalnya tentang hukum 
yang dibebankan kepadanya, 

Perbuatan tersebut mungkin dikerjakan dan mungkin pula 
ditinggalkan. 
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1) Dikerjakan jika pembebanan tersebut berada dalam ke- 
mampuan manusia sesuai dengan fitrahnya seperti me- 
laksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama dan 
meninggalkan hal-hal yang dilarang serta memilah 
dengan kajian pada perbuatan-perbuatan yang tidak 
perintahkan untuk dikerjakan dan tidak pula dilarang 
untuk ditinggalkan. 


2) Ditinggalkan jika pembebanan tersebut berada di luar 
kemampuan manusia dan cenderung mustahil dilaku- 
kan seperti terbang tanpa alat, melaksanakan akad ni- 
kah bersamaan menceraikannya dan contoh-contoh 
lainnya. Intinya tidak boleh ada pembebanan hukum 
terhadap sesuatu yang mustahil. 


c. Hak Allah 

Dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf selalu ber- 
singgungan dengan hak Allah dan hak manusia lainnya. Khu- 
susnya dalam hak Allah adalah perbuatan yang bertujuan untuk 
melindungi kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan 
kelompok apalagi individu. Jelasnya hak Allah ini adalah hak 
masyarakat banyak dan tidak dapat digugurkan oleh manusia 
serta tidak ada jalan untuk menghindari hak ini. 


Hak Allah ini terbagi kepada dua yaitu berkaitan dengan 
ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Hak Allah berkaitan 
dengan ibadah mmahdhah seperti beriman kepada Allah, shalat, 
puasa, zakat, haji dan lainnya. Kewajiban-kewajiban ini tidak 
dapat digugukan oleh manusia dan tidak dapat lari darinya. Ada- 
pun hak Allah berkaitan dengan dengan muamalah seperti mem- 
bela hak-hak kaum muslimin, pembiayaan-pembiayaan yang 
mengandung ibadah dan hal-hal sosial lainnya yang berunsur 
ibadah. 
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d. Hak Hamba 
Hak hamba ini adalah hak yang dapat melindungi kepen- 
tingan individu seperti hak kepemilikan, hak asasi, hak memilih 
dan sebagainya. 


e. Hak Allah dan Hak Hamba tetapi Hak Allah lebih Dominan 

Hak Allah adalah melindungi kepentingan masyarakat dari 
segala kerusakan akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu 
bagi pelanggar perlu diberikan sanksi. Namun dalam pemberian 
sanksi hak si pelanggar juga ada salah satunya melindungi pihak 
tertuduh dari aib. Kendatipun demikian, demi menjaga hak-hak 
orang banyak, maka menjaga kepentingan umum ini lebih besar 
dari pada menjaga kepentingan individu. 


f. Hak Allah dan Hak Hamba tetapi Hak Hamba lebih Dominan 
Misalnya gishash dari pembunuhan sengaja. Secara umum 
hak Allah memberikan jaminan perlindungan pada seluruh ma- 
nusia, tetapi di sisi lain ada hak individu pada gishash untuk me- 
lindungi kepentingan yang menjadi korban. Oleh karena itu hak 
hamba lebih dominan. 


Mahkum “Alaih (Subjek Hukum) 

Mahkum '“alaih adalah orang yang melakukan perbuatan hukum 
taklifi atau mukallaf sebagai orang yang cakap berbuat hukum. 
Sebenarnya dalam bahasa Arab kedudukan mahkum “alaih sebagai 
maf'ul, tetapi dalam bahasa Indonesia mahkum “alaih seakan-akan 
menjadi #2 7/ karena diartikan menjadi pelaku atau pelaksana hukum 
atau disebut juga subjek hukum. 

Syarat-syarat mahkum “alaih adalah: 


Telah mampu memahami tuntutan syara" 


b. Telah cakap berbuat hukum atau disebut “ahliyah”. Ahliyah ter- 
bagi kepada ahliyah wujub dan ahliyah ada”. 
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1)  Ahliyah Wujub adalah semua orang berpotensi untuk menjadi 
cakap berbuat hukum, baik yang masih janin (ahliyah wujub 
nagishah) atau pun sudah tua (ahliyah wujub kamilah). 

2) Ahliyah ada' adalah orang yang telah cakap untuk menunaikan 
kewajibannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka seseorang tidak da- 

pat dibebankan hukum. @ 
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BAB III 


SARANA PENETAPAN HUKUM 
ISLAM 

(UTIHAD, IFTA', ITTIBA, 
TAOLID DAN TALFIO) 


A. Tjtihad 


1. Pengertian Ijtihad 
Tjtihad adalah: 


Adab dal ya des ya! SI Belia mang Ji 


“mencurahkan segala kemampuan untuk menggali atau mene- 
mukan hukum syara” (figh) dari dalil-dalil atau metode-metode yang 
rinci”. 


Pengertian lain: 
Kes 3 lal Ke AI olah Bal pol Ae Jika Ag Pia 


“Mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam 
mengeluarkan hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun 
dalam pengaplikasiannya. ” 
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Jelasnya ijtihad adalah berupaya secara maksimal untuk meng- 
gali, menemukan dan menetapkan status hukum suatu persoalan 
(figh| melalui dalil-dalil, metode-metode, kaidah-kaidah atau teori- 
teori ushul figh. 


2. Dasar Hukum Ijtihad 
Dasar hukum Ijtihad adalah: 


Alguran: 
(V3) ba Jab yes... 


...maka ambillah 7'tibarhai orang-orang yang punya pandangan. 
(OR elu) Len Jaaad AN Il 33 eh 3 As U.. 
..maka jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, kem- 


balikanlah kepada Allah dan Rasul. 


Utibarpada O.S. al-Hasyr: 2 di atas adalah mengambil pelajaran. 
Proses ini tidak lain adalah ijtihad. Begitujuga pada O.S. an-Nisa: 59 
bahwa ketika terjadi perselisihan, berarti menunjukkan adanya proses 
berpikir yang artinya bermakna ijtihad. Begitu juga pada terjemahan 
“kembali pada Allah dan Rasul” adalah kembali melalui pemahaman 
para ulama yang mereka sendiri memperoleh pemahaman tersebut 
dari guru-guru mereka dan guru-gurunya lagi yang seterusnya sampai 
pada Rasulullah. Artinya, ada proses berpikir di dalamnya yang ten- 
tunya senada dengan makna ijtihad. 


Hadis Nabi yakni: 
Lai dl DL Jar 0x Sae ye Gol Siah, ala gl HA 
(33 HS) ABG adl dlu ol Jl dang le dl Ja al ata 
kn JB ( TA AS 3 Kd ob) JB AN AS Ge gai Jb 


2 Gb Age JB (SA Jaan Tem BP Ob) 1JE LAI Iga 
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Mail Say oli kel BI gang Sy (hg SAN ah ad ) td Jaa Jl 
(Ang Ge) 


Dalam hadis di atas ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasu- 
lullah ke Yaman, Rasulullah pun bertanya bagaimana ia memberikan 
keputusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Ia menjawab 
dengan Alguran dan ditanya kembali ketika di Alguran tidak ditemu- 
kan, Mu'adz kembali menjawab dengan Sunnah Rasulullah. Selanjut- 
kan ditanya kembali ketika tidak ditemukan pada sunnah Rasulullah, 
ia pun menjawab bahwa ia berijtihad dengan pendapatnya dan tidak 
melakukan hal yang sia-sia. 


Pada hadis ini jelas disebutkan ada tahapan-tahapan dalam me- 
netapkan hukum yaitu diawali dari pencarian pada ayat Alguran. 
Kemudian beralih pada hadis Nabi ketika tidak ditemukan jawaban 
pada ayat Alguran dan selanjutnya ketika tidak ditemukan juga pada 
hadis Nabi, maka digunakan ijtihad. 


Macam-Macam Ijtihad 
Terdapat beberapa macam Ijtihad 


a. Jjtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok 
orang. Dalam Ijtihad ini tentu tidak hanya ahli hukum Islam 
yang harus hadir, tapi juga orang yang ahli di bidang yang terkait 
dengan hukum yang akan diijtihadkan. Misalnya tentang ke- 
uangan maka yang hadir ahli di bidang ini. Mislanya tentang il- 
mu falak maka yang hadir ahli astronomi dan sebagainya. Di sini 
adanya persetujuan dari para mujtahid terhadap masalah. Alas- 
annya ialah, jawaban Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib 
yang bertanya, Apa yang harus dilakukan dan dijadikan dasar 
jika perkara tidak ditemukan dalam Alguran dan Al-Sunnah? 
Maka Rasulullah menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahli- 
nya 

b. Ijtihad fardi, yaitu ijtihad yang dilakukan secara perseorangan. 
Dasarnya adalah hadis Mu'adz di atas dan surat umar kepada 
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5. 


Abu Musa al-Asy'ary agar berijtihad. Ijtihad ini memunculkan 
berbagai mazhab dalam figh seperti mazhab yang empat. 


Objek dan Ruang Lingkup Ijtihad 
Objek ijtihad adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
hukum Islam (figh). Persoalan-persoalan ini memerlukan jawaban 
hukum yang dilakukan melalui ijtiha. 
Ruang lingkup ijtihad adalah: 
a.  Peristiwa-peristiwa yang menggunakan dasar hukum dari nas 
yangzhanni al-wurud (hadits-hadits ahad) dan zhanni ad-dalalah 
(nas Alguran dan al-Hadits yang masih dapat ditafsirkan dan 
dita wilkan), 
b.  Peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya sama sekali, 


Menurut kesepakatan ahli ushul figh, apabila peristiwa yang 
hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjukkan atau berlandas- 
kan dalil yang gath 7, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. 


Namun sebagian ahli ushul figh di zaman modern ada yang telah 
mengkaji kembali persoalan-persoalan dan termasuk juga nas yang 
gath 7. Mereka juga membolehkan menafsir ulang pada nas gath 7 
tersebut dengan alasan untuk mencapai kemaslahatan umum. Misal- 
nya dalam pembagian harta waris yang bisa saja mendapat bagian 
yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tentunya persoalan ini 
juga dikaji dan diteliti dengan serius. 


Syarat-Syarat Ijtihad 

a. Mengetahui nas-nas Alguran yang berkaitan dengan hukum sya- 
ra“ yang dikandungnya, mengetahui ayat-ayat hukum, mengua- 
sai pula ilmu Alguran dan menguasai tafsir dari ayat-ayat yang 
akan diistinbath), 

b. Mengetahui hadis-hadis hukum dan mampu mengeluarkan hu- 


kum dari hadis, disamping itu juga harus mengetahui nilai dan 
derajat hadits (ilmu hadis), 
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c. Menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, ilmu 
nahwu, sharaf, balaghah dan lainnya, 


d. Mengetahui magashid asy-syari'ah, mengetahui tingkah laku 
dan adat kebiasaan manusia yang mengandung mashlahat dan 
madharat, sanggup mengetahui “illat hukum, dapat menggiyas- 
kan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya hingga menetapkan 
hukum sesuai dengan maksud syariat dan kemaslahatan umat: 

e. Mengetahui ilmu ushul figh sebagai ilmu tentang metode istin- 
bath, metode menemukan dan menerapkan hukum, agar hukum 
dari hasil ijtihad lebih mendekati kepada kebenaran dan merak- 
yat, 

f. Memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad. 


B. Ita 


Ns 


Pengertian Ifiz 

Ifta adalah proses pemberian fatwa yang disampaikan mufti 
kepada mustafti. Mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Mus- 
tafti adalah orang yang meminta fatwa. Fatwa adalah status hukum 
yang ditetapkan dan disampaikan, seperti halal, haram, makruh, 
mubah atau wajib. 


Contoh fatwa DSN MUI tentang Figh jual beli Online bahwa 
barang yang dibeli harus jelas, barangnya halal, untuk dimiliki bukan 
dalam bentuk pemborosan, ada hak khiyar dan sebagainya. 


Begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah berfat- 
wa tentang shalat Jumat diganti menjadi shalat Zhuhur dan dilak- 
sanakan di rumah. Hal ini karena adanya wabah Covid-19. Ini terjadi 
karena penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang 
bisa mengancam ke daerah lain. 


Munculnya Fatwa 
Fatwa ada, karena adanya pertanyaan atau permintaan mustafti 
kepada mufti untuk menjawab permasalahan yang dihadapi mustafti. 
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(£Y Je) gk AS Ul SA Ja Talaud... 


...maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengeta- 


huan jika kamu tidak mengetahui. (an-Nahl: 43). 


Tanpa adanya pertanyaan dari mustafti, maka tidak ada fatwa. 


Syarat-Syarat Mufti 


Syarat-syarat untuk menajdi mufti adalah sama seperti syarat- 


syarat menjadi mujtahid. Bahkan ada pula yang menambahkan bah- 


wa mufti berkewajiban: 


a. 


Tidak memberikan fatwa sewaktu dalam keadaan gundah, grogi, 
takut atau tidak tenang jiwanya, 


6 x .. yag . ay 
Janganlah memutuskan perkara dalam keadaan marah. 


Menghadapkan hatinya kepada Allah, memohon pertolongan 
kepadaNya agar dibuka petunjuk kepada kebenaran, 


Selain itu ada pula di antara ulama menambahkan bahwa mutti 


harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 


a. 


Niat yang kuat hanya semata-mata untuk Allah, bukan mengha- 
rap imbalan harta dan sebagainya, 


Berpengetahuan, sabar, penuh hormat dan tenang, 


Tidak picik dan tidak membuat permasalahan menjadi tambah 
rumit. Oleh karena itu mufti harus berpengetahuan dan berwa- 
wasan luas, 


Ekonomi yang cukup, 


Mengenal masyarakat tempat ia memberikan fatwa. 


Perbedaan /ft? dan Ijtihad 
a. 


Ift? cakupannya lebih kecil yakni pada masalah-masalah ter- 
tentu yang dihadapi, sementara ijtihad cakupannya lebih luas, 
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b. Ift? ada karena adanya permasalahan, sementara ijtihad tidak 
menunggu sampai adanya permasalahan, 


c.  Ift9 ada karena adanya pertanyaan dari orang, sementara ijtihad 
dapat dilakukan walau tidak ada yang bertanya. 


Perbedaan Ifta” dan Gadha” 

a. If? jangkauannya lebih luas daripada gadha'. Ift2 dapat dibe- 
rikan kepada siapa saja, sementera gadha' hanya diberikan kepa- 
da orang yang berperkara saja, 


b. Orang yang diberikan fatwa dapat memilih untuk mengikuti 
atau meninggalkan hasil fatwa, sementara hasil gadha” harus 
dilaksanakan, 


c. Keputusan hakim yang berlawanan dengan hasil fatwa tetap da- 
pat dijalankan, karena fatwa tidak dianggap membatalkan ke- 
putusan hakim. 


C. Ittiba' 


Pengertian Ittiba' 

Ittiba' artinya menurut atau mengikut. Menurut istilah agama 
yaitu menerima ucapan atau perkataan orang serta mengetahui alas- 
an-alasannya (dalil), baik dalil itu Alguran maupun Hadis yang dapat 
dijadikan hujjah. 

Imam Syafii mengatakan jittiba' berarti mengikuti pendapat- 
pendapat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat 
atau yang datang dari tabi in yang mendatangkan kebajikan. 


Menurut para ahli ushul figh ittiba' adalah menerima atau meng- 
ikuti perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan 
perkataan itu. Orang yang melakukan ittiba' disebut muttabi'" yang 
jamaknya disebut muttabi'un. Orang yang diikuti adalah ulama atau 
muttaba' yang jamaknya muttaba'un. 
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Dasar Hukum Ittiba' 
(£Y Jos) Ugke Y AS o) SAN Jai Talas 


...maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengeta- 
huan jika kamu tidak mengetahui. (O.S. an-Nahl: 43) 


Pada ayat di atas ada sebuah perintah. Asal mula hukum perintah 


adalah wajib dilaksanakan. Isi perintah tersebut adalah bertanya 
kepada ahllinya untuk belajar. Maksudnya belajar berbagai macam 
hal tentang hukum dan agama kepada ahlinya dan belajar pula cara- 
cara pengambilan (metode) serta penggunaan sumber hukum terse- 
but. Tujuan belajar di sini tidak lain agar dapat mengikuti. Ahli di 
ayat ini adalah orang yang menguasai dan berilmu. Berarti orangnya 
ada dan jelas juga orangnya. Dari ayat ini dapat diambil pemahaman 
bahwa pada dasarnya setiap orang seyognya ber-ittiba'. 


(£Y :em) Ega Dino IAI ga IG Int JUL di ye se Be CA 

Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian 
ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka ikutilah Aku, 
niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. (O.S. 
Maryam: 43) 

Ayat di atas merupakan ajakan Nabi Ibrahim kepada Ayahnya 
agar beriman kepada Allah SWT. Kendati demikian ayat ini dapat 
dijadikan sebagai dasar penggunaan jttiba'. 


(NS) Abi Sak Uas ya ol Fe In Ja vgaga LE 


Musa berkata kepada Khidhr: “Bolehkah aku mengikutimu 
supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu- 
ilmu yang telah diajarkan kepadamu?”. (O.S. al-Kahfi: 66) 


Perbedaan Taglid dan Ittiba 

Antara tag/id dan ittiba' mempunyai perbedaan baik dalam segi 
sikap maupun perilakunya. Dalam tagfid tidak ada unsur kreativitas 
kajian, sedangkan dalam ittiba' ada unsur kreativitas yaitu studi dan 


I54 | METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM 


pengkajian terhadap dalil yang menjadi dasar dari sebuah pemikiran 
hukum. Ada pondok pesantren, sekolah, madrasah, kampus sebagai 
wujud agar ber-ittiba'. Bagi yang tidak pernah mengenyam pendidik- 
an maka ia berhadir di majelis-majelik taklim adalah upaya untuk 
ber-ittiba' atau menjadi muttabi'. 


Ittiba' dengan Media Sosial 

Ada orang belajar secara otodidak baik melewati buku atau 
melewati media sosial. Orang ini memahami dan menyimpulkan hasil 
bacaannya melalui logikanya sendiri. Terlebih lagi banyak informasi 
dan bahkan kajian-kajian keislaman disampaikan di berbagai media, 
membuat si pembelajar ini menerima banyak informasi. 


Permasalahannya jika si pembelajar ini mengikuti berbagai ka- 
jian di media sosial tanpa menyadari ideologi yang seharusnya diikuti 
maka pada dasarnya ia tidak sedang ber-ittiba' melainkan hampir ter- 
jerumus pada tag/id sebagaimana dibahas pada bahasan selanjutnya. 
Akibatnya ideologi si pembelajar ini pun juga semakin tidak jelas 
karena ia mengikuti suatu pendapat dengan cara menyesuaikan de- 
ngan logikanya tanpa menyadari bahwa pemikiran yang diikutinya 
bukan berasal dari ideologi yang seharusnya ia ikuti. 

Inilah masa “kegamangan” yakni di dalam diri seseorang bisa 
tumbuh beragam ideologi yang kemudian tanpa disadari ia tidak lagi 
memiliki kejelasan ideologi tersebut. Misalnya secara kultural ada 
orang yang berideologi dari salah satu mazhab atau dari organisasi 
tertentu seperti yang ada di Indonesia atau di dunia Islam. Namun 
karena secara pemikiran ia tidak mendalami ideologi mazhab atau 
organisasi tersebut, akhirnya ia tidak memiliki penyaring sehingga 
beragam ideologi pun masuk ke dalam pemikirannya. Di hari atau di 
waktu tertentu ia terkadang seperti bermazhab A, tetapi di waktu 
berikutnya ia seperti penganut mazhab B bahkan mazhab lainnya. 


Ketika ditanya tentang ideologi, mazhab atau aliran diikutinya, 
si pembelajar ini terkadang menjawab “ah yang penting Islam”. Slo- 
gan ini sepertinya mengandung propaganda bagi masyarakat Islam. 
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Bagi mereka yang sudah kemasukan pemikiran anti mazhab maka 
akan balik bertanya “apakah ada dalil keharusan untuk bermazhab?” 
Padahal Syekh Said Ramadhan Buthi mengatakan bahwa orang yang 
berpaham tidak bermazhab merupakan bid'ah yang berbahaya dan 
bisa menghancurkan syariat Islam. 


Kembali pada bahasan di atas yaitu orang yang ittiba' dengan 
media sosial bahwa walaupun ia mengetahui dalil dan metode hukum 
yang digunakan tetapi jika tidak mengetahui profil dan ideologi 
orang yang diikuti di media sosial tersebut maka sama disebut seba- 
gai orang yang tidak ber-ittiba'. 


D. Taglid 


Pengertian Taglid 

Taglid menurut ahli bahasa diambil dari kata-kata “giladah” 
(kalung) yaitu sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan sese- 
orang kepada orang lain. Contoh penggunaannya dalam bahasa Arab, 
yaitu taglid al-hadi(mengalungi hewan kurban). Seseorang yang ber- 
taglid maka dengan taglid-nya itu seolah-olah menggantungkan hu- 
kum yang diikutinya dari seorang mujtahid. Menggantungkan di sini 
dilakukan secara pasif: tanpa ada usaha untuk berbuat hal lain kecuali 
hanya mengikutinya. 

Berdasarkan pengertian etimologi ini maka taglid menurut 
terminologi adalah menerima atau mengikuti suatu pendapat orang 
lain (ulama) tanpa mengetahui sumber hukum dan metode-metode 
penggalian hukum yang digunakan orang tersebut (ulama). Penger- 
tian lainnya tag/id adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid 
tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. 


Orang yang melakukan tag/id disebut mugallid. Orang yang di- 
taglid-i disebut mugallad. 


Gambaran Orang Ber- Tagl/id dalam Alguran 
Alguran telah mengabadikan tentang orang yang bertaglid. 
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GE Tabs ale Giaa LA Jo JB AI Las gd J3 
(YA Sola) pet Alie Jl Ap Gb 


Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telah 
diturunkan Allah, mereka berkata: bahkan kami mengikuti apa-apa 
yang kami temukan dari bapak-bapak kami yang melakukannya. 


Hukum Taglid 

Hukum bertaglid sebenarnya dilarang atau tidak diperbolehkan. 
Namun ada pula yang membolehkan dengan beberapa syarat. Berarti 
ada dua hukum tagflid yaitu taglid yang diperbolehkan dan taglid 
yang dilarang atau haram. 


a. Kategori Taglid yang Dibolehkan 

Kategori taglid yang diperbolehkan/mubah, yaitu hanya 
bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan 
sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Ini hanya 
berlaku bagi orang awam atau serupa dengan mereka. Mereka 
tersebut adalah orang yang tidak memiliki keahlian dalam 
mengkaji dalil-dalil hukum atau tidak memiliki kemampuan 
untuk menyimpulkan hukum dari Alguran dan Sunnah serta 
tidak mengetahui ijjma" dan giyas. 

Adanya orang awam ini merupakan sistem kehidupan. Oleh 
karena itu orang awam diharuskan ada. Alasannya, terjawab da- 
lam O.S. at-taubah (9: 122) bahwa harus ada sebagian orang 
yang memperdalam ilmu agama agar dapat membimbing masya- 
rakat muslim lainnya termasuk kepada aparatur pemerintah da- 
lam sebuah negara. 


Giga GL Ws 2 bp K3 sa Vie ARE ata # Rata 9 AN 
(NN ag) 933 Ad ae) Wang ISI da Iya an 


Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya 
pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golong- 
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an di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengeta- 
huan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada 
kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 


menjaga dirinya. 


b. Kategori Taglid yang Dilarang 

Taglid yang dilarang atau haram, yaitu bagi orang-orang yang 
sudah mencapai tingakatan an-nazhratau yang sanggup mengkaji 
hukum-hukum syariat.setidaknya mereka dalam kategori ini berada 
pada tingkatan muttabr yaitu mengikuti pendapat ulama dengan ca- 
ra mengetahui dasar, metode dan alasan-alasan hukum yang di- 
gunakan ulama yang diikuti (ittiba"). 

Ada beberapa tagfid yang dilarang antara lain: 


1)  Taglid buta, yaitu memahami suatu hal dengan cara mutlag dan 
membabi buta tanpa memperhatikan ajaran Alguran dan Hadis 
dan pendapat ulama. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baga- 
rah ayat 170 


P3 SE Isl lt ade NAS Un IE AN Iri LAB ad Ja Uh, 
(V5 BA) anta Yg K3 pal 


Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ikutilah apa yang telah 


diturunkan Allah, mereka menjawab: (Tidak), tetapi Kami hanya 


mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek mo- 


29 


ang kami . “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek 
moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak men- 
dapat petunjuk. 
Firman Allah di atas tegas mencela terhadap orang-orang yang 
ber-taglid yakni orang yang menerima hukum-hukum agama dengan 
membabi tuli atau buta. 


2)  Taglid terhadap orang-orang yang tidak diketahui apakah me- 
reka ahli atau tidak tentang suatu hal yang kita ikuti, seperti di 
web/blog yang tidak jelas siapa mereka, apa ideologi mereka dan 
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sebagainya. Sama halnya seperti artikel atau tulisan di media 
sosial yang tidak jelas siapa penulisnya, apakah hoak atau tidak. 
Begitu juga seperti video, tetapi hanya suaranya saja yang ada, 
sementara orangnya tidak ada. Termasuk pula di video yang ke- 
lihatan orangnya, tetapi jika selalu mengkafirkan orang muslim 
lainnya terlebih lagi membuat resah masyarakat dan tidak mem- 
buat nyaman bagi orang yang mendengarnya maka jika ada yang 
taglid pada orang ini maka ia termasuk tag/id yang dilarang. 
Oleh karena itu jika membaca tulisan harus bijaksana dan baca 
terlebih dahulu, apakah isinya bersesuaian atau bertentangan. 
Terhadap hal yang seperti ini jangan asal sebar tetapi pelajari 
terlebih dahulu siapa mereka, 


3)  Taglid terhadap seseorang dimana kita sendiri sudah memper- 
oleh hujjah dan dalil bahwa pendapat orang yang kita tagfid-i itu 
bertentangan dengan ajaran Islam baik dengan Alguran, hadis 
atau pendapat mayoritas ulama. Tentu hal ini tidak boleh di- 
taglid-i. Misalnya ada si A melarang orang lain mengadakan aca- 
ra shalawatan, maulidan atau mi'rajan, tahlilan, dzikiran, yasin- 
an, hajatan, selamatan, arwahan, haulan dan sebagainya. Larang- 
an ini diperoleh A dari gurunya yang menyatakan perbuatan- 
perbuatan tersebut tidak berdalil dan sebagainya. Namun demi- 
kian, si guru yang melarang acara shalawatan, maulidan atau 
mi'rajan, tahlilan, dzikiran, yasinan, hajatan, selamatan, arwah- 
an, haulan dan sebagainya ini ternyata juga mengadakan acara 
peringatan mengenang kembali guru-gurunya mereka sebelum- 
nya. Si A pun mengikut gurunya. Pada acara shalawatan dan 
lainnya seperti ditulis di atas adalah dilarang, sementara untuk 
mengenang guru-guru mereka justru dibolehkan. Maka, tagfid si 
A kepada Gurunya dilarang. Harusnya si A berpikir kembali dan 
tidak mengikuti (tagf/id) pendapat gurunya. Harusnya jika guru- 
guru ini dipandang boleh diperingati perjuangan mereka, maka 
terlebih lagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. 
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4. Syarat-Syarat Ber- Taglid 
a. Syarat orang yang ber-tag/id adalah orang awam atau orang 
biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara'. 


b. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hu- 
kum-hukum syara dan mengamalkannya. 


c. Adapun orang yang pandai dan sanggup menggali sendiri hu- 
kum-hukum syara maka ia harus berijtihad sendiri kalau baginya 
masih cukup. Namun, kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan 
akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan hal yang lain (dalam 
soal-soal ibadah), maka menurut suatu pendapat ia boleh meng- 
ikuti pendapat orang pandai lainnya. 


Kesimpulannya melihat syarat-syarat di atas, sebenarnya ma- 
syarakat awam juga dituntut untuk belajar atau mencari ilmu. 9.S. 
at-taubah (9: 122) di atas, tampaknya bukan menganjurkan kepada 
masyarakat untuk ber-fag/idterus menerus, tetapi dengan adanya sar- 
jana/master/professor/ahli di bidang agama tersebut, maka masya- 
rakat dapat belajar dengan mereka dan memanfaatkan ilmunya untuk 
pengetahuan masyarakat. 


Apa yang harus dilakukan. Jawabannya sebagaimana Firman 
Allah O.S. an-Nahl (16: 43): 


oki YES Gl SIN JAN ps3 
“bertanyalah kamu kepada ahlinya, jika kamu tidak mengeta- 


hui” 


Bertanya yang dimaksud adalah belajar berbagai macam hal 
tentang hukum dan agama kepada ahlinya dan belajar pula cara-cara 
pengambilan serta sumber hukum tersebut. Oleh karena itu, maka 
sebenarnya yang dibolehkan dalam Islam adalah Ittiba' 
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E. Talfig 


Pengertian Talfig 
Talfig (3-5) secara harfiahnya tambal sulam. Diumpamakan 


tindakan manambal sulam potongan-potongan kain untuk dijadikan 
sepotong baju yang utuh, atau seperti kita mengumpulkan beragam 
hal dari berbagai tempat dan kemudian disusun untuk dijadikan 
sesuatu bentuk yang utuh. 


Sedangkan menurut istilah mengambil pendapat dari seorang 
mujtahid kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik 
dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang berbeda. De- 
ngan kata lain ta/fig itu adalah memilih pendapat dari berbagai 
pendapat yang berbeda dari kalangan ahli figh. Definisi lainnya yaitu 
menyelesaikan suatu masalah (hukum) menurut hukum yang terdiri 
atas kumpulan (gabungan) dua mazhab atau lebih. 


Jelasnya, ta/fig mencampurkan atau menggabungkan Jsintesis| 
berbagai pendapat baik dalam satu persoalan hukum, maupun dalam 
persoalan hukum yang berbeda. 


Kemunculan Talfig 

Talfig merupakan istilah yang lahir sebagai reaksi dari beredar- 
nya sikap taglid yang telah melanda umat yang cukup lama. Kemu- 
dian talfigjuga muncul bersamaan dengan kebangkitan kembali umat 
Islam dan eksistensinya membawa pro dan kontra di kalangan umat 
(fugaha). Ta/fig merupakan istilah yang relatif baru dalam lapangan 
figh. 

Persoalan ta/fig tidak ditemukan di kitab-kitab klasik bahkan 
tidak pernah dibicarakan secara serius di kalangan mereka. Dapat 
dikatakan ta/fig adalah masalah baru yang kita kenal di dalam per- 
masalahan figh dewasa ini yang sengaja dibuat oleh ulama-ulama 
khalaf (imuta'akhirin) khususnya pada abad ke-5 Hijriah. Ulama- 
ulama ini memproklamirkan pintu ijtihad telah tertutup. Akibatnya 
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marak terjadi taglid yang mulai dirasakan oleh dunia Islam, khu- 
susnya ulama-ulama Islam ketika itu. 


Dari sinilah muncul pendapat bahwa seorang harus terikat de- 
ngan salah satu mazhab lain, baik secara keseluruhan maupun seba- 
gian. Pindah dari satu mazhab ke mazhab lain secara sebagian inilah 
yang dikenal dengan istilah ta/fig. 


Terlepas dari pro dan kontra tentang ta/fig, tetapi untuk masa 
kini penelitian adalah suatu keniscayaan terhadap suatu persoalan. 
Hasil dari penelitian terkadang mengandung ta/t1g. 


Hukum Talfig 
Terjadi perbedaan pendapat: 


a. Bila sudah memilih salah satu madzhab, maka tidak boleh pin- 
dah madzhab yang lain, seperti pendapat Imam al-Ghazali dan 
juga pendapat Imam asy-Syathibi. 

Keadaan orang itu sama dengan seorang mujtahid yang 
sudah memilih suatu dalil maka ia harus tetap berpegang pada 
dalil itu. Sebab dalil yang dipiihnya itu adalah dalil yang dipan- 
dangnya kuat, sebaliknya dalil yang tidak dipilihnya adalah dalil 
yang dipandangnya lemah. 


Pertimbangan rasio dalam kondisi seperti itu menghendaki 
orang yang bersangkutan untuk mengamalkan dalil yang dipan- 
dangnya kuat dan memertahankannya. Atas dasar ini maka tal- 
fig hukumnya haram. Golongan ini dipelopori oleh sebagian dari 
ulama Syafiiyah terutama Imam Al-Guffal Syasyi. 


b. Boleh berpindah ke mazhab yang lain, walaupun untuk mencari 
keringanan, namun bukan pada satu persoalan hukum. Atas da- 
sar ini maka talfig dapat dibenarkan. Pendapat ini dipelopori 
oleh Imam Al-@arafi ulama besar dari Malikiyah. Seperti wudhu 
gaya mazhab Syafi'i, tetapi ketentuan batalnya gaya mazhab 
Hanafi (ini tidak dibolehkan). Tetapi kalau wudhu gaya mazhab 
Syafi'i, shalat mengikuti gaya Hanafi, dapat dibolehkan. 
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c. Tidak ada larangan agama untuk pindah-pindah madzhab, wa- 
laupun didorong untuk mencari keringanan dan walaupun dalam 
satu persoalan hukum. Alasannya, Nabi sendiri apabila disuruh 
untuk memilih dua perkara, beliau memilih yang paling mudah, 
selama hal tersebut tidak membawa dosa. 


Maka menurut pendapat ini dengan berdasarkan alasan di 
atas talfig hukumnya mubah (boleh).Golongan ini dipelopori 
oleh Imam Al-Kamal Humam dari ulama Hanafiah, beliau ber- 
kata, “Tidak boleh kita halangi seseorang mengikuti yang mu- 
dah-mudah, karena seseorang boleh mengambil mana saja yang 
enteng apabila ia memperoleh jalan untuk itu”. 


4. Pandangan Ulama Modern 

Tidak sedikit ulama Modern mengikuti pendapat seperti pada 
huruf c, di antaranya Dr. Muhammad salam Madkur, Hasanaen 
Makhluf, Mufti Mesir Muhammad Said al-Bani dan terlebih lagi 
pakar-pakar yang lain, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, 
Nasr Hamid Abu Zaid, Mahmoud Muhammed Toha dan Abdullah 
Ahmed an-Na'im. 


Kompilasi Hukum Islam (figh Indonesia) yang merupakan pe- 
gangan Pengadilan Agama RI juga merupakan hasil dari ta/fig ter- 
hadap 4 madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. 


Berdasarkan hal di atas, sepertinya ta/fig dipandang penting di 
zaman sekarang, terlebih dengan banyaknya muncul persoalan-perso- 
alan yang tentunya tidak dapat menjadi Islam yang fleksibel apabila 
hanya menggunakan satu pemikiran atau satu madzab. Oleh karena 
itu diperlukan adanya penggabungan beberapa pemikiran/ madzhb 
untuk menjawab masalah yang dihadapi. 

Dengan demikian, figh pun tidak loyo, kaku atau tidak sehat, 
bahkan sebaliknya, dengan adanya talfig figh pun dapat hidup sehat, 
merakyat dan dinamis. Namun demikian, sepertinya ta/fig di zaman 
sekarang lebih relevan jika berkaitan dengan persoalan muamalah, 
bukan dalam pelaksanaan ibadah. @ 


Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag Do. 83| 


BAB IV 


PERBEDAAN MAKNA SUMBER, 
METODE, DALIL 


A. Makna Sumber, Metode dan Dalil serta Perbedaannya 


1. Sumber 
Lafal “sumber” dalam bahasa Arab disebut mas/idar (55. 5») 
yaitu suatu wadah atau yang darinya dapat ditemukan atau ditimba 
sebuah atau beberapa norma hukum. Berarti lafal “sumber” hanya 
digunakan untuk Alguran dan Hadis/Sunnah, karena hanya dari 
keduanya dapat ditemukan hukum syara'. 


Hukum syara" itu sendiri adalah hukum Islam atau figh yang 
merupakan kumpulan hukum berkaitan dengan perbuatan mukallaf 
baik terkait dengan yang wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. 


Kesimpulannya hanya Alguran dan Hadis disebut sebagai sum- 
ber hukum Islam karena dari keduanya digali berbagai permasalahan 
hukum dan segala permasalahan bersandar serta berdasar pada kedua- 
nya. Adapun yang lainnya adalah sebagai kaidah, teori atau metode. 


Di dalam berbagai referensi ada istilah sumber hukum yang di- 
sepakati seperti Alguran, Hadis, ijma" dan giyas dan ada juga sumber 
hukum yang tidak disepakati istihsan, mashlahah, istishhab, “urt, 
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dzari'ah, gaul shahabi, syar'u man gablana dan lainnya. Namun di 
dalam kajian ini tidak menggunakan istilah tersebut. Alasannya ada- 
lah dapat dilihat dari makna sumber itu sendiri bahwa sebagaimana 
disebutkan sebelumnya sumber merupakan wadah atau yang darinya 
dapat ditemukan atau ditimba segala sesuatu, sementara jijma" dan 
giyas (apalagi yang lainnya) tidak dapat disebut sebagai sumber 
karena keduanya bukan wadah dan tidak ada yang dapat ditimba dari 
keduanya. Keduanya dan metode-metode lainnya justru digunakan 
atau dipakai untuk menggali dan menetapkan status hukum suatu 
persoalan. Oleh karena itu, ditegaskan kembali di sini bahwa hanya 
Alguran dan Hadis saja yang cocok atau relevan dijadikan sebagai 
sumber. 


Metode 

Metode (sb 5 | 8t— , x—) adalah cara atau jalan untuk 
menemukan sesuatu. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah cara 
atau jalan yang digunakan untuk menggali dan menemukan serta 
menetapkan hukum Islam. Metode-metode tersebut adalah jjma', 
giyas, istihsan, mashlahah, istishhab, “urt, dzari'ah, gaul shahabi, 
syaru man gablana dan magashid al-syari'ah (maksud sya- 
ri “menetapkan hukum atau maksud ditetapkannya hukum). Metode- 
metode lain dari segi kebahasaan adalah kaidah-kaidah /ughawiyah 
atau metode al/-/afzhiyah seperti lafal yang terang dan tidak terang 
maknanya, lafal dilihat dari dilalah, “amm, khash, muthlag, mugay- 
yad, amar, nahi dan lainnya. 


Dalil 

Lafal “dalil” (&si cd) berarti sesuatu yang dapat menunjuki ke- 
pada sesuatu yang dimaksud. Maksudnya menunjuki jalan atau mem- 
berikan jalan atau sebagai jalan untuk sampai pada sesuatu. Bila 
dihubungkan dengan kata hukum atau al-adillah asy-syar 'iyahberarti 
sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun seseorang untuk me- 
nemukan hukum Allah. 
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B. 


Karena sebagai petunjuk, lafal “dalil” ini dapat digunakan untuk 
Alguran dan Hadis. Berarti dalil bisa bermakna sebagai sumber. 


Namun karena dalil juga sebagai hal yang memberi petunjuk 
untuk menemukan hukum Allah maka ia juga bermakna sebagai me- 
tode. Artinya dalil di samping dapat bermakna sebagai sumber juga 
dapat bermakna sebagai kaidah atau metode seperti ijma' giyas, is- 
tihsan, mashlahah, istishhab, “urt, dzari'ah, gaul shahabi, syaru man 
gablana dan magashid al-syari ah (maksud syari menetapkan hukum 
atau maksud ditetapkannya hukum). Metode-metode lain dari segi 
kebahasaan adalah kaidah-kaidah /ughawiyah atau metode al-laf. 
zhiyah seperti lafal yang terang dan tidak terang maknanya, lafal 
dilihat dari dilalah, “amm, khash, muthlag, mugayyad, amar, nahi dan 
lainnya. Semua ini karena dalil berfungsi untuk menuntun untuk me- 
nemukan hukum Allah dan menetapkannya sebagai figh. 

Kesimpulannya “dalil” (&i « J5) disamping bermakna sebagai 
sumber juga bermakna sebagai metode (34 «Wb | 2x ce). Artinya 
posisi dalil berada di antara sumber dan metode. Dengan demikian, 
ketika ada orang berkata atau bertanya mana dalilnya, maka dalil 
yang dimaksud tidak hanya Alguran dan Hadis tetapi ushul figh yang 
berisi metode-metode penetapan hukum juga disebut sebagai dalil. 


Betulkah Alguran dan Hadis sebagai Bahan Mentah? 


Sebagaimana diketahui bahwa bahan mentah itu adalah bahan yang 


belum jadi, belum masak atau belum siap pakai. Bagaimana dengan Al- 


guran dan Hadis, apakah keduanya bahan mentah?. Apakah memang 


demikian?. 


Untuk memahami Alguran dan Hadis baik dari segi makna, lafal-lafal 


yang digunakan baik ada yang tampak mirip atau ada juga berbeda, hu- 


bungan per-lafal, per-ayat atau per-surat, khithab ayat, dilalah-nya, ter- 


masuk sejarah, kondisi, situasi, budaya atau asbab an-nuzul untuk ayat 


atau asbab al-wurud untuk hadis, hukum-hukum yang terkandung di da- 


lam keduanya maka sepertinya Alguran dan Hadis adalah sebagai bahan 


mentah atau belum masak atau juga belum siap pakai. 
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Pada posisi seperti ini, untuk memahami Alguran dan Hadis termasuk 
di dalamnya melakukan perenungan pada keduanya maka diperlukan ilmu. 
Ilmu yang dimaksud seperti ilmu Alguran, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis dan 
termasuk juga ushul figh. Melalui ilmu-ilmu inilah Alguran dan Hadis 
diproses untuk mempermudah orang lain memahami keduanya sehingga 
dapat digunakan sebagai bahan yang siap pakai. 


Alguran dan Hadis jika fungsinya untuk dibaca sebagai bacaan harian 
maka Alguran khususnya bernilai ibadah sebagaimana yang disebutkan 
dalam Islam. Pada posisi ini hampir dapat dikatakan tidak memerlukan 
ilmu-ilmu di atas kecuali ilmu tajwid yaitu ilmu tata cara baca Alguran 
yang benar. 


Jika ditanya mana yang lebih utama antara memahami dengan kai- 
dah-kaidah atau membaca Alguran dengan bertajwid, maka jawabannya 
tidak ada yang lebih utama. Keduanya sama-sama utama dan penting. 
Hanya saja pengaruh dan dampak dari memahami tentu lebih besar karena 
ditujukan pada umat. Oleh karena itu dalam memahami diperlukan ilmu- 
ilmu sebagaimana disebutkan di atas. Adapun membaca pengaruhnya 
hanya untuk diri sendiri. 


C. Makna Jargon Kembali kepada Alguran dan Hadis 
Mungkin kita sering mendengar jargon mari kembali kepada Alguran 
dan Hadis. Apa maksudnya? 


a. Apakah maksudnya sebagai penyemangat saja? 


b. Apakah maksudnya kembali kepada Alguran dan hadis adalah kem- 
bali secara tekstual yaitu secara apa adanya sebagaimana yang tertu- 
lis dalam Alguran dan Hadis itu. Artinya apa yang tertulis seperti 
itulah yang dipahami dan hal-hal yang tidak diatur di dalam keduanya 
disebut tidak ada hukum sehingga jika ada yang terlihat melakukan 
kreativitas dalam bentuk-bentuk keagamaan disebut sebagai orang 
yang mengada-ada. 


c. Apakah yang dimaksud dengan kembali ini adalah kembali pada Al- 
guran dan Hadis melalui ilmu-ilmu seperti ilmu Alguran, Ilmu Tafsir, 
Ilmu Hadis dan ushul figh. 
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d. Apakah yang dimaksud dengan kembali pada Alguran dan Hadis 
adalah kembali dengan cara mengikuti pemahaman para ulama yang 
menguasi ilmu Alguran, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, ushul figh dan ilmu- 
lainnya yang mereka pelajari dari guru-guru mereka. Guru-guru ini 
mempelajari pula dari guru-guru mereka sampai ke masa tabi' tabi In, 
lanjut ke tabi'in dan lanjut kembali ke Sahabat dan Rasulullah SAW. 


Jika maksudnya kembali adalah sebagai penyemangat, tentunya yang 
dipahami adalah mempelajari Alguran dan Hadis dengan maksimal. 


Jika maksudnya kembali adalah secara tekstual atau apa adanya yang 
dipahami tanpa campur tangan atau interpretasi kontektual, maka cen- 
derung akan mendapatkan banyak persoalan. Persoalan tersebut berupa 
bahaya yaitu bahayanya pemahaman yang melepaskan diri dari ulama dan 
ilmu-ilmu yang sudah diakui. Hal ini akan berakibat timbulnya penafsiran 
dari dirinya sendiri atau penafsiran tanpa ilmu. Penafsiran seperti ini 
cenderung menimbulkan klaim kebenaran bahkan tidak disadari muncul 
pengakuan layaknya hakim mutlak (paling benar). Akhirnya orang yang 
berbeda dengannya sebagai orang yang salah dan sebagai orang yang tidak 
berhukum dengan hukum Allah sehingga layak disebut sebagai kafir. 
Gaya berpikir seperti ini teramat berbahaya dan menimbulkan kemuda- 
ratan berpikir generasi selanjutnya. Orang yang memiliki pemahaman 
tekstual ini mungkin mirip dengan yang disabdakan Nabi Muhammad 
SAW 15 Abad yang silam, yaitu: 


Go AN Alpias ol Ole BP Oa ATB GE psen JB 
pesadl Gas IS oral oo Oo Bal ee Ja ya Gala KE SAY ola 
(AE, Asma uda «Saajil) aa a5 


Di akhir zaman kelak muncul suatu kaum yang masih belia tetapi 
lemah berpikir dan ketika membaca Alguran tidak melewati tenggorok- 
annya (tidak sampai ke hati). Mereka berkata-kata dengan sebaik per- 
kataan tetapi mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah 
dari busurnya. (HR. at-Turmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad). 
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Hadis di atas menggambarkan bahayanya orang yang berpikir teks- 
tual, literal atau apa adanya dalam memahami Alguran dan Hadis. Dalam 
memahami kedua sumber hukum ini mereka hanya mengandalkan ke- 
mampuannya maka cenderung cepat terpeleset dan bahkan tidak menya- 
dari keluar dari agama Islam layaknya seperti anak panah yang melesat 
dari busurnya. Oleh karena itu, bukan seperti ini yang diinginkan. 


Selanjutnya jika maksudnya kembali kepada Alguran dan Hadis ada- 
lah melalui ilmu-ilmu seperti ilmu Alguran, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis dan 
ushul figh maka model seperti ini yang dapat disebut tepat. Hanya saja 
yang masih menyisakan persoalan jika ilmu-ilmu tersebut digunakan se- 
cara mandiri tanpa mengikatkan diri dengan para ulama sepertinya di- 
khawatirkan tercampurnya ideologi ilmu. Harusnya yang berperan pada 
posisi ini adalah mujtahid. 


Pemahaman kembali kepada Alguran dan Hadis yang tepat dan yang 
mungkin lebih selamat serta dapat dipertanggungjawabkan adalah seba- 
gaimana disebutkan pada pertanyaan huruf d di atas. Kembali kepada Al- 
guran dan Hadis maksudnya adalah dengan cara mengikuti pemahaman 
para ulama yang menguasi ilmu Alguran, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, ushul 
figh dan ilmu-ilmu lainnya yang mereka pelajari dari guru-guru mereka. 
Guru-guru ini mempelajari keilmuan itu dari guru-guru mereka sampai ke 
masa tabi' tabi'in, lanjut ke tabi'in dan lanjut kembali ke Sahabat dan 
Rasulullah SAW. 


Inilah pemahaman yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pe- 
gangan di setiap generasi akan datang. Tidak mungkin meninggalkan ula- 
ma karena mereka mendapatkan pemahaman tersebut dari guru-guru 
mereka sampai seterusnya kepada Rasulullah. Selain itu pemahaman se- 
perti ini dipandang lebih selamat dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika 
ada yang tidak berpedoman pada ulama sebelumnya maka pertanyaannya 
pemahaman siapa yang mereka ikuti. Jika yang diandalkan adalah pema- 
haman sendiri maka akan menjadi liar karena dipahami menurut selera 
masing-masing. 
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Berpegang pada ulama yang diakui kredibilitasnya adalah salah satu 
aplikasi dari yang dikatakan Ibnu Sirin dalam Mukadimah Shahih Mus- 
lim: 


Kap Onieb YP Laleb ye dell Mia 5 
Sesungguhnya ilmu ini (sanad) bagian dari agama, maka perhatikan- 


lah dari siapakah kalian mengambil agama kalian. (Mukadimah Shahih 
Muslim) e 
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MANA se. 
SUMBER HUKUM ISLAM 


A. Alguran sebagai Sumber Hukum Pertama 


1. Pengertian 
Iguran adalah Kalam Allah yang tersusun dari surah al-Fatihah 
sampai surah an-Nas dan diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh 
manusia serta bagi yang mempelajarinya juga dipandang sebagai ibadah. 


2.  Hukum-hukum dalam Alguran 

a.  Hukum-hukum 7 tigadiyah, yaitu hukum yang berhubungan de- 
ngan keimanan 

b.  Hukum-hukum khulugiyah, yaitu hukum yang berhubungan de- 
ngan akhlak, 

c.  Hukum-hukum amaliyah, hukum yang berhubungan dengan per- 
buatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua: Mengenai Ibadah 
dan Mengenai muamalah dalam arti yang luas. 
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3 


Strategi Alguran Menetapkan Hukum 


a. 


Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, al-Bagarah: 
185 


seRAN Se Yo AN CN 
“Allah menginginkan kemudahan dan menginginkan 


kesulitan...” 


Menyedikitkan tuntutan (an-Nisa: 28) 


Kab GM Jas KE HEM hay 


“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena 
manusia diciptakan (bersifat) lemah” 


Bertahap dalam menerapkan hukum (al-Bagarah: 219) 


on BA Ba EL ls plg Oa 
ks 


Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Kata- 
kanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa 
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
manfaatnya”. 

Alguran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan ma- 


nusia 


Law gld yg ads & yg SH 
“Ada atau tidak adanya hukum tergantung dengan ada atau 
tidak adanya “illah.” 


“Tidak dipungkiri berubahnya hukum karena adanya pe- 
rubahan zaman”. 
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Dua kaidah di atas menggambarkan bahwa hukum itu ada- 
lah untuk kemaslahatan manusia. Misalnya ketika masih adanya 
keharusan melaksanakan hukum maka ia tetap diberlakukan ka- 
rena ada alasan penting yang menjadikannya harus dilaksana- 
kan. Suatu saat ketika tidak ada lagi alasan untuk memberlaku- 
kan hukum tersebut maka hukum itu pun menjadi tidak berlaku. 
Gambaran seperti ini tidak lain untuk kemaslahatan. 

Sama halnya hukum itu mesti dapat berdialog dengan per- 
ubahan zaman. Hal ini tidak lain agar hukum dapat membawa 
dan memberikan kemaslahatan pada manusia. 


4. Kehujjahan Alguran 
a. Diturunkan secara mutawatir 


Mutawatir adalah mutatabi' yaitu datang berturut-turut, 
dengan tidak adajaraknya serta diriwayatkan oleh banyak orang 
yang tidak mungkin mereka melakukan kesepakatan untuk 
berdusta. Proses mutawatir tersebut: 


1) Alguran di Lauh Mahfuzh 


Ya bat BS oli miles Lela ya Al, 
(YY 

Padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sese- 
orang tidak akan lepas dari kekuasannya) bahkan yang 


didustakan pada mereka itu adalah Alguran yang mulia 
yang tersimpan dalam Jauh mahfuzh. 


2) Dari Lauh Mahfuzh ke Langit Bumi 
Oya) ab ALI 3 old UI 
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SB ya OLI Jab 1JE Lapas Al mn Oper al ye 
ag aa Jane Jaa AI ola ya TA aa 3 KP 


(SB) Al 

Dari Ibn Abbas ra berkata: Alguran itu dipisahkan dari 

adz-dzikr (Jauhul mahfud2), lalu diletakkan di Baitul “Izzah 

di langit dunia. Selanjutnya Jibril as mulai menurunkannya 
kapada Nabi Muhammad SAW. 


Ae JI Sie Aka SAN Ist JB las Al 3) Uas Ud ye 
AS 3 does BRA 3G (AI Ba EA 


Alguran diturunkan sekaligus ke langit dunia, tempat 
turunnya secara berangsur-angsur (sesuai dengan masa tu- 
runnya bagian-bagian bintang atau tempat bintang-bin- 
tang). Lalu Dia menurunkannya kepada Rasulnya bagian 
demi bagian. 

Hadis di atas menunjukkan bahwa Allah menurukan 
Alguran ke Baitul Izzah (langit bumi) secara sekaligus. Dari 
Baitul Izzah ini Alguran kemudian diturunkan secara 
berangsur-angsur. 


3) Langit Bumi ke Rasulullah Berangsur-Angsur 
(@) “1 Ap) Yaya oi, TAG Js cell Js Ad o3 3 BL, 


Dan Alguran itu telah Kami turunkan dengan ber- 
angsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan 
kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi 
bagian. 
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Ag Ciel IIS Saoely Akar GUA de If Yo 1S asli JB, 
(YY 2OB3) lay old Balss 


Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Alguran 
itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?”, demi- 
kianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami 
membacanya secara tartil (teratur dan benar). 


Dari beberapa penjelasan di atas jelas bahwa Alguran 
diturunkan secara mutawatir yaitu dari Allah ke baitul “iz- 
zah (langit bumi), melalui perantaraan malaikat Jibril as ke 
bumi untuk disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah 
menyampaikan kepada Sahabat. Terus berlanjut dari saha- 
bat ke tabi 'In, tabi' tabi 'In dan seterusnya. 


b. Alguran itu Datangnya dari Allah (O.S. asy-Syu'ara: 192-195) 


BB Je SAY) Gl AI ag Ip CAN) Ol 5 Ind As 
(140) ggs G3 alah (14) sok geo 


Dan sesungguhnya Alguran ini benar-benar diturunkan oleh 
Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin 
(Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah 
seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan 
bahasa Arab yang jelas. 


c.  Mukzijat Alguran juga Merupakan Dalil yang Pasti tentang 
Kebenaran Alguran Datang dari Allah SWT 


pb ek Ana Ja lpk ol Ja dala JAN cara AA 
(AA tebu) Uas Gak Kebak Ia alis At 

Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkum- 

pul untuk membuat yang serupa Al Ouran ini, niscaya mereka 


tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun 
sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain”. 
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5. 


Alguran Dalil Kullidan Juz'7 


a. Kuli 
Kulli yaitu Teks-teks universal. Maksudnya penjelasan Al- 
guran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu, bersifat glo- 
bal, umum, dan mutlak. Untuk hukum-hukum yang bersifat glo- 
bal, umum, dan muthlag ini, dijelaskan melalui Hadis Nabi baik 
untuk menjelaskan, mengkhususkan atau membatasi. 


Menurut mazhab Syafi'iyah ayat ku//f kedudukannya seba- 
gai zhanni dan multi tafsir. Menurut mazhab Hanafiyah ayat 
kulli berkedudukan sebagai ayat gath'. 


Contoh: 


LKS ol el 3g As Sts Bat II SEL LE yi Sat A3 
(OA seluk)... Jah 


(YON BAJ)...dl ge ASN oS 3 dl BSI 


b. Juzf 
Juz 7 yaitu teks-teks partikular. Maksudnya penjelasan Al- 
guran rinci terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandung- 
nya. Menurut para ahli ushul figh ayat juz 7mengandung hukum 
ta 'abbudi, yakni ayat yang diamalkan secara apa adanya karena 
ketentuannya sudah pasti (gath 9). 


B. Hadis sebagai Sumber Hukum Kedua 


L, 


Pengertian 

Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah atau 
disandarkan kepadanya baik ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi 
Muhammad SAW terhadap suatu persoalan. Termasuk pula riwayat 
tentang sifat bentuk tubuh beliau atau ahklak beliau. 
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Pembagian Hadis 


a. Dilihat dari Jenis 
1) Hadis Oauliyah yaitu hadis yang disandarkan dari ucapan 
atau perkataan Rasulullah SAW. Contohnya: 


oJB dng Ale AI Jne A1 Iyan, GI Ill ol Yel ye 


2) Hadis Ff Yiyah yaitu hadis yang disandarkan dari perbuatan 
dan hal-hal yang dilakukan Rasulullah. Contohnya: 


ye en PP Pa Jaw) Au ks AN P3 ata us 


-& 

3) Hadis Tagririyah yaitu hadis yang disandarkan dari kete- 
tapan Nabi Muhammad SAW. Maksud ketetapan Nabi ini 
adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat, Nabi tidak 
melarang dan tidak juga menyuruh. Contoh dari hadis ini 
seperti biawak yang pernah dimakan oleh sahabat di dae- 
rahnya sementara Rasulullah tidak memakannya karena di 
lingkungan tempat tinggal Nabi tidak mengenal binatang 

itu, tetapi Rasulullah tidak melarang dan tidak juga menyu- 


ruh memakan daging biawak itu. 


b. Dilihat dari Segi Periwayatan 
Dilihat dari Segi Periwayatannya, hadis terbagi kepada: 

1) Hadis Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ba- 
nyak orang pada setiap tingkat sanad, sehingga mustahil 
bagi mereka untuk melakukan pembohongan. Contoh hadis 
mutawatir: 


2) Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwatkan oleh tiga orang 
atau lebih di setiap tingkatan baik dari sahabat, tabi in sam- 
pai ke imam-imam pengumpul hadis serta hadis tersebut 
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tidak mencapai hadis mutawatir. Oleh karena itu ada juga 
pendapat yang mengatakan bahwa hadis masyhur bagian 
dari hadis ahad, karena tidak sampai derajat mutawatir. 
Contoh hadis Masyhur adalah: 


Al Io are AI 2) el ulas up 
Ma at ana 


3) Hadis Ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 
satu orang saja atau secara mencakup hadis-hadis yang ti- 
dak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kuali- 
tasnya hadis ahad terbagi kepada 3: 


a) Hadis Shahih yaitu hadits yang diriwayatkan oleh pe- 
rawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya 
bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mem- 
punyai cacat, illat, dan tidak berlawanan dengan peri- 
wayatan orang yang lebih terpercaya, 


b) Hadis Hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh pe- 
rawi yang adil, tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya 
bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempu- 
nyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan 
orang yang lebih terpercaya, 


c) Hadis Dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat- 
syarat hadis shahih dan hadits hasan. Hadis Dhaif ini 
banyak macamnya, antara lain Hadis Maudhu, inilah 
sejelek-jeleknya hadits dhaif, mursal, mu' allag, mun- 
gathi, mudallas, mudtharib, mudraj, munkar dan mub- 
ham. Hadits Dhaif tidak dapat dijadikan hujjah dalam 
menetapkan hukum. Menurut Imam An-Nawawi, para 
ulama sepakat hadits dhaif dapat digunakan dalam hal 
fadhilah Amal. 
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3. Kedudukan Hadis terhadap Alguran 

a. Setara dengan Alguran, tidak lebih darinya, seperti perintah 
Rasulullah saw untuk melaksanakan shalat dan puasa serta 
menyempurnakan ibadah haji dan lain-lain. Semua itu sepa- 
dan dengan ayat-ayat Alguran, 

b. Sebagai mu'akkid, yaitu menguatkan hukum suatu peris- 
tiwa yang telah ditetapkan Alguran, dikuatkan dan diper- 
tegas lagi oleh Hadis. Contoh: perintah shalat, zakat, puasa 
bulan Ramadhan dan haji ke baitullah. Larangan menyeku- 
tukan Allah, larangan saksi bohong, larangan menyakiti 
orang tua, larangan membunuh sesama dan sebagainya, 


c. Sebagai bayan, yaitu hadis yang berkedudukan menjelaskan 
terhadap ayat-ayat Alguran yang belum jelas. Dalam hal ini 
ada 3 hal: 

1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Alguran 
yang masih mujmal, tata cara shalat dan rakaatnya, 
serta bacaan-bacaannya, tata cara zakat, nishab, kadar 
zakat dan sebagainya, 

2) Membatasi kemutlakan (tagyid al-muthlag). Misalnya, 
Alguran memerintahkan berwasiat, dengan tidak diba- 
tasi berapa jumlahnya, lalu datang hadis untuk mem- 
batasinya seperti: 


(NY el) AAA 8 P3 Aa Gong H3 IS ae 
BUY — LA LI oo Al Ja Jb 
SE) HE aib Ae AE 3 Ie TE ee It, 


(as 


Sepertiga. Sepertiganya itu cukup banyak. Se- 
sungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli wa- 
rismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik dari- 
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pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan 
miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. 


3)  Mentakhshishkan keumuman Alguran. Misalnya, Al- 
guran mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. 
Kemudian hadis tentang bangkai yang kemudian di- 
khususkan dengan memberikan pengecualian kepada 
bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa. 

d. Menciptakan hukum baru. Misalnya, Rasulullah melarang 
untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung 
yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam 
Alguran. Begitu juga sisa makanan dari binatang buas. @ 
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BAB VI 


METODE-METODE (KAIDAH- 
KAIDAH ATAU TEORI-TEORI) 
PENETAPAN HUKUM ISLAM 


A. Metode Ijma' 


1. Pengertian Metode Ijma' 
Jma' adalah kesepakatan (konsensus) para ulama di suatu masa sete- 
I- masa Rasulullah SAW tentang status hukum suatu persoalan da- 
lam hukum Islam (figh). 
Kesepakatan ini diperoleh setelah masing-masing ulama me- 
ngemukakan pendapatnya dan mungkin awalnya terjadi perbedaan 
pendapat di antara mereka, tetapi pada akhirnya mereka bersepakat. 


2. Dasar Hukum Metode Ijma' 
Dasar hukum jjma' adalah 9.S. an-Nisa ayat 59 tentang taat 
kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. 


nia PIN Jala Ipad Ll AI LA Waste Saad Lets 
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Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan 
taatlah kepada Rasulul serta taat juga kepada ulil amri di antara 
kamu... 


Ulil Amri pada ayat di atas pemimpin. Termasuk pula penger- 
tian tersebut adalah pemimpin di bidang agama. Dasar berikutnya 
O.S. Yunus ayat 71 


SEA SA pa. 


...bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutu- 


Ayat di atas adalah tantangan Nabi Nuh as kepada orang-orang 
(kaumnya) yang memusuhinya. Namun dengan keumuman lafal yang 
terdapat pada ayat ini maka dapat juga digunakan sebagai dasar jj- 
ma' bahwa di dalam ayat itu disuruh untuk membulatkan suara yang 
artinya ada. 


Dasar hukum ijma' dari hadis Nabi adalah: 


Idi Je BY Gal 


“Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap yang sa- 
lah.” 


Unsur-Unsur Metode Ijma' 

a.  Terkumpulnya para mujtahid dan semuanya juga terlibat dalam 
mendiskusikan masalah hukum yang sedang dihadapi, 

b. Harus ada kesepakatan di antara mereka yang diawali setelah 
masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya, 


c.  Kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuat- 
annya, misalnya Yadhi dengan keputusannya, atau mufti dengan 
perkataannya melalui fatwa, 


d. Hukum yang disepakati adalah hukum syara" dan tidak ada 
disebutkan secara rinci dalam Alguran, 


e.  Ijma' tersebut harus bersandar pada Alguran dan Hadis, 
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Yang melakukan jjma adalah orang-orang yang memenuhi per- 
syaratan ijtihad, 


Para mujtahid tersebut adalah mujtahid yang adil, 


Para mujtahid tersebut adalah orang yang berusaha menghin- 
darkan diri dari perbuatan fasik. 


4. Tingkatan Metode Ijma' 


a. 


Ijma' Sharih adalah kesepakatan para (seluruh) mujtahid di du- 
nia Islam baik melalui perkataan atau pun melalui perbuatan 
terhadap masalah hukum yang disepakati, 


Ijma' Sukuti adalah kesepakatan sebagian mujtahid pada suatu 
masa tentang hukum Islam, sementara yang lain tidak sepakat 
atau mujtahid lainnya hanya diam dan tidak pula menolak pen- 
dapat dari kesepakatan tersebut. 


5.  Kehujjahan Metode Ijma' 


a. 


Kehujjahan Ijma" Sharih 

Menurut jumhur ulama, apabila semua rukun dan syarat 
ijma' terpenuhi, maka hasil ijjma' menjadi hujjah yang gath“i 
Dijadikannya hasil jjma' tersebut sebagai hujjah yang gath'i 
karena sandarannya adalah Alguran dan Hadis. 


Imam Syafi'i tidak menerima ijma' dalam bentuk apa pun, 
kecuali ijma' yang dilakukan pada masa sahabat. Ibrahim an- 
Nazzam (mu'tazilah), ulama khawarij dan syi'ah juga menolak 
ijma' dijadikan hujjah, karena tidak mungkin terjadinya ij- 
ma' seperti yang digambarkan di atas. Selain itu tidak mungkin 
pula menghadirkan seluruh mujtahid di dunia Islam pada satu 
masa dan satu tempat, sementara sosial budaya dan sebagainya 
berbeda. 
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Kehujjahan Ijma' Sukuti 

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Abu Bakar al-Bagil- 
lani (Malikiyah w. 403 H) berpendapat bahwa ijma' sukuti bu- 
kanlah jijma' dan tidak dapat dijadikan hujjah. 


Mayoritas kalangan Hanafiyah dan Imam Ahmad ibn Han- 
bal ijma' sukuti disebut sebagai ijma' dan dapat dijadikan seba- 
gai hujjah yang pasti. Al-Amidi, Ibn Hajib dan al-Karkhi (Ha- 
nafiah) berpendapat ijma' sukuti tidak dapat dikatakan sebagai 
ijma' tetapi dapat dijadikan sebagai hujjah, sedangkan kehujjah- 
annya menurut mereka adalah zhanni. 


6. Kemungkinan Terjadinya Metode Ijma'" Sharih 


a. 


Para ulama ushul figh klasik berpendapat tidak sulit untuk me- 
lakukan ijma' sharih, bahkan secara aktual jjma“itu telah ada, 


Para ulama ushul figh kontemporer berpandangan ijma'" sharih 
hanya mungkin terjadi pada masa sahabat. Apabila ditemukan 
dalam kitab-kitab figh adanya ungkapan jjma' maka yang di- 
maksudkan adalah ijma' sukuti. 


Melihat kondisi di zaman sekarang komunikasi antar orang bu- 
kan menjadi persoalan. Stasion televisi sudah bisa menayangkan 
beberapa orang bahkan banyak orang untuk mendiskusikan sua- 
tu persoalan, bahkan di saat ini hanya dengan klik link untuk 
bergabung dalam pertemuan melalui google meet, zoom mee- 
ting atau aplikasi lainnya, maka ribuan orang bisa bergabung 
dalam kegiatan yang diprogramkan. Artinya ijma'" sharih di 
zaman sekarang sangat memungkinkan dapat dilakukan. 


7. Cara Menggunakan Metode Ijma" 


a. 


Adanya kepanitiaan untuk menghubungi para ulama yang men- 
jadi peserta ijjma" baik melalui surat, surat elektronik atau mela- 
lui chat dan sebagainya, 


Ada persoalan hukum yang diajukan oleh panitia untuk dikaji 
dan di- ijma -kan, 
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c. Masing-masing ulama di dunia Islam (ijma' sharih) atau tidak 
semua ulama karena perbedaan geografis (iima' sukuti) diminta 
pendapatnya beserta dasar dan metode hukum yang digunakan 
(bisa dilakukan secara fanel atau bisa juga dibagi dalam komisi- 
komisi baik dilakukan secara offline atau online/daring), 


d. Jika terjadi perbedaan pendapat setelah masing-masing melaku- 
kan adu argemen maka ia menjadi jjma' sukuti. Kalau pun dise- 
pakati semua oleh ulama yang hadir, tetapi dilakukan hanya da- 
lam wilayah tertentu atau tidak dihadiri oleh semua ulama di 
dunia Islam maka ia tetap disebut jjma' sukuti. 


e. Panitia membukukan hasil jjma' untuk disebarkan baik ke ma- 
syarakat atau ke lembaga-lembaga fatwa di masing-masing ne- 
gara atau daerah. 


B. Metode Oiyas 


Pengertian Metode Oiyas 

Oiyas adalah “menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak 
diatur dalam nas kepada hukum suatu peristiwa yang sudah diatur 
dalam nas karena adanya kesamaan “illah. 


Dasar Hukum Metode OGiyas 

Metode Oiyas memiliki dasar yang bersumber dari Alguran. 
Allah sering menyatakan dalam firman-Nya, salah satunya O.S. al- 
Hasyr ayat 2 untuk mengambil suatu 7'tibar dalam setiap permasa- 
lahan. 


(Va) LN Ia GE... 


...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai 
orang-orang yang mempunyai wawasan. 

U'tibaryang dimaksudkan di sini adalah menyamakan status hu- 
kum peristiwa yang dihadapi dengan peristiwa-peristiwa yang di- 
gambarkan dalam Alguran. 
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Metode Giyas juga memiliki dasar yang bersumber dari hadis 
Nabi. Salah satunya adalah hadis yang berkaitan dengan Mu' adz ibn 
Jabal ketika diutus ke Yaman untuk menjadi hakim. Rasulullah 
bertanya: 


AS BE Pb JB AN AS si JB Selat Ul as Il sai AS 
Apel JB AN Jaa Tea BAE lb 28 yA Jgaay Tea 13 
AI Ea 


Jawaban Muadz untuk berijtihad tersebut, maksudnya adalah 
melakukan giyas. 

Allah SWT tidak menetapkan hukum buat hamba kalau bukan 
untuk kemaslahatan bagi hamba. Kemaslahatan itu sendiri adalah 
tujuan dari syariat. Oleh karena itujika ada suatu masalah yang tidak 
ada nasnya, tetapi “illatnya sama dengan yang ada nasnya, maka 
diduga keras dapat memberikan kemaslahatan bagi hamba. 


Nas yang ada dalam Alguran dan Hadis itu terbatas, sedangkan 
kejadian pada manusia itu tidak terbatas dan tidak berakhir. Oleh ka- 
rena itu metode giyas merupakan metode penetapan hukum yang 
dapat mengikuti kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan ke- 


maslahatan. 


Rukun Metode Giyas 

a.  Far'W/Furu' yaitu Peristiwa-peristiwa baru atau yang tidak 
diatur atau juga tidak dan belum ditemukan dalam Alguran dan 
Hadis: 

b.  Ashal yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang sudah 
diatur dalam Alguran dan Hadis, 


c. Hukum Asha! yaitu status hukum yang terdapat pada peristiwa- 
peristiwa yang terjadi atau yang sudah diatur dalam Alguran dan 
Hadis (ashal 

d.  “Hlah yaitu motif timbulnya hukum atau suatu sifat yang me- 
nandai atau menjadi tanda adanya hukum. 
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4. 


Syarat-Syarat Metode Giyas 


a. 


Syarat Far'u/Furu 


1) 


Hukum far'u tidak lebih dulu ada daripada hukum ashal. 
Jika giyas itu dibenarkan berarti menetapkan hukum sebe- 
lum adanya “i/lah-nya, 


2) Far'u tidak mempunyai ketentuan tersendiri yang menurut 
ulama ushul figh apabila datang nas, giyas menjadi batal, 

3) “Iilah yang terdapat pada far'u harus sama dengan “illah 
yang terdapat pada ashal, 

4) Hukum far'uharus sama dengan hukum ashal. 

Syarat Ashal 

1) Ashal itu masih ada atau berlaku/tsabit, kalau tidak ada 
maka tidak dapat dijadikan ashal. Contoh khamar dalam 
Alguran, 

2) Persoalan yang ada pada asha/ harus hukum syara" bukan 
hukum akal atau hukum yang dihimpun oleh manusia, 

3)  Ashal bukan merupakan hukum pengecualian. 

Syarat Hukum Ashal 

1) Hukum asha/ merupakan hukum syara', 

2) Hukum ashal harus ma'gul al-ma'na (penetapan hukum 
yang rasional), 

3) Hukum ashal bukan yang mansukh (hukumnya sudah di- 
ganti atau tidak diberlakukan lagi), 

Syarat Tilah 

1) “Yilah harus tetap berlaku sebab “i//ah penentu adanya hu- 


kum. Ketika ada “1//ah, tentu ada hukum dan hukum men- 
jadi tidak ada jika “i//ah tidak ada, 
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2) 


3) 


“Ilah berpengaruh pada hukum. Artinya hukum harus ter- 
wujud ketika terdapat “i/lah. Sebab adanya “illah tersebut 
adalah demi kebaikan manusia, 

“Hlah tidak berlawanan dengan nas, jika berlawanan maka 


nas yang didahulukan. 


5. Macam-Macam Oiyas 


a. 


88 


Dilihat dari Kekuatan “Illah pada Far“udan Ashal 


1) 


2) 


3) 


Oiyas Aulawi yaitu “illah yang terdapat pada far'u lebih 
kuat daripada “i/lah yang terdapat pada ashal. Contohnya 
“illah memukul orang tua (far“u) lebih kuat daripada ber- 
kata kasar (ashal). 

Oiyas Musawi yaitu “illah hukum yang terdapat pada far'u 
sama kuatnya dengan “i/lah yang terdapat pada ashal. Con- 
tohnya “i/lah memakai, menggunakan, menghilangkan 
harta anak yatim (far'u) sama kuatnya dengan “i/lah mema- 
kan harta anak yatim (ashal). 

Oiyas Adna yaitu “illah hukum yang terdapat pada far'u 
lebih lemah dari “i/lah yang terdapat pada asha/. Misalnya 
menggiyaskan apel kepada gandum dalam menetapkan hu- 
kum riba fadhli dalam tukar menukar barang sejenis, “i/lah- 
nya sama-sama makanan. 


Dilihat dari Kejelasan “1llah 


1) 


Oiyas Jali memiliki dua kemungkinan. Pertama yaitu “illah 
dari giyas ini sudah ditetapkan dalam nas bersamaan de- 
ngan ashal, seperti meng-giyas-kan memukul orang tua 
kepada berkata kasar pada orang tua. Kedua, ada juga “1l- 
Jah-nya tidak disebutkan dalam nas, tetapi dipastikan tidak 
ada pengaruh perbedaan antara far'u dengan asha! seperti 
meng-giyas-kan kebolehan perempuan melaksanakan sha- 
lat gashar kepada kebolehan laki-laki dalam meng-gashar 
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shalat ketika melakukan perjalanan. O'iyas ini melingkupi 
giyas aulawi dan giyas musawi. 

2) Oiyas Khafi adalah “illah-nya tidak disebutkan dalam nas. 
Contohnya meng-giyas-kan pembunuhan menggunakan 
benda berat kepada pembunuhan menggunakan benda ta- 
jam dalam memberlakukan gishash. “Illah keduanya sama- 
sama membunuh dengan sengaja dan telah ada bibit permu- 
suhan. Pada giyas khafi ini “illah pada ashal (pembunuhan 
dengan benda tajam) lebih kuat dari “illah far“u (pem- 
bunuhan dengan benda berat). Oiyas yang termasuk pada 
kategori ini adalah giyas Adna. 


6. Perbedaan “I/lah dan Hikmah 
a. “Illah merupakan motif dibentuknya suatu hukum atau 
suatu sifat yang menandai atau menjadi tanda adanya hu- 
kum atau penyebab bahkan yang melatarbelakangi adanya 
hukum. Jadi “7//ah ada sebelum adanya hukum dan adanya 
“illah menjadikan adanya hukum. Jika tidak ada “7//ah maka 
tidak ada hukum: 


b. Cara membaca atau mencari “i//ah adalah diawali dengan 
bertanya “mengapa” atau “kenapa”. Jawabannya adalah 
“karena”. Contoh mengapa Allah mengharamkan minum 
khamar. Jawabannya karena di dalam khamar ada zat yang 
memabukkan (“illah), 


c. Hikmah merupakan manfaat yang didapatkan setelah ada- 
nya hukum. Manfaat tersebut berupa kemaslahatan untuk 
manusia. Oleh karena itu adanya hikmah itu adalah setelah 
adanya hukum, karena itu hikmah bukan sebagai penyebab 
adanya hukum, 

d. Cara membaca atau mencari hikmah adalah diawali dengan 
bertanya “apa tujuan” atau “untuk apa”. Jawabannya ada- 
lah “untuk, supaya, agar”. Contoh apa tujuan Allah mela- 
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rang manusia makan harta riba. Jawabannya supaya atau 
agar manusia makan atau menggunakan harta yang halal. 


7. Kehujjahan Metode Giyas 

a.  Jumhur ulama ushul figh sepakat bahwa giyas merupakan 
metode yang dijadikan untuk menggali hukum Islam, bah- 
kan syari pun menganjurkan atau menuntut untuk meng- 
gunakan giyas, 

b. Ulama Murtazilah dari Irak berpandangan bahwa giyas baru 
dapat digunakan apabila “i//ah status hukum suatu peris- 
tiwa disebutkan dalam nas dan hukum far'u lebih utama 
daripada ashal. 


c. Kalangan Zhahiriyah berpandangan bahwa giyas memang 
boleh, tetapi tidak ada satu pun nas yang mewajibkannya, 
karena itu mereka menolak giyas, 


d. Syi'ah Imamiyah dan an-Nazzam (mw'tazilah) giyas tidak 
dapat dijadikan sebagai metode untuk menggali hukum dan 
tidak wajib pula digunakan. 


8. Cara Menggunakan Metode Oiyas 
Cara menggunakan metode giyas dalam penetapan hukum 
adalah: 


a. Buat tabel yang terdiri dari far'u, ashal, hukum ashal dan 
“illah sebagaimana tabel di bawah ini, 


b. Persoalan-persoalan baru atau yang tidak dan belum dite- 
mukan hukumnya diletakkan pada bagian far w, 


c.  Persoalan-persoalan sebagaimana pada huruf b, dicari per- 
samaannya dengan persoalan-persoalan yang telah ditetap- 
kan nas. Jika ditemukan maka diletakkan pada bagian ashal. 
Namun jika tidak ditemukan, kemungkinan besar tidak bisa 
dijawab atau dianalisis atau diselesaikan melalui metode 


giyas, 
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Cari dan kaji hukum yang terdapat pada asha/ khususnya 
berkaitan dengan hukum taKfifi seperti wajib, sunnah, ha- 
ram, makruh atau mubah. Status hukum ini diletakkan di 
bagian hukum ashal. Namun hal ini bisa dilakukan ketika 
ashal memang benar-benar ada, 

Hal yang terpenting adalah pengkajian terhadap “i//ah, apa- 
kah “i/lah yang terdapat pada far'u ada kesamaan dengan 
“illah yang terdapat pada ashal. Jika “illah-nya tidak sama 
atau hal yang berbeda maka persoalan tersebut tidak bisa 
diselesaikan melalui metode giyas. Tentu harus menggu- 
nakan metode lain yang lebih tepat untuk menjawab perso- 
alan itu. 


Contoh penggunaan metode giyas. 


Far'w/Furu" Ashal | Hukum Ashal Tilah 
Jenis-jenis atau Khamar Haram Adanya zat 
macam miras, nar- yang 
koba & narkotika memabukan 
Beras, jagung, sagu | Gandum, | Boleh Makanan pokok 

kurma dan 

mengenyangkan 

Memukul, menem- | Berkata Haram Menyakitkan 
peleng, menendang | kasar 
orang tua 
Memakai, meng- Memakan | Haram Zhalim 
gunakan, menghi- | harta 
langkan harta anak | anak 
yatim yatim 
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C. Metode Istihsan 


Pengertian Metode Istihsan 

Istihsan Www - | secara bahasa berarti “menganggap 
adanya suatu kebaikan”. Maksudnya “mencari yang paling baik un- 
tuk diikuti (diterapkan) karena pada dasarnya diperintahkan untuk 
melakukannya”. 

Pengertian secara terminologi adalah meninggalkan giyas jali 
untuk melakukan giyas khafi karena pengaruh hukum giyas khafti 
lebih kuat dari giyas jali. 

Pengertian lainnya adalah “mengamalkan di antara dua dalil 
yang lebih kuat” atau “berpindahnya dari satu dalil ke dalil yang lain” 
atau “meninggalkan suatu dalil dengan cara pengecualian” atau 
“memberlakukan kemaslahatan juz 7 ketika berhadapan dengan ke- 
tentuan umum”. 


Dasar Hukum Metode Istihsan 
O.S. al-Bagarah: 185 


ek Kap Ip MANA ha 


“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghen- 
daki kesukaran bagimu...” 


O.S. az-Zumar: 18 


akte da Ip data Td 


“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti 
apa yang paling baik di antaranya...” 


O.S. az-Zumar: 55 
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“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu...” 


Tujuan Akhir dari Istihsan 

Tujuan akhir dari istihsan adalah untuk kemaslahatan dan me- 
nolak kemudaratan. Terdapat sebuah riwayat dengan sanad Shahih 
walaupun mauguf yaitu sampai pada Abdullah ibn Mas ud: 


“Apa saja yang baik menurut orang-orang muslim baik maka 
baik pula menurut Allah dan sebaliknya apa saja yang menurut orang- 
orang muslim buruk maka buruk pula menurut Allah”. 


4. Macam-Macam Istihsan 

a.  Istihsan bi an-nash yaitu istihsan berdasarkan ayat atau hadis. 
Misalnya menurut ketentuan umum orang yang makan minum 
sewaktu berpuasa adalah batal. Namun hal ini dikecualikan oleh 
hadis Nabi bahwa orang yang makan minum sewaktu berpuasa 
karena lupa tidak membatalkan puasanya, 


b. Istihsan bi al-ijma' yaitu istihsan berdasarkan ijma". Contohnya 
jual beli inden atau memesan untuk dibuatkan suatu barang 
kepada perusahaan atau pengrajin (istishna'). Dalam giyas, akad 
ini tidak dibolehkan karena di waktu akad barang masih belum 
ada, tetapi menurut istihsan praktik ini dibolehkan karena selalu 
dilakukan di sepanjang zaman, sementara ulama pun tidak 
mengingkari yang akhirnya menjadi konsensus, 

c.  Istihsan bi al-giyas al-khafi yaitu istihsan berdasarkan giyas al- 
khafi. Misalnya terkait dengan tanah wakaf. Dalam giyas jali 
tanah wakaf sama dengan jual beli karena pemilik telah memin- 
dahkan hak miliknya, sehingga setiap orang yang lewat atau 
mengalirkan air melalui tanah tersebut mesti minta izin kepada 
penerima wakaf. Ini menyulitkan yang akhirnya giyas jali ini 
ditinggalkan untuk melaksanakan giyas khafi dengan akad sewa 
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menyewa sehingga siapa pun dapat lewat di lahan ini atau meng- 
alirkan air melewati lahan tersebut: 


d. Istihsan bi al-mashlahah yaitu istihsan berdasarkan kemasla- 
hatan. Misalnya bolehnya dokter melihat aurat perempuan da- 
lam berobat, 


e.  Istihsan bi al-dharurah yaitu istihsan karena keadaan darurat. 
Misalnya sumur yang kemasukan najis cukup ditambah bebera- 
pa galon air agar menjadi suci kembali, karena sangat sulit me- 
ngeringkan sumur terlebih lagi sumur yang sumbernya mata air, 


f.  Istihsan bi al-“urf yaitu istihsan berdasarkan “urf atau adat ke- 
biasaan. Contohnya penggunaan tempat mandi umum yang ti- 
dak ditentukan berapa lama di dalamnya dan berapa banyak air 
yang dipakai. Jika ditentukan untuk mengetahui pembayaran 
jasanya akan mendapatkan kesulitan karena kebutuhan masing- 
masing orang berbeda-beda. Karena itu pembayarannya pun se- 
suai dengan kebiasaan yang berlaku. 


Kehujjahan Metode Istihsan 
Mayoritas ulama menggunakan istihsan sebagai dalil atau me- 
tode dalam menjawab persoalan-persoalan baru dalam hukum Islam. 


Imam Syafi'i sendiri tidak menyebutkan istihsan sebagai salah 
satu dalil atau metode dalam mazhabnya, tetapi bukan berarti ia 
menolak secara mutlak. Ia hanya memperketat penggunaan istihsan 
agar tidak digunakan untuk kepentingan individu, kesenangan dan 
hawa nafsu serta menetapkan hukum tidak berdasarkan dalil yang 
kuat. Penjelasan di atas adalah maksud ucapan imam Syafi'i“ si 
A3 8” yang artinya “siapa yang ber-istihsan maka ia telah membuat 
syari atatau agama baru”. 

Beberapa dari kalangan ulama menilai bahwa Imam Syafi'i se- 
benarnya juga menggunakan istihsan. Hal ini dapat dilihat beberapa 
kali beliau menggunakan kata istihsan secara langsung dalam men- 
jawab persoalan hukum Islam atau menggunakan kata lain “asta- 
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hibbu dzalik— & 4” yang menurut Imam al-Sarakhsi tidak ada 


bedanya dengan “astahsinu - ,.i. 


6. Cara Menggunakan Metode Istihsan 

a. Terapkan kasus-kasus hukum yang dihadapi dengan beberapa 
macam istihsan yang disebutkan di atas. Sebagaimana diketahui 
tidak semua persoalan relevan untuk dikaji oleh satu metode. 
Bisa jadi ada kasus-kasus hukum yang relevan untuk dikaji oleh 
suatu metode, tetapi oleh metode yang lain tidak relevan, tidak 
cocok atau bahkan bertentangan. Oleh karena itu, hasil kajian 
yang diperoleh sepertinya sangat didukung oleh kepiawaian 
yang menggunakan metode, 


b. Khususnya berkaitan dengan pengertian giyas di atas yaitu 
meninggalkan giyas jali untuk melakukan giyas khafi karena 
pengaruh hukum giyas khafi lebih kuat dari giyas jali dapat di- 
contohkan kembali sebagai berikut: 


5 9 Hukum g 
Far'w/Furu Ashal Ana Tilah 
Mencatat akad Mencatat akad | Wajib Adanya 
nikah utang piutang akad dan 
(bisnis secara transaksi 
umum) 


Penjelasan: 


Pencatatan akad nikah diletakkan sebagai far'u karena ia 
memang persoalan baru dan tidak disebutkan dalam nas. Pen- 
catatan akad bisnis diletakkan di asha/ karena memang dise- 
butkan dalam nas yaitu pada O.S. al-Bagarah: 282. Hukum ashal 
pencatatan bisnis sebenarnya sebagai petunjuk, tetapi untuk za- 
man sekarang pencatatan transaksi bisnis adalah sebuah keha- 
rusan. Oleh karena itu ditulislah hukumnya wajib. Motif atau 
“illah dari pencatatan bisnis ini adalah karena adanya akad dan 
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transaksi yang begitu juga pada akad nikah. Bahasa lainnya, 
bisnis saja harus dicatat, apalagi akad nikah. Inilah kajian yang 
diproses melalui giyas jali. 

Pertanyaannya mengapa giyas jali ini harus ditinggalkan. 
Jawabannya karena dari proses giyas jali ini seakan-akan me- 
nimbulkan kesan perempuan seperti atau sama dengan barang. 
Oleh karena itu melalui kajian giyas khafi bahwa akad nikah 
memang harus tetap dicatat sebagaimana pencatatan bisnis. 
Hanya saja perbedaannya bahwa akad nikah bukan transaksi bis- 
nis semata dan perempuan pun juga bukan barang. Perempuan 
punya hak dan kewajiban yang seimbang dalam rumah tangga. 


Catatan: 


Dapat dikatakan, jika hasil hukum dari giyas jali sepertinya 
menimbulkan problem baru atau problem lainnya bahkan mung- 
kin sebuah kemudaratan, maka langkah yang dilakukan adalah 
menggunakan giyas khafi. 


c. Khususnya berkaitan dengan pengertian giyas lainnya yaitu 
“mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat” atau “berpin- 
dahnya dari satu dalil ke dalil yang lain” atau “meninggalkan 
suatu dalil dengan cara pengecualian” atau “memberlakukan ke- 
maslahatan juz'7 ketika berhadapan dengan ketentuan umum”, 
maka penerapan dari pengertian ini adalah sama seperti contoh 
pada istihsan bi al-mashlahah, sama juga dengan contoh istihsan 
bi al-dharurah dan sama juga dengan contoh Istihsan bi al- urf, 


Contoh lainnya dalam Alguran disebutkan bahwa “bagian 
satu orang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perem- 
puan”. Dalilnya adalah 9.S. an-Nisa: 11-12. Namun karena be- 
berapa alasan yang tentunya juga berlandaskan dalil baik dari 
Alguran, Hadis atau kaidah-kaidah ushul figh, akhirnya bagian 
anak laki-laki dan perempuan bisa saja sama besarnya atau bah- 
kan bagian anak perempuan lebih besar dari anak laki-laki. Na- 
mun semua ini tidak hanya sekedar meraih kemaslahatan tetapi 
memang dihasilkan dari pertimbangan dan kajian yang maksi- 
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mal seperti halnya konsep ish/ah dalam pembagian harta waris 
yang pernah ditawarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al- 
Banjari. 

Begitu juga saksi perempuan perempuan. Dalam Alguran 
saksi adalah dua orang laki-laki dan jika tidak ada dua orang la- 
ki-laki ini maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perem- 
puan. Dalil ketentuan ini terdapat pada O.S. al-Bagarah: 282. 
Namun bagaimana jika yang menjadi saksi ini seorang perem- 
puan dan ternyata hanya ia yang ahli misalnya di bidang terse- 
but. Berdasarkan keahlian ini maka ia menjadi dalil tentang bo- 
lehnya satu orang perempuan menjadi saksi, tanpa ditambah 
saksi-saksi yang lain. 


D. Metode Mashlahah 


1. 


Pengertian dan Maksud Metode Mashlahah 
Mashlahah berasal dari timbangan bs /-y --- diartikan 


sebagai -LJ yaitu “kebaikan” atau ».wx- yaitu “kebalikan dari 
kerusakan”. Ada juga yang memahami Mashlahah ini sebagai 1. 
yaitu “sesuatu yang bermanfaat”. 


Sesuatu yang mengandung kebaikan atau manfaat adalah sebuah 
istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media- 
media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. 


Lawan dari manfaat adalah kerusakan (:x.:-) atau mudarat (2) 


yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, 
kepedihan dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemu- 
daratan tersebut. 


Oleh karena itu mashlahah adalah “mengambil kemaslahatan 
atau menolak kemudaratan yang dengan penolakan ini manfaat atau 
kemaslahatan pun dapat dicapai”. Kesimpulan ini sejalan dengan pe- 
mahaman para ulama bahwa mashlahah adalah sebuah dalil atau 
metode yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis suatu 
kemaslahatan dan kemudaratan dalam ruang lingkup hukum Islam. 
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Proses di atas dilakukan baik digali dari sumber hukum Islam 
(Alguran dan Hadis) dengan menggunakan metode deduktif atau pun 
digali dari sumber empiris dengan menggunakan metode induktif. 
Namun tetap fokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu 
kemudaratan beserta media-media yang menyertainya 


Mempertimbangkan kembali masih mutlaknya konsep mashla- 
hah, di antara para ulama ushul figh ada yang membatasi kemasla- 
hatan tersebut. kemaslahatan yang dimaksud yaitu hanya pada peme- 
liharaan maksud-maksud syara" yaitu pemeliharaan agama, akal, 
jiwa, keturunan dan harta. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa setiap 
kegiatan yang terkandung di dalamnya untuk memelihara kelima hal 
ini, disebut mashlahah dan jika yang dilakukan sebaliknya maka 
termasuk mafsadah (kerusakan). 


Macam-Macam Metode Mashlahah 


a. Dilihat dari Eksistensi Mashlahah sebagai Metode 
Dilihat dari eksistensinya sebagai metode, mashlahah ter- 
bagi kepada tiga yaitu mashlahah mu'tabarah, mashlahah mul- 
ghah dan mashlahah mursalah sebagai berikut: 


1) Mashlahah mu'tabarah adalah nilai kemaslahatan dalam 
suatu persoalan didukung oleh syara“. Dalam bahasa lain 
kemaslahatannya didukung syara". Mashlahah mu'tabarah 
terbagi kepada dua yaitu al-munasib al-mu'atstsir dan al- 
munasib al-mula'im. 

a) Al-munasib al-mu'atstsir adalah adanya petunjuk se- 
cara langsung dari syari terhadap kemaslahatan suatu 
persoalan. Misalnya larangan berhubungan badan de- 
ngan istri yang sedang haid karena darah haid mengan- 
dung penyakit sebagaimana disebutkan dalam Algur- 
an, 2: 222) 

b) Al-munasib al-mula'im adalah tidak ada petunjuk se- 
cara langsung dari syari" baik dalam bentuk nas mau- 
pun ijma' tentang kemaslahatan yang dimaksud. Ken- 
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dati pun ada tetapi hanya petunjuk tidak langsung. 
Misalnya perwalian orang tua terhadap anak perem- 
puannya dengan alasan belum dewasa. Hal inilah yang 
menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan hal 
tersebut yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. 


2) Mashlahah Mulghah yaitu nilai kemaslahatan dalam suatu 
persoalan tidak didukung atau bertentangan dengan sya- 
ra“ sehingga kemaslahatannya pun ditolak. Di sini akal me- 
mandang bahwa adanya kemaslahatan dalam suatu persoal- 
an bahkan kemaslahatannya kuat serta beralasan. Sayang- 
nya kemaslahatan yang ditetapkan akal ini walaupun terli- 
hat kuat tetapi bertentangan dengan syara" atau tidak seja- 
lan dengan syara'. 


Contoh: 


a) Misalnya berlebih-lebihan dalam beragama khususnya 
melaksanakan ibadah. Kondisi ini cenderung membuat 
seseorang menyampingkan kehidupan dunia misalnya 
tidak berumah tangga karena beranggapan dapat men- 
jauhkan diri dari Tuhan. Dengan tidak berumah tangga 
seseorang dapat beribadah sepanjang hari dan malam 
tanpa istirahat. Pandangan itu secara akal dapat diteri- 
ma, tetapi bertentangan dengan kehendak syara" yang 
menyatakan tidak ada kerahiban di dalam Islam. 


Hadis Nabi 


Pi AAN “ Jas, 2213 281 Ie BH S 


(se 38) 


Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag Lo. 99| 


“Dari Anas bin Malik ra., bahwasannya Nabi saw 
memuji dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, “Teta- 
pi aku pun shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi 
wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnah- 
ku, maka ia tidak mengikuti jalanku.” (Muttafag 
“Alaih). 

b) Contoh lainnya, pernah ahli hukum Islam Laits ibn 
Sa'ad al-Maliki menetapkan hukuman puasa dua bulan 
berturut-turut pada seorang penguasa waktu itu yang 
melakukan hubungan badan dengan isterinya di siang 
hari Ramadhan. Padahal dalam hadis Nabi hukuman 
bagi pelaku adalah memerdekakan budak, puasa dua 
bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang fakir 
miskin. (H.R. Bukhari dan Muslim). Walaupun tin- 
dakan Laits ini dapat dipahami untuk memberi efek 
jera, tetapi menurut ulama waktu itu putusan ini ber- 
tentangan dengan syara". Harusnya hukuman pada pe- 
nguasa tersebut bertahap sebagaimana dalam hadis 
Nabi yang maksudnya disebutkan di atas, 


c) Termasuk juga disebut mashlahah mulghah adalah 
penyamaan bagian waris antara anak laki-laki dan pe- 
rempuan sebagaimana yang menjadi contoh istihsan 
sebelumnya. Walaupun memiliki kemaslahatan yang 
kuat tetapi karena bertentangan dengan O.S. an-Nisa: 
11-12 maka kemaslahatan tersebut tidak dapat diteri- 
ma. Adanya perbedaan pandangan dengan metode is- 
tihsan sepertinya karena mashlahah mulghah lebih fo- 
kus melihat bertentangan dan tidak bertentangannya 
suatu kemaslahatan dengan nas, sementara istihsan se- 
bagaimana disebutkan sebelumnya lebih melihat ke 
pengaruh hukum yang lebih kuat. 


Oleh karena itu, hasil kajian dari suatu persoalan 
hukum sepertinya tergantung kepada para pengguna 
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metode. Jika ia lebih cenderung menggunakan mash- 
lahah mulghah maka pemikiran-pemikiran kemasla- 
hatan ada yang menjadi tertolak. Namun jika peng- 
guna lebih cenderung menggunakan metode istihsan 
bisa jadi hasilnya lebih maslahat dan dibolehkan. 


3)  Mashlahah mursalah atau al-istishlah yaitu menurut per- 
timbangan akal adanya suatu kemaslahatan atau kebaikan 
dalam suatu persoalan dan dipandang sejalan pula dengan 
kehendak syara". Persoalannya hanya kemaslahatan terse- 
but tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syara'. 


Bahasa sederhananya mashlahah mursalah ini adalah 
tidak ada ketegasan nas mendukung atau menolak kemas- 
lahatan suatu persoalan. Kedudukan kemaslahatan dalam 
mashlahah mursalah ini ada di antara didukung dan tidak 
didukung oleh nas. Untuk mengetahui kedudukannya se- 
cara pasti maka diperlukan penelitian dan pengkajian untuk 
mengetahui apakah sejalan dengan kehendak syara" atau 
sebaliknya. Salah satu cara melakukan kajian tersebut ada- 
lah menggunakan metode induktif terhadap berbagai nas 
yang kemudian diakhiri dengan konklusi terhadap kajian 
tersebut. Misalnya ingin mengetahui seberapa besar peng- 
hargaan Alguran terhadap perempuan, maka dilakukan ka- 
jian induktif terhadap Alguran untuk mengidentifiaksi dan 
mengumpulkan ayat-ayat tentang hubungan laki-laki dan 
perempuan. Ternyata ditemukan beberapa ayat Alguran 
yang mendukung emansipasi perempuan. Oleh karena itu 
dapat digeneralisasikan bahwa Alguran mendukung adanya 
persamaan laki-laki dan perempuan. Inilah yang disebut 
kajian induktif. 

Contohnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan 
manusia sekarang yang dipandang memiliki nilai kemas- 
lahatan, seperti menyusun berbagai peraturan, membangun 
berbagai lembaga di berbagai bidang, membuka berbagai 


Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 201 | 


bisnis terlebih lagi di zaman yang sudah banyak mengan- 
dalkan teknologi seperti saat ini, tentu banyak bisnis yang 
bermunculan, termasuk juga muncul berbagai macam pem- 
bayaran baik dalam bisnis atau dalam sosial keagamaan. 
Terlebih lagi dalam hukum keluarga dan termasuk juga 
dalam bidang ketatanegaraan serta perpolitikan atau bidang 
lainnya banyak persoalan yang dapat dikaji melalui mash- 
lahah mursalah. 


b. Dilihat dari Kualitas dan Kepentingan sebagai Metode 
Dilihat dari kualitas dan kepentingan sebagai metode, 
mashlahah terbagi kepada tiga yaitu mashlahah dharuriyah, 
mashlahah hajiyah dan mashlahah tahsiniyah. 


1) Mashlahah dharuriyah adalah kemaslahatan primer atau 
sangat penting. Kemaslahatan ini merupakan kepentingan 
esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau pa- 
ling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan pri- 
mer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama 
atau pun kemaslahatan dunia. 


Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi maka 
akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemuda- 
ratan) sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan 
manusia menjadi cidera, cacat bahkan sampai pada kema- 
tian. Oleh karena itu 5 (lima) hal tentang memelihara aga- 
ma, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat berkaitan 
dengan kebutuhan primer ini. Kelima unsur ini merupakan 
kebutuhan primer untuk dipelihara dan untuk mengetahui 
posisinya masing-masing diperlukan penelitian (al-istigra, 
induktif) dan pencarian dalil oleh setiap orang di berbagai 
tempat dan waktu, 


2) Mashlahah hajiyah yaitu kemaslahatan sekunder atau ke- 
maslahatan pendukung dari kemaslahatan primer. Diperlu- 
kannya kemaslahatan ini untuk menghindari kesulitan (1na- 
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syaggah) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka 
tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya 
mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat ke- 
maslahatan hajiyah ini diperlukan adanya rukhshah (dis- 
pensasi atau keringanan). Contoh 

3)  Mashlahah tahsiniyah yaitu kemaslahatan tersier atau ke- 
maslahatan penunjang/pelengkap atau juga disebut sebagai 
penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabi- 
la tidak terpenuhi maka tidak berakibat pada kesulitan dan 
terlebih lagi tidak mengakibatkan kecacatan, kerusakan 


serta kematian. 


Syarat-Syarat Kemaslahatan 

a.  Kemaslahatan suatu persoalan yang dikaji mesti termasuk per- 
soalan yang primer (dharuriyah) atau persoalan yang terkait 
dengan kebutuhan primer, 


b.  Kemaslahatannya dapat dipastikan ada (gath 7), bukan termasuk 
khayalan atau dalam bentuk prediksi, 

c.  Kemaslahatan yang dikandung dapat diterima oleh akal sehat 
(una gul), 

d.  Kemaslahatannya universal atau menyeluruh (kul/i) ke setiap 
lapisan masyarakat, 


e. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan nas 
dan ijma' 


Beberapa Kaidah yang Berhubungan dengan Metode Mashlahah 
APU Hodkas Ia KM 


“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat” 


Lapis SL Ino Lagalesi 29) Ubakada 2S ISI .b 
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“apabila dua kerusakan (kemudaratan) bertentangan maka yang 
perlu diperhatikan adalah mana yang lebih besar mudaratnya dengan 
cara memilih mudarat yang terkecil”. 


de He & 2Ikia Jumlah! sy :€ 


“Menolak kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan daripada 
mengambil kemaslahatan”. 


MBS mi Lha do d 
“hal-hal darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”. 
Amal byia kj Is AYI SB rai .€ 


“segala kebijakan pemimpin atas rakyat harus berpijak pada 
kemaslahatan”. 


SLo il Vila mel AI Elo SI. 


“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas 
dan apabila suatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit ”. 


A2 ta 0 io dl Ialah er Inai JS g 


“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau 
menolak kemaslahatanadalah dilarang”. 


Cara Menggunakan Metode Mashlahah 
a. Tentukan dan pelajari terlebih dahulu bahwa suatu persoalan 
yang dihadapi relevan dikaji dengan metode mashlahah, 


b. Lihat juga apakah persoalan yang dikaji masuk dalam wilayah 
mashlahah mu'tabarah, mashlahah mulghah bahkan mashlahah 
mursalah. Termasuk juga apakah persoalan itu merupakan per- 
soalan dalam kemaslahatan dharuriyah, hajiyah atau tahsiniyah, 


c. Kajian dapat disinergikan dengan metode-metode yang lain, 
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d. Perkuat kajian yang menggunakan metode mashlahah dan lain- 
nya dengan kaidah-kaidah baik kaidah dari metode tersebut atau 
kaidah yang memang berasal dari kaidah-kaidah figh, 


e. Terapkan juga hasil kajian dengan syarat-syarat kemaslahatan. 
Di sini hampir dipastikan akan muncul berbagai interpretasi da- 
lam memahami bertentangan atau tidak bertentangannya de- 
ngan hukum yang telah ditetapkan dalam nas dan ijma' 


f. Tetapkan status hukum yang dikaji. 


E. Metode “Urf 


Pengertian Metode “Urf 

“Urf diartikan sebagai 1» yaitu “tidak adanya penging- 
karan”. “Urfjuga diartikan “sesuatu yang dikenal oleh manusia baik 
dalam adat kebiasaan mereka atau dalam pergaulan mereka”. “Urf 
—sx— ajili yaitu “suatu kebiasaan yang dipandang baik” dan aw 


“berturut-turut” serta isi» “sebagai adat yang dipelihara”. 


“Urf yaitu “apa saja yang dikenal manusia dan mereka tetap 
memberlakukannya baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu 
yang berupa peninggalan dan ia disebut sebagai adat”. 


“Urfadalah suatu kebiasaan (adat) yang dikenal (a/-ma rufj ma- 
syarakat luas sehingga kebiasaan tersebut dilakukan atau diucapkan 
secara terus menerus atau berulang-ulang (“adah - adat). Oleh karena 
itu pada dasarnya tidak ada perbedaan antara “urf dan adat. “Urf 
adalah sebagaimana diartikan di atas dan adat berasal dari bahasa 
Arab yaitu 3A 4, »« sc yaitu “kembali atau berulang”. Suatu per- 
buatan yang dilakukan secara berulang-ulang maka akan dikenal 
dengan baik dan sebaliknya jika kenal dengan baik berarti ia dila- 
kukan secara berulang-ulang”. Oleh karena itu “urfdan adat adalah 
sama. 
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2. Pembagian Metode “Urf 


a. Dilihat dari Objek 
Jika dilihat dari objeknya, “urf dibagi kepada “urf gauli dan 

urf fi II. 

1)  “Urf gauliyaitu kebiasaan yang diucapkan oleh masyarakat 
seperti dalam kebiasaan orang Banjar di Kalimantan isteri 
dipanggil dengan sebutan ading dan suami dipanggil kaka. 
Hal lainnya seperti ucapan akad dalam jual beli, seperti kata 
tukarlah yang diucapkan pembeli dan kemudian dijawab 
penjual dengan kata jual, terima kasih, matur nuwun. Term- 
asuk “urf gauli juga adalah bersama-sama membaca Al- 
guran dan shalawat serta yang lainnya, 


2) “Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat se- 
perti melakukan tampung tawar, bapalas, mandi-mandi pe- 
ngantin, mandi-mandi tujuh bulanan, sungkeman, menun- 
dukkan badan ketika lewat di hadapan orang yang lebih tua, 
bersalaman sambil membaca shalawat setelah selesai ber- 
doa bersama seusai shalat, menggunakan baju gamis, sa- 
rung, celana, penggunaan kopiah putih atau hitam dan seba- 
gainya 


b. Dilihat dari Cakupan 
Jika dilihat dari cakupan “urfdibagi kepada “urf amm dan “urf 
khash. 


1)  Urf 'amm kebiasaan yang dilakukan secara umum oleh orang, 
seperti di kebiasaan-kebiasaan di Indonesia atau bahkan di dunia 
Islam. Misalnya kebiasaan berjual beli secara ta'athi (saling 
memberi tanpa melafalkan ijabdan gabul), transaksi dengan cara 
indent (salam), mudik lebaran, halal bi halal, dan lain seba- 
gainya, 

2)  “Urf khash adalah kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah 
atau di masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan di salah satu 
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Cc. 


daerah garis keturunan berdasarkan garis ibu. Kebiasaan dalam 
praktik-praktik keagamaan di masyarakat tertentu atau budaya- 
budaya di daerah tertentu. Adat kawin di berbagai suku misal- 
nya adat kawin Banjar, Dayak, Jawa dan lain-lain. Dalam dunia 
ekonomi ada juga kebiasaan bagi pedagang jika ada barang ca- 
cat, dan sebagainya. 


Dilihat dari Keabsahan 
Dilihat dari keabsahan, “urf dibagi kepada “urf shahih dan “urf 
fasid. 


l) “Urf shahih adalah kebiasaan yang diterima dalam Islam. Sya- 
ratnya: 


a) Kebiasaan atau tradisi suatu masyarakat tersebut dikenal 
secara luas oleh masyarakat itu, 


b) Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syara', 


c) Kebiasaan ini tidak menghalalkan sesuatu yang diharam- 
kan, 


d) Kebiasaan ini tidak membatalkan sesuatu yang wajib. 


2) “Urf fasid adalah kebiasaan yang rusak atau tidak diterima da- 
lam Islam karena tidak memenuhi persyaratan yaitu: 


a) Kebiasaan itu masih belum dikenal secara luas oleh masya- 
rakat itu: 


b) Kebiasaan ini bertentangan dengan syara', 
c) Kebiasaan ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan, 


d) Kebiasaan ini tidak membatalkan sesuatu yang wajib. 


Maksud tidak Bertentangan dengan Dalil Syara' dalam Metode “ Urf 

Suatu “urf tidak bertentangan dengan dalil syara“ maksudnya 
bukan berarti kebiasaan tersebut tidak punya dalil. Bisa saja tidak 
ada dalil secara eksplisit yang mendukung, tetapi bentuk dan isi dari 
kebiasaan itu sejalan dengan dalil syara“. Misalnya membaca shala- 
wat diiringi musik dari orgen tunggal. Membaca shalawat ada dalil- 
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nya, tetapi memakai orgen tidak ada dalil, tetapi membaca shalat 
menggunakan orgen tunggal bukan berarti bertentangan dengan sya- 
ra' asalkan masih dalam batas-batas kewajaran dan tetap menjaga 
etika dan kesopanan. 


4. Maksud Bertentangan dengan Dalil Syara" dalam Metode “ Urf 
Bertentangan dengan dalil syara" bukan berarti harus ada dalil 
yang menyebutkannya, tetapi bisa saja kebiasaan itu memang berten- 
tangan dengan dalil syara" secara umum. 


5. Ketika Orang Bertanya Mana Dalilnya 
Ada orang bertanya: “mana dalilnya yang membolehkan per- 
buatan anda, kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh anda lakukan 
itu”. 
Jawabannya bisa beragam: 


a. Jawab dan cari dalil-dalil dasar yang berkaitan dengan yang di- 
lakukan. Misalnya dalil membaca shalawat dari Alguran dan Ha- 
dis, dalil berdzikir, dalil membaca Alguran, dalil membaca tah- 
lil, dalil memperingati hari-hari besar dalam Islam dan sebagai- 
nya, 

b. Jika yang bertanya masih mempertanyakan bahwa shalawat 
memang ada dalilnya tetapi kalau shalawatan, dzikiran, tahlilan, 
yasinan, tadarrusan dan lainnya (ada tambahan an di akhir kata 
seperti shalawat menjadi shalawatan yang maksudnya adalah 
membaca shalawat secara bersama-sama) adalah tidak memiliki 
dalil. Pertanyaan ini tentu dapat dijawab di samping sebagai 
tradisi untuk berkumpul bersama sekaligus melakukan silaturah- 
mi juga ditemukan riwayat yang menjadi conoth. Ada sebuah 
riwayat (ae Je Rp3 oa yel Sena ce SAI Kaya pay ol kes Al ga) Lake ox Alas 
(Won) An de AI Jo )) dari Abdullah Ibn Abbas bahwa berdzikir 
bersama dengan suara yang nyaring sudah ada sejak masa Nabi 
Muhammad SAW. Berarti shalawatan, dzikiran dan lainnya 
memiliki contoh dan bukan hal yang mengada-ada, 
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Begitu juga kalau ada yang bertanya mengapa kok bisa- 
bisanya menentukan amalan-amalan tertentu di waktu-waktu 
tertentu misalnya membaca surah Yasin di malam Jumat. Per- 
tanyaan seperti ini bisa dijawab di samping tradisi atau kebia- 
saannya masyarakat kumpul bersama dan atau hanya malam 
Jumat masyarakat bisa berkumpul untuk beramal di malam Jum- 
at sehingga terjalin silaturahmi juga ada riwayat yang dapat 
dijadikan contoh. Contoh yang dimaksud adalah adanya riwayat 
yang diriwayatkan Bukhari tentang kebiasaan Rasulullah datang 
ke Masjid Ouba setiap hari Sabtu baik menggunakan tunggang- 
an atau pun berjalan (25) J8, bl oom SAB anuaa Gb dag le Al Io 08 
(21). Hadis #7 ini menjadi dalil bolehnya menentukan hari- 
hari tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu, terma- 


suk membaca surah Yasin di setiap malam Jumat: 


c. Kata dalil, sebagaimana pernah dibahas tidak hanya bermakna 
sebagai sumber (Alguran dan Hadis), tetapi juga bermakna me- 
tode atau kaidah (ushul figh). Oleh karena itu ketika ada yang 
mempertanyakan mana dalilnya, maka dapat dijawab yang salah 
satunya bahwa “urf atau kebiasaan tersebut dapat dijadikan 
sebagai dalil. Selama kebiasaan ini tidak bertentangan dan bah- 
kan sejalan saja dengan syara" (baca kembali bahasan berten- 
tangan atau tidak bertentangan dengan syara" sebelumnya) ma- 
ka kebiasaan ini dapat dilakukan dan diteruskan. 


d. Jika yang bertanya masih bersikeras meminta dalil eksplisit 
tentang kebiasaan yang dilakukan dan tidak menerima beberapa 
jawaban yang disampaikan sebelumnya maka jabawan paling 
akhir adalah memberikan pertanyaan kepada penanya. Kurang 
lebih pertanyaan tersebut adalah: “mana dalilnya yang menya- 
takan perbuatan saya ini dilarang?. Dengan pertanyaan seperti 
ini dapat menunjukkan bahwa selama tidak ada dalil yang mela- 
rang maka boleh melakukannya”. 
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Ketika Ada Orang Berdalil Jika Hal itu Baik 
Biasanya ada juga orang yang mempertanyakan “ urfatau kebia- 
saan bahkan praktik keagamaan yang dilakukan dengan ungkapan “ 3 


dl sid le 5S” yang artinya “kalau pun hal itu baik maka ulama salaf 
sudah mendahului kita melakukannya”. 


Ungkapan tersebut muncul karena mereka terinspirasi dari fir- 
man Allah O.S. al-Ahkaf ayat 11: 


(NN 3 Y ) AI gita e GE 563 Iaial opa UAS ya! JB, 


Orang-orang yang kafir berkata tentang orang-orang yang ber- 
iman, “Sekiranya Alguran itu adalah sesuatu yang baik, tentu mereka 
tidak pantas mendahului kami (beriman) kepadanya... 


Ayat ini merupakan perkataan orang-orang kafir kepada orang- 
orang yang beriman. Mereka sebenarnya mengejek orang-orang ber- 
iman jikalau Alguran itu memang baik maka para pemimpin Ouraisy 
tidak akan didahului oleh kalangan kelas bawah seperti Bilal, “Am- 
mar, Suhaib dan sahabat lainnya untuk mengimani Alguran. Karena 
para elit kaum musyrikin tidak mengimani Alguran merupakan alas- 
an bahwa Alguran sebenarnya tidak baik. 


Berdasarkan ayat di atas sebagian masyarakat muslim yang ti- 
dak sependapat dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat Islam 
membuat logika sebagaimana ungkapan yang disebutkan di atas 
bahwa “Wlt—J1s 53” yang artinya “kalau pun hal itu baik maka 
ulama salaf sudah mendahului kita melakukannya”. Berarti sebagian 
masyarakat muslim ini sepertinya meng-giyas-kan orang-orang salaf 
disamakan dengan para elit kaum kafir Guraisy dalam melakukan 
mempercayai Alguran. @iyas ini sepertinya kurang pantas dan tidak 
tepat. Kaum kafir Guraisy adalah orang yang tidak beriman pada 
Alguran yang sebenarnya juga mengejek Alguran, sementara masya- 
rakat yang melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik keagama- 
an ini adalah orang yang beriman, orang yang membaca shalawat dan 
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membaca Alguran serta perbuatan baik lainnya. Hal inilah yang 
membuat peng-giyas-an tersebut tidak tepat. 


Selain itu zaman semakin berkembang dan setiap masa terjadi 
perubahan. Banyak kreasi yang yang ditemukan baik dalam sosial, 
muamalah dan lainnya. Kalau pun kreativitas ini harus mendapatkan 
contoh yang dilakukan orang-orang terdahulu maka hukum Islam 
tidak akan dapat berdialog dengan perubahan zaman. 


Hal yang sangat krusial dan yang perlu dipatri dalam pemikiran 
bahwa tidak semua yang baik di masa sekarang harus pernah dila- 
kukan pada masa sebelumnya. Bisa jadi karena perbedaan zaman, si- 
tuasi, kondisi, karakter dan perbedaan tempat membuat hal-hal yang 
baik tersebut juga berbeda dipahami sehingga dalam pengaplikasian 
hal-hal yang baik itu juga mengalami perbedaan. Bisa jadi juga 
kebutuhan untuk melakukan hal yang baik ini belum ada pada masa 
sebelumnya sehingga orang-orang terdahulu pun tidak melaku- 
kannya. Oleh karena itulah hal-hal yang baik itu bisa saja dilakukan 
pada masa sekarang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri telah menya- 
takan: 


Sbs bak CJ da ja dag A Atas Th SUN 3 Ga Hp 
Ia Meiga 38 Ela Mb UN Ga Uap AB Po Up YAA 
233 Pola o3 yaa Ol 8 yo cod Ip KP Ya 


“Siapa saja yang mencontohkan (memulai) sunah (perbuatan) 
yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala 
orang yang mengamalkan perbuatan tersebut setelahnya, tanpa me- 
ngurangi sedikit pun dari pahala mereka. Sebaliknya siapa saja yang 
mencontohkan perbuatan yang buruk maka ia menanggung dosa dari 
perbuatannya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, tanpa 
berkurang sedikit pun dari dosa mereka. (HR. Muslim).” 


Inti dari hadis ini adalah orang-orang yang membuatkan model- 
model kebaikan akan mendapatkan pahala. Pahala ini terus menerus 
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diperolehnya jika diikuti dan diamalkan oleh orang-orang sesudah- 
nya. Begitu juga sebaliknya jika membuat model-model keburukan. 


Hal yang harus ditangkap dari hadis di atas adalah diakuinya 
kreativitas dalam praktik keagamaan. Misalnya hal-hal baru dalam 
bidang keagamaan yang tidak ada di masa sahabat seperti pembu- 
kuan hadits secara besar-besaran, perkembangan ilmu pengetahuan 
keislaman yang tidak terhitung jumlahnya. Namun semua kaum 
muslimin menyepakati hal itu sebagai kebaikan yang tak boleh diper- 
masalahkan atas nama bid'ah atau atas nama apapun. Metode-me- 
tode baru dalam dunia ibadah mahdlahjuga berkembang, seperti me- 
tode membaca dan menghapal Alguran dengan cepat serta metode 
shalat khusyuk yang disosialisasikan bahkan dikomersilkan oleh se- 
bagian kalangan. 


Menjadikan kata “sunnah” untuk promosi bisnis juga tidak per- 
nah dilakukan para sahabat. Misalnya baju sunnah, celana sunnah, 
perumahan sunnah, kolam renang sunnah dan lainnya adalah hal yang 
seluruhnya baru. Apakah menggunakan kata sunnah untuk promosi 
bisnis seperti ini pernah diajarkan atau dilakukan para sahabat? 
Tentu sajatidak pernah, tetapi selama masih sejalan dan mengandung 
kebaikan maka penamaan tersebut pun boleh dilakukan. 

Jika tetap berpedoman dengan ungkapan (4 v3 le 58 3), maka 
Sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ash-Shiddig yang memandang baik 
untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, harusnya 
Rasulullah telah lebih dahulu memerangi mereka karena Rasulullah 
memiliki semangat yang luar bisa dalam menegakkan kebaikan, te- 
tapi pada kenyataannyatidak seperti itu. Begitu juga seandainya Abu 
Bakar menunjuk Umar secara langsung sebagai khalifah penggan- 
tinya sebelum ia meninggal adalah hal yang baik maka pasti Rasu- 
lullah sudah mendahuluinya dengan cara menunjuk Abu Bakar secara 
langsung untuk menjadi khalifah. Namun kenyataannya tidak seperti 
itu. Begitu juga ketika Umar menjadi khalifah. Ia menentukan pelak- 
sanaan shalat tarawih setiap malam Ramadhan setelah Isya. Begitu 
juga Umar mendirikan Baitul Mal. Kedua hal ini adalah baik dan 
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harusnya Abu Bakar sudah mendahului melakukannya, tetapi pada 
kenyataannya tidak seperti itu. 


Jawaban dari semua itu adalah pada waktu sebelumnya bisajadi 
belum dibutuhkan hal-hal yang baik itu dan pada masa berikutnya 
baru dibutuhkan. 


Pendapat Ulama terhadap Metode " Urf 
a. Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali (dalam bidang muamalah) 
menggunakan “ Urf 


b. Imam Syafi'i tidak ditemukan dalam metodologinya menggu- 
nakan “urf, tetapi dengan adanya gaul gadim dan gaul jadid 
sebenanya menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sebenarnya selalu 
melihat situasi dan kondisi yang artinya secara praktik ia me- 
nerima “ur£ 


Beberapa Kaidah “ Urf 
AK salad 


“Adat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hu- 
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kum . 
ASN Ran yaa pH SAN 


“tidak dipungkiri berubahnya hukum-hukum disebabkan adanya 
perubahan zaman dan tempat”. 


Aly selgal, Jlge Ng ASN, Zn jan ea, ga yan 


“Perubahan dan perbedaan fatwa dapat disebabkan karena 
perubahan zaman, perbedaan tempat, situasi kondisi, adat dan niat” 


by bal bp Sa 


“Yang baik menjadi “urfsebagaimana yang disyaratkan menjadi 
syarat” 
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KASI Cab Sab al 


“Yang ditetapkan berdasarkan “urf sama seperti yang ditetapkan 
berdasarkan nash” 


Ae and 3, Hal cal Je APN) 


“Memelihara tradisi atau kebiasaan yang lama yang masih baik 
dan mengambil tradisi atau kebiasaan yang baru yang paling baik ” 


9. Cara Menggunakan Metode “ Urf 
a. Tentukan terlebih dahulu apakah sesuatu yang dihadapi terma- 
suk dalam ranah kajian adat atau “urf 


b. Jikaia merupakan adat atau “urf, tentukan juga apakah ia seba- 
gai adat atau “urf khusus untuk di tempat itu saja atau berlaku 
secara umum, 


c. Setelah itumengkonfirmasikan adat atau “ urfitu dengan syarat- 
syarat adat atau “urf sehingga dapat dikategorikan sebagai adat 
atau “urf shahih atau fasid: 


d. Untuk menyatakan fasid atau shahih suatu “urf, maka sangat 
penting memahami secara mendalam tentang teori bertentangan 
atau tidaknya suatu “urf Begitu juga hal yang harus dikuasai 
adalah dalil (Alguran, Hadis atau ushul Figh) terlebih lagi ketika 
ada yang bertanya mana dalilnya. Selain itu, termasuk juga 
perlunya kematangan jawaban ketika ada yang mempersoalkan 
jika “urf itu baik kenapa tidak dilakukan ornag-orang sebelum 
kita, 

e. Gunakan kaidah-kaidah “urfuntuk mendukung hasil kajian, 


f. Menetapkan status hukum terhadap persoalan yang dihadapi. 
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F. Metode Dzari'ah 


Pengertian Metode Dzari ah 

Dzari'ah secara etimologi diartikan sebagai «1 “perantara, 
media atau suatujalan” atau . #! J1. “sebagai sebab (untuk menu- 
ju) kepada sesuatu”. Arti lainnya “apa-apa yang menjadi perantara 
dan menjadi jalan menuju sesuatu” atau “suatu jalan yang dapat 
menyampaikan kepada sesuatu yang lainnya”. 


Dzari'ah secara secara terminologi adalah 


Y,3 donlamn 3 Lee, ea) Lim 0s alga aa) SA Guk! ag E- 
Yes jl 
“perantara dan jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu 


baik sesuatu itu berbentuk kerusakan atau kebaikan, perkataan atau 
perbuatan”. 


Berdarkan pengertian ini dapat diphami bahwa dzari'ah meru- 
pakan media atau perantara yang dapat digunakan untuk menyam- 
paikan kepada suatu tujuan. Tujuan ini dapat berupa kemaslahatan 
individu ataupun universal. Tujuan juga dapat berupa keburukan, 
kesulitan dan kemudaratan individu ataupun universal. 

Media atau perantara yang menyampaikan kepada kebaikan di- 
bolehkan bahkan diwajibkan, sementara media atau perantara yang 
menyampaikan kepada kerusakan atau keburukan diharamkan. 


Dasar Hukum Metode Dzari ah 
KG san 2. Aa an - 3 PI sa La 


Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 


LN tag 


sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 
setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada 
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Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada 
mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. 


Ayat di atas melarang memaki-maki sembahan orang lain selain 
dari Allah, karena makian itu merupakan dzari'ah yang membawa 
atau mengantarkan pada keburukan dan kemudaratan. Kemudaratan 
tersebut berupa balasan makian yang lebih melampau batas dari 
makian sebelumnya. 


Pembagian Dzari'ah 
db LE GnjB AK Jet ab JS IA Tb 0 Tail, 
PA) nj Sh Vleg erle FEUI Bull, 


“Dzari'ah adalah apa-apa yang menjadi jalan menuju pada hal- 
hal kepada yang diharamkan atau menuju pada jalan yang diharam- 
kan. Jalan yang menuju pada yang haram maka hukumnya haram dan 
jalan yang menuju pada yang mubah maka hukumnya mubah serta 
hal-hal yang wajib tidak dapat ditunaikan secara sempurna tanpa 
dzari ah maka keberadaan dzari'ah itu pun juga wajib ada”. 


Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa 
dzari ah terbagi pada dua bagian yaitu: 
a. Suatu hal yang dapat mengantarkan kepada kebaikan disebut « 
kill (Sath adz-dzari'ah) yaitu boleh bahkan wajib dilakukan, 


b. Suatu hal yang dapat mengantarkan kepada keburukan disebut 
Isi a (sadd adz-dzari'ah) yaitu tidak boleh bahkan haram. 


Membaca Kemungkinan Baik dan Buruk sebagai Akibat Perbuatan 

Untuk membaca atau mengetahui adanya kemungkinan baik dan 
buruk sebagai akibat dari suatu perbuatan, maka ada tiga hal yang 
harus diperhatikan: 


a. Melihat tujuan dari suatuperkataan, perbuatan atau isyarat. Dari 
pembacaan ini dapat diketahui tujuan dan target yang ingin di- 
capai. Maksudnya dalam memahami suatu perkataan, perbuatan 
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atau isyarat harus melihat tujuan yang ingin dicapai. Untuk me- 
ngetahui tujuan tersebut adalah melalui indikasi-indikasi yang 
terbaca baik melalui perkataan, perbuatan atau isyarat. 


b. Proses pelaksanaan atau perwujudan dari suatu perkataan, per- 
buatan atauisyarat yang ketiganya sebagai dzari ah. Apakah da- 
lam proses ini ada sesuatu yang dapat menimbulkan atau mem- 
bawa pada kerugian, kemudaratan atau lainnya. 


c. Hasil (natijah) dari pelaksanaan atau perwujudan dari suatu per- 
kataan, perbuatan atau isyarat dzari'ah. Hasil yang dimaksud 
adalah akibat dari perkataan, perbuatan atau isyarat yang bisa 
berbentuk (xi 8) atau (aji). 


Ketiga hal itu dilihat sebagai satu kesatuan yang integratif. 
Jika melalui analisis-prediksi kuat diketahui sebuah tujuan ber- 
buah kemaslahatan atau baru diketahui setelah adanya hasil ma- 
ka pelaksanaan dzari'ah mesti dibuka secara luas. Namun apa- 
bila melalui analisis-prediksi yang kuat telah dapat diketahui tu- 
juan dari suatu tindakan berbuah kemudaratan atau baru dike- 
tahui setelah adanya hasil (natijah), maka pelaksanaan dzari'ah 
mesti ditutup serapat-rapatnya. 


Sikap Ulama terhadap Metode Dzari “ah 

Mazhab Maliki dan Hambali: menjadikan dzari'ah sebagai dalil 
atau metode dalam mazhab keduanya. Mazhab Hanafi dan Syafi'i 
sebenarnya menggunakan dzari'ah tetapi terbatas pada persoalan- 
persoalan tertentu dan pada persoalan lainnya mereka tidak menggu- 
nakan dzari'ah karena menurut mereka adanya argumentasi lain yang 
lebih kuat seperti metode giyas, istihsan dan metode lainnya. 


Terlepas dari berbagai perbedaan, yang jelas dzari'ah layak se- 
bagai dalil atau metode penetapan hukum Islam. Kelayakan ini ka- 
rena berdirinya metode ini disamping didukung dari metode induk- 
nya yaitu mashlahah juga berdasarkan nas-nas yang tampaknya telah 
terlebih dahulu mengungkapkan walaupun tidak menamakannya 
sebagai dzari'ah. 
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6. Kaidah-Kaidah yang Berkaitan dengan Metode Dzari ah 
otak Ko Jika 


Hukum wasilah (media, sarana, dzari'ah) adalah sama dengan 
hukum tujuan. 


Ain Aga 8 Ph aa PI 


Ridha atas sesuatu berarti ridha juga dengan akibat yang muncul 
dari sesuatu tersebut. 


Ea EA 


Suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan 
adanya sesuatu hal (wasilah, media, sarana, dzari'ah) maka adanya 
sesuatu hal tersebut juga wajib. 


dee dd ssi 


Apa saja yang membawa kepada yang diharamkan maka meng- 
adakan wasilah (wasilah, media, dzari ah) juga haram. 


SEL op darul ola 
Apa saja yang haram digunakan maka haram juga digunakannya 
Sillsl op oisi pls 

Apa saja yang haram diambil maka haram juga diberikannya. 


Cara Menggunakan Metode Dzari'ah 
a. Tentukan terlebih dahulu apakah suatu persoalan tersebut rele- 
van dikaji melalui metode dzari ah, 


b. Perlupengkajian mendalam untuk mengetahui apakah persoalan 
tersebut masuk dalam kategori fath adz-dzari “ah atau sadd adz- 
dzari "ah, 
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c. Untuk menentukan di kategori manakah persoalan ini, perlu di- 
dukung pengkajian pada tiga kemungkinan yang disebutkan se- 
belumnya yaitu dengan cara melihat tujuan yang ingin dicapai, 
proses dalam melaksanakannya dan akibat dari suatu persoalan. 


d. Gunakan kembali metode mashlahah dan metode lainnya yang 
sesuai sebagai bentuk integrasi kedua metode ini dalam meng- 
analisis suatu persoalan hukum, 


e. Gunakan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan metode dzari'ah, 


f. Menetapkan status hukum suatu persoalan yang dihadapi. 


G. Metode Istishhab 


Pengertian Metode Istishhab 
Secara lughawi (etimologi) istishhab itu berasal dari (—.——) 


yang berarti: 1-51 12. Kalau kata i-41 diartikan “sahabat” atau “te- 
man”, dan j,x- diartikan “selalu” atau “terus-menerus”. Berarti is- 
tishhab itu secara lughawi artinya adalah: “selalu menemani” atau 


“selalu menyertai”. 


Secara terminologi Imam Asy-Syaukani mengatakan: 
Jkt Olah! 3 dita JB 2 ll 3 cal 3 


“Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada 
prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang”. 


Ibnu Gayyim al-Jauziyah juga mengatakan: 
jeng uk (R9 6 us CAS dalisetal 


“Menetapkan (itsbat) apa yang pernah ditetapkan sebelumnya 
dan meniadakan (naff) apa yang sebelumnya tidak ada”. 

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
istishhab adalah memberlakukan ketentuan hukum yang telah ada 
tetap berlaku sampai ada hukum lain yang merubahnya. Berarti is- 
tishhab mirip dengan Aturan Peralihan dalam setiap Undang-undang 
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atau Aturan Peralihan yang terinspirasi dengan istishhab. Begitu juga 
meniadakan ketentuan hukum yang tidak atau belum diatur sampai 
adanya hukum yang menentukannya. 


a. Metode Istishhab Bermakna Menetapkan (Itsbat) 

Menetapkan yang dimaksud di sini bukan menetapkan hu- 
kum dari awal yang kemudian digali dan selanjutnya ditetapkan 
status hukumnya. Maksud dari menetapkan di sini adalah hukum 
yang sudah ada ditetapkan sebelumnya, tetap berlaku sampai 
ada hukum lain yang merubahnya. Contoh jika sewaktu shubuh 
seseorang telah berwudhu maka wudhunya itu masih diperhi- 
tungkan keberadaannya dalam keadaan masih berwudhu, se- 
hingga pada saat ia ingin melaksanakan shalat Dhuha ia tidak 
perlu berwudhu lagi. Selama tidak ada bukti bahwa ia batal, ma- 
ka tetaplah ia dalam keadaan berwudhu sampai ada bukti bahwa 
ia memang melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. 


Pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah di 
depan Pejabat yang berwenang tetaplah sebagai pasangan suami 
istri dengan dibuktikan adanya buku nikah. Keduanya akan terus 
menjadi suami istri sampai adanya bukti bahwa keduanya 
bercerai yang dibuktikan melalui akta cerai. 


Kepemilikan terhadap barang tetap dimiliki oleh orang 
yang memilikinya sejak awal sampai ditemukan bukti bahwa ia 
bukan pemilik sah barang tersebut. Masih banyak contoh-contoh 
lain berkaitan dengan menetapkan ini. 


b. Metode Istishhab Bermakna Meniadakan (Naf7) 

Meniadakan di sini adalah ketika tidak ada aturan, hukum, 
ketentuan atau dalil yang mengaturnya tetaplah tidak ada atur- 
an, hukum, ketentuan atau dalil sampai adanya ada aturan, 
hukum, ketentuan atau dalil yang mengaturnya. 


Berkaitan dengan meniadakan ini sepertinya harus hati- 
hati. Sebab jika secara mutlak digunakan akhirnya merambah 
pada generalisasi untuk menilai praktik-praktik keagamaan yang 
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dianggap tidak ada hukum. Padahal bisa saja yang menilai hanya 
melihat dari kulit atau sisi luarnya sementara ia sendiri kurang 
mencerna sampai ke dalam. Akhirnya dengan berargumentasi 
menggunakan metode istishhab khususnya pada bagian menia- 
dakan (naff) semua praktik keagamaan di masyarakat dikatakan 
tidak berdasar. Inilah yang dimaksud dengan berhati-hati di atas. 


Kalaupun memang tidak ada aturan, hukum, ketentuan atau 
dalil yang mengatur suatu persoalan hukum tetapi selama tidak 
bertentangan atau selama masih sejalan dengan syara" maka 
suatu persoalan hukum ini bukan berarti harus ditiadakan. Ter- 
lebih lagi jika dikaji melalui metode “urfmaka persoalan hukum 
ini bisa diselesaikan melalui metode tersebut. 


Contoh yang relevan dengan istishhab bermakna meniada- 
kan (naff) ini seperti si A berutang kepada si B. Namun dalam 
transaksi utang piutang ini tidak dilakukan pencatatan atau ti- 
dak juga dihadirkan saksi, sehingga transaksi ini hanya berasas 
kepercayaan antara si A dan si B. Suatu ketika si A menagih 
utang tersebut kepada si B. Namun karena tidak ada bukti bahwa 
si B memiliki utang kepada si A, si B pun berkilah. Berdasarkan 
kaidah x.1 s1, 1 bahwa hukum asal adalah tidak ada beban 


hukum pada setiap orang, maka si B tidak dapat dikenakan hu- 
kum sebelum ditemukan bukti bahwa ia benar-benar punya 
utang kepada si A. 


Begitu juga pasangan yang menikah tidak secara resmi 
dalam hukum positif Islam Indonesia tidak memiliki kekuatan 
hukum yang tetap. Hal ini berarti dianggap tidak ada pernikah- 
an. Berarti akad nikah tidak secara resmi dianggap tidak ada. 
Bukti dianggap tidak ada adalah bagi pasangan yang menikah 
tidak resmi tidak dapat menuntut hak-haknya di depan pengadil- 
an. Artinya dipandang tidak ada pernikahan sampai ditemukan 
bukti bahwa kedua pasangan tersebut benar sebagai suami istri 
yang sah. Setelah ditemukan bukti, maka baru lah hak-hak ke- 
duanya dapat ditegakkan. 
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Sama juga dalam bidang pidana. Dengan berasas pada kai- 
dah k41 si, Je bahwa hukum asal adalah tidak ada beban hukum 
pada setiap orang maka orang yang melakukan tindak pidana 
tidak bisa disebut bersalah. Setiap orang awalnya adalah tidak 
salah alias benar. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut 
baru dinyatakan bersalah sampai ditemukan adanya bukti bahwa 
ia memang bersalah. Berarti asas praduga tak bersalah yang di- 
anut dalam hukum Indosensia sepertinya terinspirasi dari istish- 
hab khususnya dengan kaidah di atas. 


Bantuk-Bentuk Metode Istishhab 
KI Ao &- Sula 


“Menetapkan keberlakuan hukum yang bermanfaat untuk ma- 
nusia adalah boleh, selama belum ada yang melarangnya”. Bentuk ini 
digunakan dalam muamalah. Misalnya, seseorang boleh berbisnis apa 
saja sampai ada dalil yang melarang usaha atau bisnisnya. 


Ao) Bl gl 3 pal Obral .b 


“Tidak ada hukum atau pada dasarnya seseorang terlepas dari 
beban hukum sampai ada dalil yang menyatakan adanya hukum”. 
Contoh: seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sampai ada da- 
lil/bukti yang menyatakannya bersalah. 


Selama tidak ada kewajiban selain dari yang diwajibkan di 
dalam Islam, maka tetaplah tidak ada kewajiban. Pada dasarnya se- 
tiap orang terlepas dari beban hukum, maka selama tidak ada bukti 
bahwa seseorang dapat dibebankan hukum, maka selama itu pula ia 
tidak dikenakan wajib hukum. Sebagaimana beberapa contoh yang 
pernah disebutkan sebelumnya bahwa seseorang disebut tidak punya 
hutang selama tidak ada bukti bahwa ia punya hutang. Seseorang 
tidak disebut sebagai suami istri selama tidak ada bukti bahwa 
keduanya sebagai suami istri. Termasuk juga orang gila, tetap tidak 
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dibebankan hukum selama ia gila. Ia baru dikenakan hukum jika 
sudah normal dan sembuh dari penyakit ini. 


Aoladg Big Je Jill el dp lo wlosarul 


“Menetapkan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh syara atau 
akal tentang tetap dan berlakunya”. Misalnya apa yang ditetapkan 
syara", tetaplah berlaku sampai ada dalil syara yang merubahanya. 
Apa saja yang ditetapkan akal juga tetap berlaku, sampai ada pemi- 
kiran lain yang mematahkan teori akal tersebut. Hal yang sama juga 
berkaitan dengan adat. Ia tetap berlaku sampai ada adat lain yang 
merubahnya. 


PMB ae Jalal ln .d 
Bentuk istishhab di atas dijelaskan melalui kaidah berikut: 
3g II Senat, ganas! 2g Ul Il pgadl Jonas 


“Menetapkan pemberlakuan hukum-hukum umum sampai da- 
tang dalil khusus dan menetapkan pemberlakuan nas sampai datang 
naskh. 


el dp le lonatul .€ 


Bentuk istishhab di atas dirinci kembali oleh bentuk istishhab 
yang lain. 


Pa sa dlu ji ayal! Sonaiual 


“Meneruskan pemberlakuan hukum umum atau nash sampai 
datangnya suatu ketentuan yang mengubahnya”. 


Fb Call Ke Sewarul of 


Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag |. a23 | 


“Menetapkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan jijma'. 
Maksudnya adalah hasil ijma' ulama tetap berlaku sampai ada 
ijma' ulama yang merubahnya. 


Pandangan Ulama terhadap Metode Istishhab 

a. Ulama Malikiyah, Syafi “iyah, Hanbaliyah: istishhab dapat dija- 
dikan sebagai hujjah mutlak untuk menetapkan hukum yang 
sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Secara 
logika hukum yang telah ada seyogyanya berlaku terus sampai 
ada yang mengubahnya, seperti syariat Rasulullah akan terus 
berlaku: 


b. Mayoritas Ulama Hanafiyah: istishhab dapat dijadikan sebagai 
hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada dan mengang- 
gap hukum itu tetap berlaku di masa mendatang, tetapi tidak 
bisa menetapkan hukum (suatu kasus) yang akan ada. 


Kaidah-Kaidah Metode Istishhab 
EPA Je JIN Ia SEN EN GIS 


“Asal hukum sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang meng- 
haramkannya”. 

Kaidah ini berkaitan erat dengan bentuk istishhab “ & Jo 
14 Ni” yang disebutkan di atas. Termasuk juga contoh untuk 


kaidah di atas juga disebutkan sebelumnya. Intinya apapun yang dila- 
kukan pada awalnya adalah boleh baik dalam persoalan muamalah 
dalam arti yang luas atau pun dalam praktik keagamaan. Hukum 
kebolehan ini bisa berubah ketika adanya dalil (Alguran, Hadis, ushul 
figh) yang mengharamkannya. 


asal Ha se BEA ASIN 3 ISI 


“Pada dasarnya setiap orang terlepas dari beban hukum dan 
tanggung jawab”. 


1124| METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM 


Kaidah di atas berkaitan erat dengan bentuk istishhab “ Jo 
JATI | IV sal” yang disebutkan di atas. Termasuk juga contoh 
untuk kaidah di atas juga disebutkan sebelumnya. Bahkan dari kaidah 
inilah muncul istilah “asas praduga tak bersalah” yaitu setiap orang 
harus ditempatkan sebagai orang yang tidak bersalah sampai 
ditemukan bukti bahwa ia bersalah sebagaimana dijelaskan juga 
sebelumnya. 


IL Cah Ia KU da obat SN 


“Apa yang telah ditetapkan sebelumnya terus berlaku sampai 
ada yang merubahnya”. 


Kaidah ini berkaitan erat dengan metode istishhab yang bermak- 
na menetapkan (itsbat) yang dijelaskan di atas. Bahkan dari kaidah 
inilah sepertinya muncul ide “Aturan Peralihan” yang terdapat pada 
setiap Undnag-Undang. 


Ternyata, metode istishhab berperan tidak hanya dalam mem- 
berikan ispirasi tetapi menjadi salah satu yang menjiwai hukum na- 
sional. Salah satunya adalah terkait dengan bunyi aturan peralihan 
sangat mirip dengan salah satu kaidah istishhab. Termasuk juga is- 
tilah asas praduga tak bersalah secara hakikatnya adalah sumbangan 
metode istishhab untuk hukum Indonesia. 


JSI, Ig Vol .d 
“Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”. 


Keyakinan yang dimaksudkan dalam kaidah ini bukan keya- 
kinan dalam bentuk akidah atau berkaitan dengan keimanan. Keya- 
kinan di sini adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan 
bahwa apa yang diucapkan atau yang dikerjakan benar-benar telah 
diucapkan atau dikerjakan. Ketika terjadi keraguan apakah sudah 
diucapkan atau dikerjakan maka yang dipegang sebagai keyakinan 
adalah hal-hal yang meyakinkan untuk menghilangkan keraguan 
tersebut. Contoh dari kaidah ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


a. 


b. 


Ragu-ragu dengan jumlah rakaat shalat, apakah rakaat yang ke- 
3 atau sudah rakaat yang ke-4. Posisi yang paling meyakinkan 
dalam keraguan jumlah rakaat ini adalah pada rakaat yang ke-3. 
Oleh karena itu ambil posisi rakaat yang ke-3 karena pada posisi 
ini yang lebih meyakinkan, 

Ketika di warung kue, ragu-ragu jumlah kue yang dimakan 
apakah berujmlah 2 atau 3. Hal yang paling meyakinkan adalah 
telah memakan kue sebanyak 3 karena jumlah ini yang lebih 
meyakinkan, 


Ragu-ragu apakah melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu 
atau tidak, tetapi yang paling meyakinkan adalah ia sudah 
berwudhu, 


Ragu-ragu apakah sudah membayar utang atau belum. Posisi 
yang paling meyakinkan adalah belum bayar utang karena pada 
posisi ini yang lebih meyakinkan, kecuali ditemukan bukti 
bahwa ia telah membayar utang, 


Sewaktu sahur, seseorang tidak mengetahui apakah sudah terbit 
fajar atau belum. Di saat itu jam tidak ada dan suasana masih 
gelap. Berarti teruskan dan tetap bersahur karena hal yang paling 
meyakinkan adalah kondisi saat itu masih waktu bersahur. Puasa 
yang dilaksanakan pun hukumnya sah. 


Cara Menggunakan Metode Istishhab 


Memahami persoalan yang dihadapi, 


Tentukan terlebih dahulu apakah persoalan yang dihadapi ini 
termasuk dalam ranah kajian istishhab, 


Mengkaji tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam 
Islam baik melalui sumber hukum Islam atau melalui hasil 
ijtihad para ulama, 

Mengkaji tentang hukum-hukum yang tidak atau belum ditemu- 


kan telah ditetapkan dalam Islam baik melalui sumber hukum 
Islam atau melalui hasil ijtihad para ulama, 
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e. Melakukan salah satu langkah di bawah ini sesuai dengan kasus 
hukum yang dihadapi sebagai berikut: 
1) Menetapkan kebolehan suatu persoalan sampai ada aturan 


atau hukum yang menyatakan keharamannya, 


2) Menetapkan keberlakuan suatu hukum secara terus mene- 
rus sampai ada aturan lain yang merubahnya, 


3) Menetapkan tidak adanya hukum yang mengatur suatu 
persoalan sampai adanya hukum yang mengatur persoalan 
tersebut: 


4) Jika terjadi keraguan baik dalam ibadah atau muamalah, 
maka dalam menentukan putusan harus kepada yang paling 
meyakinkan. 


f. Menetapkan status hukum suatu persoalan yang dihadapi. 


H. Metode Gaul Shahabi 


3 


Pengertian Metode Gaul Shahabi 

Oaul berarti ucapan, perkataan dan pendapat. Shahabi berasal 
dari kata shuhbah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Sha- 
habi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Rasulullah SAW. 


Imam as-Suyuthi mengatakan bahwa sahabat Rasulullah adalah: 
sda Je San lekas dag ale  lo Na 
Bahkan, sahabat dalam terminologi para ulama ushul figh adalah 
seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, dalam keadaan 
beriman serta menemaninya dalam waktu yang lama. Sedangkan me- 
nurut ahli hadis, sahabat adalah seorang Muslim yang bertemu de- 
ngan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Muslim pula baik 
pertemuaannya sebentar maupun lama. 
Pengertian gaul shahabi itu sendiri adalah perkataan seorang 


atau beberapa sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat lainnya 
tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Artinya gaul 
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shahabi ini bisa jadi diucapkan oleh seorang atau beberapa orang sa- 
habat baik ada gaul yang tidak diketahui sahabat lainnya atau adanya 
perbedaan di antara mereka tentang gau/ tersebut bahkan bisa jadi 
ada juga gaul yang disepakati para sahabat. 


Istilah lain Gaul Shahabi 

Istilah lain dari gaul shahabi adalah mazhab sahabat. Secara eti- 
mologi madzhab berarti pendapat, teori, doktrin dan kepercayaan, 
sementara pengertian sahabat sudah dijelaskan di atas. 


Terlihat ada kesamaan antara gaul shahabi dengan mazhab sa- 
habat. Namun sebenarnya kedua istilah ini berbeda. Gaul shahabi 
bisa jadi pendapat perorangan sahabat yang kemungkinan berbeda 
antara satu sahabat dengan yang lain. Sedangkan madzhab sahabat 
adalah pendapat kolektif sahabat. Dalam hal ini, mazhab sahabat juga 
dikenal dengan istilah ijrma" shahabi. 

Di antara beberapa shahabat yang populer namanya dalam 
bidang hukum Islam antara lain: Umar ibn Khaththab, “Abdullah bin 
Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar bin Khaththab, Aisyah, 
dan “Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah sahabat yang banyak 
berfatwa tentang hukum Islam. 


Pendapat Ulama terhadap Metode Oaul Shahabi 


a. Oaulyang tidak Bisa Dinalar dan Hasil Kesepakatan Sahabat 
Ulama menyepakati terhadap pendapat sahabat yang ber- 
kaitan dengan persoalan yang tidak bisa dinalar logika atau bu- 
kan perkara ijtihad dapat dijadikan sebagai hujjah. Ulama juga 
menyepakati bahwa hasil ijma' sharih yang dilakukan sahabat 
dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan 
hujjah, seperti bagian kakek dalam harta waris sebesar 1/6. 
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b. Pendapat Ulama tentang Gaul Shahabi yang Semata Hasil 
Ijtihad Sahabat 


1) Ulama Hanafiyah, Imam Malik, Gaul Gadim Imam Syafi'i 
dan pendapat terkuat Imam Ahmad bahwa gaul shahabi da- 
pat dijadikan sebagai hujjah dan apabila gaul shahabi 
bertentangan dengan giyas maka gaul shahabi didahulukan. 
Alasan para ulama yang menerima gaul shahabi ini adalah 
sebagai berikut: 


Pon Saad On El ESA AN 3S AS (Aa 
(ab di) KI 


“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dila- 
hirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) 
yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar...” 


PA Sals AAG Soe Se Ba seba 
EA Ie Ae nba FE AN 525 oleh 
(Oe g) Lgi K3 ale 3 


“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah 
dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya...” 


SN AN, Pa GE GP dop 1 AA KE HE (c 
Fak oa kak ad Pap oa Oa las 
: Sidab Kinsig « knah Basi Bekas ara : 


(dag We 
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“Sebaik-baik manusia adalah orang-orang di masaku 
yaitu sahabat, kemudian orang-orang sesudah mereka yaitu 
tabi'in, kemudian orang-orang sesudah mereka yaitu fa- 
bi' tabi'in. Selanjutnya datang golongan atau orang-orang 
yang kesaksian salah seorang mereka mendahului sumpah- 
nya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya (masa yang 
tidak jelas siapa yang benar dan siapa yang salah)”. (HR 
Bukhari dan Muslim). 


(GE) Asal Asal el me ULei (d 


“Sahabatku bagaikan bintang (memberi penerang 
ketika malam yang gelap). Oleh karena itu siapapun yang 
kamu ikuti maka kamu akan mendapatkan bimbingan”. 

2) Sebagian Ulama Syafi'iyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi- 
“ah berpendapat bahwa gaul shahabi tidak dapat dijadikan 
hujjah, karena ijtihad sahabat sama dengan ijtihad ulama 
lainnya yang tidak wajib diikuti mujtahid lain. Alasan 
ulama yang menolak gaul shahabi adalah: 


(Veda Il. Ga 


“...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pela- 
jaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan (ilmu, 
berwawasan luas)” 

Ayat di atas sebenarnya menyinggung orang yang ber- 
ilmu atau orang-orang yang sudah menguasai beberapa 
keilmuan di bidangnya masing-masing untuk menggunakan 
segala potensi yang dimilikinya. Hal yang perlu dilakukan 
oleh orang-orang berilmu ini adalah berijtihad dan bukan 
mengikut ke gaul shahabi. 
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“Ka PN Ja Opi Tae AM Lali ale gali Cb 
Ip ogah AS Ol does AI JJ 230 sisi 3 RBT ue 
(OA seludil) H3 Sa 


“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemerintah) di antara 
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang se- 
suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alguran) dan 
Rasul (Hadis), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian...” 


Ayat di atas pada dasarnya ingin memberitahukan bah- 
wa ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam me- 
nyelesaikan suatu persoalan termasuk dalam hukum. Mulai 
dari Alguran, kemudian Hadis yang tentunya bagi orang 
awam untuk memahami keduanya adalah harus melalui 
pemahaman para ulama. Selanjutnya baru berpindah kepa- 
da pemerintah. Pemerintah yang menangani urusan agama 
adalah para ulama. Pemahaman dari ayat di atas dapat me- 
nunjukkan bahwa jika dalam memutuskan suatu persoalan 
hanya mengambil dari sahabat maka akan menyimpang dari 
ayat di atas. 


Kedudukan Metode Gaul Shahabi dalam Penetapan Hukum Islam 

Sebenarnya posisi gaul shahabi lebih tepatnya dan relevan ber- 
ada setelah Alguran dan Hadis. Hal ini disebabkan setelah Rasulullah 
wafat maka para sahabatlah yang menjadi rujukan, walaupun tidak 
semua sahabat fokus ke hukum Islam. Sebagai rujukan, berarti kum- 
pulan dari pendapat sahabat ini dapat diibaratkan sebagai yurispru- 
densi bagi tabi “in dan bahkan tabi' tabi'in. 

Namun karena adanya perbedaan pendapat para ulama terhadap 
gaul shahabiini akhirnya gaul shahabi diletakkan di urutan dari yang 
seharusnya dan keduduknya pun sebagai teori ushul figh atau da- 
lil/metode penetapan hukum Islam. Berdasarkan hal demikian maka 
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kedudukan gaul shahabi bisa menjadi semacam yurisprudensi dan 
bisa juga menjadi metode, kaidah atau teori penetapan hukum Islam. 
Kedua hal ini dijelaskan pada pada bahasan berikut ini. 


Oaul Shahabi menjadi Semacam Yurisprudensi 

Sebagaimana dibahas pada kedudukan gaul shahabi bahwa gaul 
shahabi ini dapat disebut sebagai semacam yurisprudensi. Hal ini 
karena para sahabat dapat dijadikan sebagai rujukan para sahabat 
kecil yang kemudian dapat pula dirujuk tabi 'in dan bahkan tabi' ta- 
bi'in. 

Oaul shahabi ini ada yang dikutip dalam kitab tafsir, ada juga 
dalam syarah hadis, ada juga peneliti mengumpulkan pendapat salah 
seorang sahabat, seperti figh Umar bin Khaththab yang di dalam 
buku ini dijadikan contoh dari gaul-gaul Umar bin Khthathab ra. 
Oaul-gaul Umar ini di antaranya: 


a. Umar tidak memotong tangan pencuri, padahal dalam 9.S. al- 
Maidah ayat 38 pencuri harus dipotong tangannya: 


IP AN AI 3 IE ka lg ala Lepas Labs SJ, $ AJI, 


“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, po- 
tonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 


Alasan Umar tidak menghukum potong tangan kepada pen- 
curi di waktu itu adalah karena pencurian tersebut dilakukan se- 
cara terpaksa yaitu pada saat terjadinya krisis moneter. Selain 
itu yang dicuri adalah hanya untuk sekedar dapat bertahan hi- 
dup, sementara di sisi yang lain tidak ada penggalangan dana 
untuk masyarakat yang tertimpa musibah. Terlebih lagi pencu- 
rian ini dilakukan bukan oleh orang yang profesinya sebagai 
pencuri. 


|a32- METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM 


b. Umar tidak membagikan harta ghanimah kepada masyarakat 
muslim yang ikut berperang, padahal dalam 9.S. al-Anfal ayat 
41 harta ganimah harusnya dibagikan sebagaimana telah diprak- 
tikkan oleh Rasulullah SAW: 


AG BA Ge Ira AA G5 se op As WA ale 
Ob gg Ca SEA Lag di, Fiat AS | JA lh Kd, 


“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh 
sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, 
kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demi- 
kian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Ka- 
mi turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furgan, 
yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu.” 


Alasan Umar tidak membagikan harta ghanimah ini karena 
masyarakat Islam yang ikut berperang sudah memiliki gaji dan 
sejahtera, sementara pihak lawan ada yang meninggalkan anak 
dalam keadaan yatim dan isteri yang menjadi janda. Jika harta 
ghanimah ini tetap diambil, berarti akan muncul opini bahwa 
kedatangan Islam bukannya membawa rahmat tetapi menimbul- 
kan kesengsaraan dan kemudaratan bagi masyarakat padahal 
moto Islam adalah sebagai rahmat untuk sekalian alam. 


c. Umar tidak memberikan muallaf hak untuk menerima zakat, 
padahal O9.S. at-Taubah ayat 60 memberikan hak kepada mual- 
laf: 


SE 33 kas Ts UG sell aus Aa BEAN 1) 
Sae AGAN ga Ang JAE yi AI Jaa G3 on 


“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- 
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
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6. 


orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang 
yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 


7, 
sana. 


Alasan Umar tidak memberikan muallaf hak untuk mene- 
rima zakat adalah karena pada saat itu banyak orang masuk Is- 
lam di musim orang bayar zakat, setelah masa ini berakhir, 
orang-orang kembali lagi ke agama mereka. Menanggapi hal ini 
Umar pun menyatakan bahwa Islam sudah kuat. Bagi yang mau 
memeluk agama Islam dipersilahkan dan bagi yang tidak mau 
tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu 
demi menjaga marwah Islam dan agar tidak mudah dipermain- 
kan maka Umar menghilangkan hak muallaf menerima zakat. 


Oaul Shahabi menjadi Metode, Kaidah atau Teori 

Oaul Shahabi sebagai metode, kaidah atau teori adalah dengan 
cara mengikuti gaya atau model berpikir para sahabat dalam mene- 
tapkan hukum suatu persoalan. Misalnya gaya berpikir Umar ibn 
Khaththab yang lebih kontekstual dalam menetapkan hukum, dapat 
kita jadikan sebagai model berpikir untuk saat ini yaitu berpikir Hu- 
kum Islam Kontekstual. 


Berpikir kontekstual merupakan proses penggalian makna tidak 
secara langsung (indirect meaning) dari teks, melainkan dengan cara 
melibatkan berbagai makna dan memahami berbagai konteks baik 
dalam arti luas atau sempit sehingga dari proses ini dapat diketahui 
sosial sejarah (socio-historical) teks tersebut. Disebut juga bahwa 
berpikir kontekstual adalah suatu pandangan yang mengacu pada 
konteks, tidak hanya bertumpupada makna lahir teks (secara literal), 
tetapi juga melihat aspek sosio-historis dimana, kapan, dan mengapa 
teks tersebut lahir. Dalam bahasa lainnya, berpikir kontekstual ada- 
lah berpikir yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. 


Di samping model berpikir kontekstual gaya berpikir Umar di 
atas adalah model berpikir empiris yaitu memahami Islam (hukum 
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Islam) sesuai dengan kenyataan yang dapat dilihat, didengar dan di- 
rasa di saat itu. 


Jika model berpikir di atas baik kontekstual maupun empiris rea- 
listis menjadi bagian hidup maka akan membentuk menjadi seorang 
muslim yang inklusif. Mereka memiliki pola pikir yang inklusif (ter- 
buka wawasan dan menerima adanya perbedaan) yang tidak hanya 
dalam masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga pada masalah ke- 
tauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Orang yang sudah tertanam 
pola pikir inklusif maka mereka pun mampu berbaur hidup rukun dan 
damai dengan umat agama lain, termasuk dengan mazhab hukum 
yang berbeda. 


Inti dari mengikuti gaya atau model berpikir para sahabat dalam 
menetapkan hukum suatu persoalan adalah berpikir kontekstual, em- 
piris dan inklusif. 


Cara Menggunakan Metode Gaul Shahabi 


a. Oaul Shahabisebagai Yurisprudensi 

1) Temukan terlebih dahulu perkataan-perkataan sahabat baik 
yang dihasilkan dari ijtihad pribadi atau hasil kesepakatan 
para sabahat. Biasanya perkataan-perkataan sahabat ini 
dapat ditemukan di beberapa kitab tafsir, referensi-referen- 
si yang ada di dalamnya membahas tentang sahabat serta 
referensi hasil penelitian yang membahas pemikiran figh 
salah seorang sahabat, seperti referensi Ijtihad Umar bin 
Khaththab. 


2) Setelah gaul shahabi tersebut ditemukan maka perkataan 
sahabat tersebut dapat dijadikan setidaknya untuk dua hal 
yaitu: 

a) Metode Oau/fi adalah metode yang digunakan untuk 
menetapkan status hukum suatu persoalan dengan cara 
mempelajari suatu persoalan yang kemudian mencari 
jawaban yang tertulis di dalam berbagai referensi ten- 
tang perkataan sahabat atau mengikuti perkataan sa- 
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habat yang sudah ada pada referensi-referensi tertentu. 
Artinya, melalui metode ini para penstudi cukup mela- 
kukan searching terhadap perkataan sahabat yang ke- 
mudian langsung dapat digunakan, 


b) Metode i/hagi adalah metode yang mirip dengan me- 
tode giyas khususnya dalam mencari persamaan kasus. 
Cara kerja metode ini menyamakan status hukum sua- 
tu persoalan yang tidak tertulis dalam referensi-refe- 
rensi dan termasuk juga referensi fikih serta begitu ju- 
ga persoalan baru di zaman sekarang (mulhag bih) de- 
ngan status hukum suatupersoalan yang tertulis dalam 
referensi-referensi berkaitan dengan perkataan sahabat 
(Inulhag “alaih) karena adanya keserupaan kasus (wajh 
al-ilhag). Maksudnya adalah bahwa gaul shahabi dija- 
dikan sebagai mulhag “alaih atau sebagai bahan ana- 
logi untuk menjawab persoalan-persoalan di masa se- 
karang yang tidak mesti sama persis tetapi cukup ada- 
nya persamaan kasus. 


3) Menetapkan status hukum suatu persoalan. 


b. Gaul Shahabi sebagai Metode 
1) Sama seperti sebelumnya yaitu menemukan terlebih dahulu 
perkataan-perkataan sahabat baik yang dihasilkan dari ijti- 
had pribadi atau hasil kesepakatan para sabahat, 


2) Melakukan pembacaan terhadap proses ijtihad sahabat, se- 
perti Umar bin Khaththab yang tidak membagikan harta 
ghanimah. Ia juga tidak memberikan hak kepada muallaf 
untuk menerima zakat. Begitu juga ia tidak memotong ta- 
ngan pencuri. Ketiga hal ini sudah dijelaskan sebelumnya. 
Hal yang perlu dibaca adalah bahwa beliau hidup sezaman 
dengan Rasulullah SAW dan setelah Abu Bakar ra wafat 
beliau menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. 
Namun tidak menghabiskan waktu yang lama, kurang lebih 
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dua tahun setelah wafatnya Rasulullah beliau sudah berij- 
tihad sebagaimana disebutkan di atas. Di sini bukan berarti 
Umar tidak mematuhi Alguran, tetapi justru karena Umar 
memahami substansi dari Alguran. Umar memang keluar 
ayat-ayat yang tidak diterapkannya tetapi kemudian masuk 
ke dalam ayat-ayat Alguran secara global yang berjumlah 
kurang lebih 6666 ayat. Di sinilah kepiawaian Umar dalam 
menetapkan hukum. Ia mampu membaca adanya perubahan 
zaman sehingga ia pun perlu lebih kontekstual dalam 
menetapkan hukum, 


3) Mengikuti pola pikir sahabat dalam menetapkan status hu- 
kum suatu persoalan yang sepertinya menggunakan pola 
berpikir kontekstual, empiris realistis dan inklusif. Khusus- 
nya dalam hal ini adalah gau/ Umar bin Khathtab. 


4) Menetapkan status hukum sebagai hasil kajian dari metode 
gaul shahabi. 


Metode Syar u man Gablana 


Pengertian Metode Syar u man Gablana 

Secara etimologi syar uman gablanaadalah hukum-hukum yang 
disyariatkan oleh Allah SWT bagi umat-umat sebelum kita. 

Secara istilah syar u man gablana adalah syariat yang diturun- 
kan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu 
ajaran agama sebelum datangnnya ajaran agama Islam melalui pe- 
rantara Nabi Muhammad SAW seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, 
Ibrahim dan lain-lain. 


Nabi Muhammad Sebelum menjadi Rasul 
Sebelum menjadi Rasul, Apakah Rasulullah terikat dengan sya- 
riat sebelumnya? Para Ulama berbeda pendapat. 
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a. Mayoritas mutakallimin dan sebagian Malikiyah berpendapat 
bahwa Rasulullah tidak terikat dengan syariat sebelumnya, ka- 
rena tidak ada dalil yang menegaskan beliau terikat, 


b. Hanafiyah, Hanabilah, Ibn Hajib al-Maliki, al-Baidhawi asy- 
Syafi'i berpendapat bahwa sebelum menjadi Rasul beliau terikat 
dengan syariat terdahulu. Alasannya: 


1) Setiap Rasul diseru mengikuti syariat rasul-rasul terdahulu, 


2) Banyak riwayat Nabi Muhammad telah beramal mengikuti 
syariat-syariat terdahulu seperti shalat, haji, umrah, meng- 
agungkan kabah, thawaf, menyembelih binatang dan seba- 
gainya. 


Nabi Muhammad Sesudah menjadi Rasul 

Setelah menjadi Rasul, Apakah Rasulullah dan umat Islam 
terikat dengan syariat sebelumnya? Dalam persoalan ini terdapat tiga 
pendapat yang berbeda yaitu masih berlaku, tidak berlaku lagi dan 
tidak ada ketegasan berlaku atau tidak. 


a. Masih Berlaku 
Syariat-syariat terdahulu secara tegas disebutkan dalam Al- 
guran atau hadis untuk diberlakukan maka ulama meyepakati, 
hal ini berlaku dan mengikat umat Islam. Contohnya seperti ke- 
yakinan kepada Allah, adanya hukuman pada pencuri, perzinaan, 
kekafiran, puasa, berkurban, dan lain-lain. 


Contoh: 


Kd K3 Io sll Ja SE ea Ke Si adi Bt 
(YAY 2d) Bp 


“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu ber- 
puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu 
agar kamu bertakwa.” 
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Ayat di atas berbicara tentang kewajiban berpuasa kepada 
umat Islam yang disebutkan secara tegas bahwa puasa itu juga 
diwajibkan pada umat sebelum umat Rasulullah. Ayat ini secara 
tegas menunjukkan bahwa syariat puasa memang sudah ada di 
masa lampau dan kini pada umat Islam puasa juga diwajibkan. 


(Fed dala ol) pal) Mal Ka Gb (2 


“Berkurbanlah karena yang demikian itu adalah sunnah 
bapakmu, Ibrahim.” 


Hadis ini memberitahukan bahwa ada beberapa praktik da- 
lam Islam yang sebenarnya bukan murni ajaran Islam. Salah sa- 
tunya tentang berkurban yang sebenarnya telah dilakukan pada 
masa lalu. Kini di masa umat Nabi Muhammad SAW berkurban 
tersebut diberlakukan kembali. 


b. Tidak Berlaku Lagi 
Syariat terdahulu yang tidak terdapat dalam Alguran dan 
Hadis, tidak berlaku untuk Umat Nabi Muhammad. Ada juga di- 
sebutkan dalam Alguran dan Hadis bahwa syariat terdahulu 
telah dinasakh sehingga tidak berlaku untuk umat Nabi Mu- 
hammad. 


Contoh: 
Ie ee ag AI AI og Ab 3 Sa Dila GA J3 
saka Alya OI da USA LA Wal Usa SE) 
(NET 3) gold Li, 
“Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala 
binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan 
atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang 


melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus 
atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum 
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mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya 
Kami adalah Maha Benar.” 


Ayat di atas membicarakan tentang tentang haramnya bi- 
natang yang berkuku dan dari sapi serta domba. Termasuk juga 
ada bagian-bagian dari binatang tersebut yang diharamkan Allah 
kepada kaum Yahudi. Kemudian dijelaskan bahwa hal itu tidak 
berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana 
Pa firman Allah 9.S. al-An'am ayat 145 di bawah ini. 


dia Jala AL Je ea) iba 
(NO sel... nye AS jl ea 3 


Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang di- 
wahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau 
darah yang mengalir atau daging babi...” 


c. Tidak Ada Ketegasan Berlaku atau Tidak 
Tidak ada ketegasan berlaku atau tidaknya syariat terda- 
hulu adalah karena di satu sisi disebutkan dalam Alguran, tetapi 
di sisi lain Alguran hanya mengabarkan bahwa hukum itu berla- 
ku pada umat tertentu sebelum Nabi Muhammad SAW. Akhir- 
nya para ulama pun berbeda memahaminya, ada yang mengata- 


kan berlaku ada juga tidak berlaku untuk umat Rasulullah. 
Contoh sebagaimana tertulis pada O.S. al-Maidah ayat 45 


SIG SIG AG ah sid ah AA SI Wa ae US, 
(40 ali) ....plas Oa adl Gal 53YL 

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 

(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata de- 


ngan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada gishaashnya.” 
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Ayat di atas berbicara tentang hukum gishash yang pernah 
diberlakukan kepada orang Yahudi dahulu kala dan syariat ini 
memang terdapat pada kitab Taurat. Apakah juga berlaku untuk 
umat Nabi Muhammad SAW? Inilah yang menjadi perdebatan 
dan perbedaan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan tetap 
berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai 
argumentasi, tetapi ada juga yang menyatakan tidak berlaku 
untuk umat Nabi Muhamad SAW juga dengan berbagai argu- 
mentasi. 


Pandangan Ulama terhadap Metode Syar u man Oablana 

Para ulama sepakat tentang berlaku dan tidak berlakunya syar u 
man gablanajika ditetapkan secara tegas oleh Alguran. Para ulama 
ini berbeda pendapat ketika berhadapan dengan adanya ketidak- 
tegasan Alguran menyatakan berlaku atau tidak berlakunya syariat 
terdahulu tersebut untuk umat Islam. 


a. Tetap Berlaku untuk Umat Islam 
Sebagian Hanafiyah, sebagian Malikiyah, sebagian Syafi- 
“iyyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa meskipun tidak di- 
arahkan kepada umat Rasulullah dan selama tidak ada penje- 
lasan tersebut dinaskh oleh Alguran, maka syariat terdahulu te- 
tap berlaku. 


doa dea 


“Syariat sebelum kita adalah syariat kita” 
Dasar hukum lainnya juga terdapat pada O.S. asy-Syura 
ayat 13: 


ag ala 4 (03 log Bb kesat ah eh 33 La, ANA 
(NY ios) k31 V3 GA GBI IN etde3 “94 


Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa 
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Ka- 
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mi wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan 
kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan 
janganlah kamu berpecah belah tentangnya. 


Dasar hukum berikutnya juga terdapat pada O.S. an-Nahl 
ayat 123. 


(NY Adel) SAI 5 23 Tia ala) ALA oi Id si F 


“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): 
“Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia 
termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” 


Dua ayat di atas menunjukkan umat Rasulullah masih ter- 
ikat dengan syariat terdahulu walaupun keterikatan tersebut ti- 
dak dinyatakan secara jelas. 


Selain argumentasi di atas para ulama yang menyatakan 
masih berlaku berargumentasi juga dengan 9.S. al-An'am ayat 
90 yaitu: 


(A5 NY Las LM AN hg Ff ad, 


“Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh 
Allah, maka ikutilah petunjuk mereka...” 


Ayat di atas menunjukkan bahwa selama ada penyebutan 
syariat terdahulu di dalam syariat Islam, bukan disebutkan da- 
lam kitab mereka dan tidak ada indikasi naskh terhadap syariat 
tersebut di dalam syariat Islam maka syariat tersebut tetap ber- 
laku untuk umat Islam. Hal ini disebabkan bahwa syariat terda- 
hulu adalah syariat yang diturunkan Allah SWT sehingga sela- 
ma tidak ditentukan secara tegas tidak berlaku lagi maka tetap 
menjadi syariat Islam. 


b. Tidak Berlaku untuk Umat Islam 
Mayoritas ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah serta sebagian 
Syafi'iyah juga Malikiyah, termasuk Asy"ariyah dan Mu'tazilah 
berpendapat bahwa syar'u man gablana dengan kategori tidak 
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ada ketegasan berlaku atau tidaknya menurut mereka tidak 
berlaku untuk umat Islam. Syariat terdahulu berlaku untuk umat 
terdahulu, kecuali memang ada disebutkan dalam Alguran. 


Adapun ulama yang menyatakan tidak berlaku lagi berar- 
gumentasi dengan 9.S. al-Maidah ayat 48 yaitu: 


eng Kera Xu uas IK. 


“untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan atur- 


an danjalan yang terang...” 


Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap umat memiliki 
syariat sendiri sehingga tidak ada keharusan atau tuntutan untuk 
mengikuti syariat umat lain. Terlebih lagi ada semacam peng- 
khususan hukum sebagaimana yang diceritakan dalam hadis 
yang berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal yang ditugaskan ke 
Yaman. 


AS 3 SP OB IBAN AS Gk GE :JB (Tea 1S) 
JB (FA Jaany Kie 3 Sd OB) #JB 2 Jay Read JB (SI 

Dalam hadis ini terjadi tanya jawab antara Rasulullah de- 
ngan Mu'adz bin Jabal. Cara mmutuskan suatu persoalan yang 
ditemui Mu'adz bin Jabal menggunakan cara bertahap yaitu 
dimulai dari Alguran. Jika tidak ditemukan jawabannya maka ia 
berpindah ke Hadis Nabi. Jika tidak juga ditemukan pada ke- 
duanya, maka ia berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Rasulullah 
pun membenarkan metode atau cara yang digunakan Mu'adz bin 


Jabal ini bahkan dalam dialog ini Rasulullah tidak menganjurkan 
untuk menggunakan syariat sebelum Islam. 


5. Cara Menggunakan Metode Syar u man Gablana 
Pertanyaan yang mungkin muncul apakah syar u man gablana 
tetap dapat disebut sebagai metode? Jawabannya ya. Fokus kerja 


Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag Io. ang) 


syar u man gablana sebagai metode adalah mengindentifikasikan 
syariat-syariat para nabi terdahulu yang masih berlaku dan tidak ber- 
lakunya untuk umat Islam. Di samping itu syar u man gablana juga 
mengkaji kembali syariat-syariat para nabi terdahulu yang dise- 
butkan dalam Alguran tetapi tidak tegas berlaku atau tidaknya untuk 
umat Islam. 


Kajian ini tentunya bersinergi dengan teori-teori yang lain dari 
ilmu ushul figh ini juga dengan teori kontekstual dan relevansi. Mi- 
salnya mengkaji ayat-ayat gishash yang dipahami juga melalui salah 
satunya pemahaman kontekstual dan relevansinya dengan zaman se- 
karang mengingat banyaknya terjadi kriminalitas di masyarakat. 
Pada zaman sekarang banyak peristiwa yang menunjukkan begitu 
mudahnya orang membunuh atau setidaknya melukai orang lain. 


Jika hal ini disepakati maka langkah-langkah penggunaan me- 
tode syar u man gablana ini adalah sebagai berikut: 


a. Mempelajari ayat-ayat Alguran dan termasuk riwayat-riwayat 
berkaitan dengan ayat yang dipelajari serta termasuk juga asbab 
an-nuZul, situasi, kondisi, sosial, budaya bahkan politik masya- 
rakat ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, 


b. Mempelajari teks-teks ayat Alguran yang menyebutkan adanya 
syariat-syariat umat terdahulu, 


c. Mengidentifikasi dan menentukan ayat-ayat yang berisi syariat- 
syariat umat terdahulu tetapi khitab-nya masih berlaku untuk 
umat Islam dan yang tidak berlaku lagi untuk umat Islam, 


d. Pada ayat-ayat yang tidak tegas menyebutkan untuk diberla- 
kukan atau tidak pada umat Islam bahkan termasuk umat Islam 
saat ini, maka diperlukan kajian yang lebih komprehensif, men- 
dalam dan perlu pula diintegrasikan dengan metode-metode 
ushul figh yang sesuai serta teori-teori sosial, termasuk pula ka- 
jian ini dikaitkan juga dengan kondisi zaman sekarang. Salah 
contoh misalnya tentang ayat gishash. Di zaman yang sering dan 
banyak terjadi kriminalitas seperti saat ini dan begitu mudahnya 
orang bisa melukai orang lain bahkan tanpa alasan serta menghi- 
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langkan nyawa orang lain, tampaknya misalnya berdasarkan ka- 
jian dari magashid asy-syari'ah dan mashlahah bahwa hukum 


gishash relevan digunakan di zaman sekarang. 


e. Menentukan status hukum dari syar u man gablanatersebut. @ 
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Ushul figh adalah metode-metode, kaidah-kaidah atau teori- 
teori yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis dan 
menjawab persoalan hukum Islam. Ia disebut juga sebagai 
metodologi penetapan hukum Islam yang merupakan 
“pabrik” hukum Islam bahkan sebagai “jantungnya” hukum 
Islam. Tanpa ushul figh, hukum pun tidak dapat ditetapkan 
dengan ilmiah. 


Berarti, ushul figh merupakan salah satu ilmu yang sangat 
penting dipelajari bahkan dikuasai. Tujuannya agar dapat 
menjawab dan menjadi solusi di tengah berbagai persoalan 
hukum Islam yang bermunculan di zaman sekarang. 


Untuk memudahkan pemahaman terhadap teori-teori yang 
dikemukakan, redaksi bahasa yang digunakan di dalam buku 
ini diupayakan sesederhana mungkin dan disertai contoh- 
contoh aktual yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Pola 
pikir yang digunakan lebih bersifat kontekstual empiris 
inklusif dan moderat. 


Menariknya buku ini, di dalamnya disajikan juga sub khusus 
yang menjelaskan teknik menggunakan teori-teori atau 
metode-metode untuk menganalisis persoalan hukum Islam. 
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